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1 

ABSTRAKSI 

SUATU TINJAUAN TERHADAP PERANAN VISUM ET REPERTUM 
SE.BAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI YANG SAH 

DALAM PERKARA PIDANA 

(Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan) 

Oleh : 

SY AFRIL NASUTION 
NIM I NIRM: 97.840.0053 I 9711086000059 

Bidang Hukum Pidana 

Seiring dengan kemajuan sains dan tekhnologi bersamaan dengan itu juga 

macam dan ragam modus-modus kejahatan semakin meningkat. Banyak hal tentang 

kasus-kasus kejahatan yang tidak mudah mengungkapkan atau membuktikan siapa 

pelaku sebenamya (pelaku gelap, pelaku misterius) serta bagaimana cara-cara dan 

alat-alat yang dipergunakannya yangjuga belum begitujelas. 

Salah satu dari sekian banyak upaya dan sarana yang dilakukan oleh para ahli 

atau dokter ahli keha.kiman (forensik) dalam membantu menjemihkan suatu perkara 

pidana dari salah satu aspeknya adalah apa yang disebut "visum et repertum". 

Dalam hal pembuktian di pengadilan, semenjak berla.kunya Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) UU. No. 8 Tahun 1981 (LN. Tahun 1981 

No. 9) jo ketentuan Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain, 

maka ketentuan perihal macam-macam a!at bukti yang sah dalam proses di sidang 

pengadilan rnenjadi lebih lengkap, yaitu dengan dimasukkanya secara tegas alat 

bukti "keterangan ahli" di dalam pasal 184 ayat (1) hurufb KUHAP. 

·. 
i 
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Apabila ditinjau dari hukum acara pidana selranmg, maka keterangan para ahli 

diperlukan di dalam setiap tahap proses pemerik<:iaan, hal mana tergantung pada perlu 

tidaknya mereka dilibatkan guna membantu tugas-tugas baik dari penyidik, jakss 

maupun hakim terhadap suatu perkara pidana, seperti yang banyak terjadi dalam 

perkara tindak pidana pembunuhan, tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana 

kealpaan. 

Dalam kaitannya. dengan peranan para ahli atau dokter ahli kedokteran 

kehakiman ataupun para dokter (ahli) lainnya yang turut terlibat guna membantu 

mengungkapkan, menjelaskan atau menjemihkan (membuat lebih terang) suatu kasus 

perkara pidana, malca pada para penegak hukum, yaitu polisi, jaksa, hakim clan 

penasehat hukum dituntut lebih meningkatkan pengetahuannya selain di bidang 

hukum acara pidana dan hukum pidana juga ilmu pengetahuan lainnya yang 

berhubungan dengan ilmu kedokteran kehakiman yang mencakup Patologi Forensik, 

Psikiatri Forensik, Toksikologi Forensik, Antropologi Forensik, Odontologi Forensik, 

Balistik, Kimia Forensik, clan Fisika Forensik 

Para ahli tersebut di dalam membantu turut serta dalam penanganan 

penyidikan suatu tindak kejahatan guna :nemecahkan masalah agar lebih tuntas dan 

akurat hasilnya Maka ilmu kedokteran kehakiman modem dengan ditunjang oleh 

sarana tekhnis laboratorium kriminalistik yang canggih akan sangat berguna bagi 

tugas-tugas polisi dan jaksa sebagai penyidik, juga hakim dalam memutuskan suatu 

perkara di pengadilan. Seperti diketahui penyidikan suatu kasus kejahatan tidak 

sematn.-mata tergantung kepada saksi hidup (saksi mata), akan tetapi juga pada bukti 

mati (bukti flsik). Dan untuk memeriksa, mengetahui dan mempelajari serta 

mengungkapkan hubungan antara bukti mati dan suatu kasus tindak pidana maka 

diperlukanlah ilmu pengetahuan kedokteran kehakiman (visum et repertum). Bukti 
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mati (bukti fisik) lazim disebut sebagai "saksi bisu" (silent witness). yang terdiri atas 

benda at.au tubuh manusia yang hidup atau yang telah meninggal, senjata at.an alat 

untuk melakukan kejabatan, jejak atau bekns-bekas si pelaku dnn benda-benda yang 

terbawa ntau yang ditinggalkan oleh si pelaku di tempat keja.dian perkara (TKP) 

maupun di luar tempat kejadian perkara 

Sebenarnya "sa.ksi bi!>'U,, itu berbicara banyak, hanya saja dalam bahasanya 

sendiri sehingga tidak dapat dimengerti oleh orang awarn oleh karenanya diperlukan 

seorang •1'enerjemah" yaitu seorung Wili atau poker yang telah melakukan 

pemeriksaan dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki yang dapat menangkap "bahasa 

saksi bisti' itu dan menerjemahkannya sehingga dapat dimengerti oleh orang-orang 

yang berkepentingan, yaitu ha.kim, jaksa, polisi, penasehat hukum clan terdakwa 

sendiri. "Penerjemah,, disini lazim disebut " keterangan ahli.' ' 

F...husus visum et repe11um yang juga merupakan salah satu aspek daripada 

keterangan ahli, berdasarkan ketentuan oleh pemerintah tanggal 22 Mei 1937 dalarn 

Stb. 1937 No.350, perihal Ordonaru;i tentang peninjauan kembali peraturan kekuatan 

bukti visum et repertum yang dibuat oleh para dok.ter, dalarn pasal 1 disebutkan : 

"visum et repertum dari para dokter yang dibuat atas sumpah jabatan, yang diucapkan 

pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di Nederland atau Indonesia, 

atanpun atas sumpah khusus, seperti dimaksudkan dalam pasal 2 dalam perkara 

pidana mempunyai kekuatan bukti, sepanjang visurn et repertum itu memuat 

keterangan tentang apa yang dilihat oleh dokter itu pada benda yang diperiksa." 

Berdasarkan Stb. 1937 No.350 di atas, maka visum et repertum dinyatakan 

sebagai alat bukti yang ssh menurut hukum namun visum et repe1tum harus diartikan 

sebagai keterangan ahli yang dibuat oleh dokter ahli kehakiman. 
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Sesuai dengan pasal 179 KUHAP ayat (1) yang menyatakan "bahwa setiap 

orang yang dimintakan pendapainya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau <lokter 

atau ahli-uhli lainya wajib memberikan keternngan ahli demi keadilan." Dan pada 

ayat (2) "semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang 

memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah 

atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya 

menurut peugetahuan dalam bidang keah1iannya" 

Maka dalam pasal 179 KUHAP ayat (1) dan (2) ternebut dapatlah kita melihat 

penman dokter ahli (visum et repertum) di dalam membantu aparat penegak hukum 

sebagai salah satu tugas yang wajib dilakukan olehnya di dalnm menangani suatu 

kasus tindak kriminil, misalnya dalam tugas-tugas pemeriksaan luka, pemeriksaan 

mayat at.au bagian tubuh mayat, pemeriksaan mayat dalam hal penggalian mayat, 

memeriksa benda/barang bukti lain dari si pelaku ataupun si korban. Tugas dokter 

atau dokter ahli tersebut juga berlaku bagi ahli-ahli lainnya yang bukan dokter, 

seperti: ahli balistik, ahli obat-obatwi, ahli laboratorium, ahli sidik jari, uhli 

fotographi, ahli intan, ahli pertanian, nhli tanaman keras, ahli komputer, ahli racun, 

ah.Ii narkotik, ahli keuangan (perbankan) dan ahli lainnya yang memiliki keahlian 

khusus te.ntang sesuatu hal {pasal 1 butir 28 KUHAP). 

Uraian yang membahas peranan keterangan ahli kedokteran keha.kiman yang 

memuat ''visum et repertum sebagai saJah sat.u alat bukti yang sah" di dalam skripsi 

ini, tidak berarti mengecilkan aiti peranan dari para ahh (pakai") yang lain, dalam hal 

membuktikan suatu perkura. pidana di pengadilan . 
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BAB I 

P:RNDAHULUAN 

Ilmu kedokternn kehakirnan disebut juga Forensic Medicine at.au ilrrru 

kedokteran forensik, merupakan cabang ilmu kedokteran yang banyak 

berhubungan dengan bidang hukunt Pengetahuan ini harus dikuasai oleb 

kalangan kedokteran, karena dalam melaksanakan pelayanan profesi kesehatan, 

temyata tidak jarang bantuan dokter diperlukan kalangan penegak hukum, 

tmitama dari kalangan penyidik dan bila perkara tersebut sampai ke tingkat 

Pengadilan ban:tnan tersebut diperlukan oleh Jaksa, Hakim, maupun Pembela. 

Di lain pihak jelas pula pengetahuan ini hams dipahami dan dikuasai oleh 

kalangan hukum agar dapat memahami keterangan maupun penjelasan yang 

diberikan dan clisampaikan oleh kalangan kedokteran 

Di Indonesia sebelum istilah ilmu kedoktenm kehakiman populer, istilah 

yang dipakai adalah Forensic Medicine. Kata "forensic" berasal dari bahasa 

Yunani "Forum,, yang berart.i pasar tempat berlangsungnya pengadilan Romawi 

dahuJu, sedangkan "Medicine" bermti ''Kedoktenm." Pada zanum Belanda 

dipergunakan istilah Gecechtelijke Geneeskunde. Dari istilah inilah ilmu 

kedokteran kehakiman diterjemahkan. I) 

l) Amri Amir, D.r., DSF, Kapita Se/ekta Kedokteran Forensik, Penerbit Universitas 
Sumatcra Utara. Medan. 1995. hhn. l. 
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Dalam perkara pidana pihak-pihak yang bertentangan adalah Jaksa 

(Negara) dengan tertuduh, yang peristiwanya menynngkut kepentingan umum 

atau menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dalam hal ini pemutusan perkara 

oleh hakim didasarkan kepada : 

- Alat bukti yang sah 

- Keyakinan Hakim ~ 

Dalam perkara ini terlihat alat bukti yang sah, berupa keterangan dalam 

bentuk tertulis yang dibuat dokter (visum et repeituni) atau ketenmgan di depan 

sidang Pengadilan, merupakan per-anan yang dapat diberikan dokter kepada 

kalangan penegak hukum yang diperlukan oleh kalangan peradHan dalam 

memutuskan suatu perlc.ara. Pada perkara pi dana yang berhubungan dengan 

trauma (kekerasan) keracunan, perkosaan, pembunuhan, bunuh diri, mati 

tenggelmn, mati terbakar, mati dibakar dan lain-lain ·Maka benda bukti adalah 

manusia itu sendiri (baik pada orang hidup maupun jenazah). Di sinilah peranan 

dokter untuk memeriksa dan memberikan penjelasan tentang barang bukti 

(manusia atau yang berasal dari tubuh manusia) kepada peilegak hukum 

Selanjutnya untuk dapat memahami proses pembuktian bersalah atau tidaknya 

seseorang dalam suatu perkara, harus pula dipahami sistem pembuktian yang 

dianut di Indonesia yaitu Sistem pembuktian negatif yakni Pembuktian yang 

didasarkan kepada upaya/alat-alat pembuktian yang diakui Undang-undang dan 

keyakinan Hakim . 

2
) I b i d, him. 2. 
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Di dalam KUHAP, kedudukan v1sum et repertum (keterangan ahli) 

dipertegas sebagai alat bukti yang sah dalam pasal 184 yakni : 

1. Alat bukti yang sah adalah : 

a Keterangan saksi~ 

b. Keterangan ahli~ 

c. Surat~ 

d Petunjuk~ 

e. Keterangan terdakwa. 3) 

Jika dikaitkan keternngan ahli dengnn alat bukti yang ada pada HIR 

(Hukum Acara Pidana lama) maka akan kita dapati perbedaan yang sangat 

mencolok dimana pada HIR keterangan ahli tidak dimasukkan sebagai alat bukti, 

akan tetapi hanya merupakan penerangan bagi Hakim, sedangkan pada KUHAP 

(Hukum Acara Pidana) yang sekarang kita dapati ket.erangan ahli dimasukkan 

sebagai alat bukti. Sehubungan dengan keterangan ahli tersebut pasal 306 HIR 

menyatakan : 

1. Berita orang ahli yang diangkat karena jabatan untuk menyatakan 

pertimbangan dan pendapatnya tentang hal ikhwal atau keadaan suatu 

perkara, hanya boleh dipakai untuk memberi keterangan kepada 

Hakim; 

2. Hakim sekali-kali tidak diwajibkan akan menurut pendapat orang ahli 

itu,jika pendapat itu bertentangan dengan keyakinannya. 

Adapun alat bukti yang terdapat pada pasal 295 HIR tersebut adalah: 

J) Andi Hamzah,. D.r, S.H, KUHP & KUHAP, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1998, 
blm. 306. 
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1. Keterangan saksi, 2. Surat-surat, 3. Pengakuan, 4. Tanda-tanda (petunjuk­

petunjuk). 

A. Pen~ertlan dan Pene~asan Judul 

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mencoba memberikan pengertian dan 

penegasan juduJ agar pembahasan selanjutnya dapat memberikan basil yang 

diharap kan. 

Skripsi ini berjudul "SUA TIJ 11NJAUAN IBRHADAP PERANAN 

VISUM Ef REPERTUM SEBAGAI SALMI SA 1U ALAT BUKTI YANG SAH 

DALAM PERKARA PIDANA." 

Dari judul tersebut penulis akan mencoba mengemukakan pengertian judul 

skripsi ini hingga jelas apa yang dimaksud dengan ju du I tersebut, yekni : 

- Siialu Tuyauan Terhadap Peranan, artinya sesuatu yang dilihat, 

ditelaah, dikaji terhadap fungsi, kedudukan dan keberadaan. i 

Visum et repertum, artinya surat keterangan dokter yang mernuat 

kesirnpulan suatu pemeriksaan yang dilakukannya, misalnya; atas 

mayat seseorang untuk menetapkan sebab kematian. Keterangan mana 

diperlukan seorang Hakim dalam suatu perkara. 5> 

- Salah saJu alaJ bukti, artinya adalah diantara al at bukti yang ada dari 

sekian macam alat bukti yang diakui oleh perundang-undangan . 

4
) WJS. Pocrwadanninta. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka. 

Jakarta. 1980, him. 889. 

S) Subekti, Prof, S.H., Kamus Hukwn , Penerbit Pw·adnya Panunita, Jakarta, 1983, 
hlm. 889. 
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Yang .mh, artinya yang resm1, legal, absah) dan sesuai dengan 

pe111ndang-undangan ~ 

Dal.am Perkara Pidona, artinya segala sesuatu yang berhubungan 

dengan tugas Negara yang menegakkan hukum dan keadilan, dalam 

perkara ini yang bertentangan adalah Jaksa (Negara) dengan Tertuduh, 

yang peristiwanya menyangkut kepentingan umum atau menimbulkan 

keresahan dalam masyarakal. Dalam hnl ini pemutusan perkara oleh 

Hakim didasarkan kepada alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim. 

Jadi dengan adanya pengertian tersebut di atas, maka dapatlah ditegaskan 

maksud dari judul skripsi yang penulis ajukan adalah mengenai kajian terliadap 

surat keterangan dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang 

dilaksanakan terhadap orang hidup atau jenazah atau benda lain yang berasal dari 

manusia. yang mana hal tersebut (visum et repertum} dijadikan sebagai alat bukti 

yang sah dalam perkara pidana . 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Adapun alasan yang paling mendasar dalam pernilihan judul skripsi 

"SUATIJ TINJAUAN 1ERHADAP PERANAN VISUM ET REPERTIJM 

SEBAGAI SALAII SATU ALAT BUKTI YANG SAH DALAM PERKARA 

PIDANA" adalah sebagai berikut: 

1. Mcngingat bahwa aJat bukti yang sah (pasal 184 KUHAP) berupa 

keterangan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh ahli kedokteran 

kehakiman (visum et repertum) atau keterangan ahli kedokteran di 

Pengadilan, merupakan suatu wujud peranan yang dapat diberikan 

6
) Ibid, h1m. 100 
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dokter kepada kalangan penegak hukum yang diperlukan oleh kalangan 

Peradilan dalam memutuskan suatu perkara. 

2. Mengingat bahwu sistem pembuktian yang dianut di Indonesia ndalah 

sistem pembuktian negatif, yaitu Pembuktian yang didasarkan kepada 

upaya I alat-alat pernbuktian yang diakui Undang-undang dan 

keyakinan Hakim, maka dalam hal ini visum et repertum sangat 

memegang peranan dalam memutuskan suatu p~ara pidana. 

3. Mengingat bahwa peranan visum et repertum belum begitu diketahui 

oleh masyarakat wnum (dan mungkin sebagian praktisi hukwn) dan 

menimbang bahwa tidak semua mahasiswa Fakultas Hukum 

mempelajari mata kuliah Kedokteran Kehakiman/Kedokteran Forensik, 

oleh karenanya penulis berpendapat perlunya ilmu ini dikuasai oleh 

praktisi hukum dan masyarakat umum. 

4. Dan terakhir alasan pemilihan judul ini adalah karena penulis melihat 

bahwa visum et repertum belum begitu diterima di masyarakat kita, 

terlebih-lebih terhadap visum et repertum yang dilakukan terhadap 

bedahjenazah (autopsi) dan penggalianjenazah (exumation). 

C. Perm asalahan 

Mengingat pennasalahan visum et repertum sangat begitu kornplek.s dan 

mencakup : Patologi Forensik, Psiki.atri Forensik, Toksik-Jlogi Forensik, 

Aruropologi Foronsik dan OJ·dontologi Forensik Belum Jagi kalau dikawinkan 

dengan ilmu lainnya, sepetti : Ballrtlk, Kimi.a Forenslk, Fisika Forensik dan lain­

lain, make kumpulan ini mettjadi sangat besar yang kesemuanya di bawah bendera 

Forensic Sciences. 
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Oleh karena itu untuk membatasi pennasalahan serta demi mencegah 

pembahasan yang mengambang dan untuk mencapai hasil yang diharapkan, meka 

penulis menilai sangat perlu menetapkan pembatasan masalah yang akan dibahas. 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Sejauhmana peranan visum et repertum dalam membuktikan suatu tindak 

pidana (delic) dalam perkara pidana? 

2. Apa yang menjadi kendala-kendala untuk melaksanakan vitmm et 

repertum? 

D. Hip o t e 1 a 

Secara harfiah hipotesa berasal dari kata "Hipo" dan "Thesis" yang 

masing-masing dapat diartikan dengan sebelum dan dalil. Hipotesa sangat penting 

dalam penelitian, berfungsi untuk memberiken suatu pengarnhan yang defenitif 

dan mantap bagi suatu penelitian. 7> 

Jadi hipotesa merupakan anggapan yang bersifat sementara yang akan diuji 

kebenarannya dalam pembahasan. Oleh karena itu hipotesa dari judul skripsi ini 

adalah: 

1. Bahwa peranan visum et repertum sebagai alat bukti yang sah dalam 

perkara pidana belum sepenuhnya menjadi patokan untuk 

memenangkan suatu perkara, sebab keyakinan Hakim sangat 

mempengaruhi putusannya . 

7> Sujono SUkanto, Penganto.r Penetilrm JUtwn,Penerbit Universitas Indone£>ia, Jakarta, 
1986, hlm 17. 
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2. Bahwa tidak semua yang menolak diadakan visum et repertum dapat 

dihuk'Um dengan ancmnan pidana 1>asal 222 (menghalang-halangi atau 

menggagalkan pemeriksaan visum et repertum). 

R. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan pada dasamya adalah untuk memperoleh data mengenai 

hubungan antara satu gejaia dengan gejala lain. Dan tujuan penulisan seyogianya 

dirumuskan sebagai kalimat pemyataan yang konkrit dan jelas tentang apa yang 

akan diuji> dikonfitmasi> dibendingkan, dikorelasikan dalam penulisen tersebut. 

Dalam hal tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

I. Untuk mengetahui secara konktit bagaimana peranan vtsum et 

repertum sebagai alat bukti yllllg sah dalam perkara pidana. 

2. Untuk menambah ataupun memperkaya khasanah ilmu pengetahuan 

yang berhubungan dengan visum et repertum mengingat ilmu 

pengetahuan kedokteran kehakiman/visum et repertum belum begitu 

diket.ahui oleh masyarakat umum. 

3. Dan terakhir tujuan penulisan ini adalah untuk melengkapi dan 

memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas Medan Area - Medan. 

F'. Metode Penulisan 

Untuk menuju kepada inti pembnhasan dan dalam usaha mencar1 

kebenaran hipotesa, maka penulis dalam menulis skripsi ini telah mengumpulkan 

bahan-bahanldata-dfila yang diperlukan untuk itu. Dengan metode pengumpulan 
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data sebagai berikut : 

1. Kajian kepustakaan (Library Research) 

Kajian kepustakaan ini dilakukan guna memperole11 data yang sifatnya 

teori, oleh sebab itu dalam penulisan ini penulis mengutip bahan-bahan 

seperti buku-buku bacaun. makalah, karya-karya ilmiah serta literatur 

lainnya yang berllubungan dengan pennbahasan skrispsi. 

2. Penelitian lapangan (Field Research) 

Guna memperoleh data secara prakttX, maka penulis mengadakan 

kegiatan penelitian langsung ke lapangan, yaitu Pengadilan Negeri 

Medan. Hal ini penulis lakukan untuk melihat secara langsung sistem 

yang digunakan untuk memecahkan masalah di atas, dimana penelitian 

ini dilakukan langsung ke lapangan melalui wawancara tatap muka 

Data yang diperoleh dari kedua met.ode ini sebelum dijadikan dasar dan 

dalil argumentasi penulis di dalam membahas permasalahan dan mcmbuktikan 

kebenaran hipotesa, terlebih dahulu penulis analisa data tersebut, yaitu dengan 

membandingknn nntara data teori dengan data praktek (lapangan). Dengan 

menggunakan sistem wawancara (interview) langsung kepada pejabat atau 

pegawai yang berkompeten dalam menjawab hal tersebut di atas di Pengadilan 

Negeri Medan,juga para pihak lainnya yang berkompeten dalnm hal ini. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, rnaka 

berikut ini penulis akan manuat suatu sistanatika penulisan (gambaran isi) secara 

terntur, terdiri dari Iima bab dan masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab 

- sub bnb. Yang untara lain dnpat disebutkan sebagai berikut : 
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Pendahuluan 

Yang diuraikan dengan : Pengertian dan Penegasan Judul, 

Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan 

Penulisan, Metode Penulisan dan terakhir Sistematika 

Penulisen. 

Tinjauan Umum Terhadap Peranan Visum et Repertum 

Dalam bab ini, diuraikan tentang : Pengertian, Ruang 

Lingkup dan Sejarah Kedokteran Kehakiman, Kasus-Kasus 

yang Memerlukan Visum et Repertum, Jenis-Jenis 

Pennintaan Visum et Repertum, Sistem Pemeriksaan Medico 

Legal, Bebernpa KP.tentuan Hukum Berk.ait8Il dengan 

Bantuan Dokter kepada Peuegak Hukum. 

BAB Ill : Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian · 

Dalam bab ini diulas tentang : Pengertian Alat Bukti, 

Ketentuan Hukum tentang Alat Bukti dalam Perkara Pidana, 

Sistem Pembul..'tian yang Dianut di Indonesia, Asas 

Pemeriksaan di Sidang Pengadilan . 

BAB IV : Eksi~tensi Visum et Repertum dalam Pemeriksaan Perkara 

Pidana di Peugadilan 

BAB V 

Dalam bab ini, dibahas tentang : Konsekwensi Keterangan 

Ahli dan Visum et Repertum Dalam Putusan Hakim, Kasus 

dan Tanggapan Kasus. 

Penutup 

Bab terakhir ini adalah Bab Penutup, dan hanya terdiri 

atas Kesimpulan dan Saran-saran. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUMTERHADAPPERANAN VL~UM ET REPERTUM 

A. Penzertian, Ruan: Lin:kup dan Sejarah Ilmu Kedok.teran Kehak.iman 

a. Pengertian 

Walaupun di dalam KUHAP tidak ada didapati istilah "visum et 

repertum" naJilUn pada Stb. 1937 No.350 tgl. 22 Mei 1937 perihal ordonansi 

tentang peninjauan kembali peraturan tentang kekuatan bukti visum et repertum 

yang dibuat oleh para dokter, ada memuat istilah "visum et repertum" langsung 

yaitu : pasal 1 Hviswn et repertum dari para dokter, yang dibuat atas smnpah 

jabatan, yang diucapkan pada wakt.u menyelesaikan pelajaran di Nederland atan 

di Indonesia dan pada pasal 2 dalam perkara pidana mempunyai kekuatan bukti, 

sepanjang visum et repertum itu memuat keternngan tentang apa yang dilihat para 

dokter itu pada benda yang diperiksa" l) Sebelum istilah ilmu kedokteran 

kehakiman populer di Indonesia, istilah yang dipakai adalah "forensic medicine" , 

kata forensik berasal dari bahasa Yunani "forum" yang berarti pasm- tempat 

berlangsungnya pengadilan zrunan Romawi dahulu, sedangkan "medicine,, berarti 

"kedokteran,,. 2) 

Namun kalangan ahli kedokteran kehakiman lebih menyukai memakai 

nama kedokteran forensik, hal ini terlihat dari sebutan resmi di dalam bidang ini, 

yaitu dokter spesialis kedokteran forensik. Istilah lainnya yang dipakai adalah : 

t) R. Soepannono, SH., Keterangan Ahli dan Viswn et Repertum Dalam Aspek 
Hukum Acara Pidana, Penerbit Satya Wacana. Semarang. 1989. bhn. 40. 

2
) Amri Amir, Dr., DSF, Kapita Seiekta Kedokteran Forensik, Penerbit Universitas 

Smnatcra Utara, Medan, 1985. hhn. 1. 
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Legal Medicine (Amerika), Medical Jw·isprudenci (Inggris), Grechtelijke 

Geneeskunde (Belanda» Gerichteliche Medizin (Jerman» Medicine Forensic, 

Medico Legal dan lain-lain. 

Beberapa pengertian kedokteran kehakiman (forensic medicine) dan 

pengertian visum et repertum dari para ahli dan beberapa konstitusi yang ada di 

Indonesia yaitu : 

L Sir Sydney Smith "Ilmu Kedokteran Forensik merupakan kumpulan ilmu 

pengetahuan medis yang menmtjang pelaksanaan penegakan hukum.,' 

2. Prof Sutomo Tjokronegoro "Ilmu Kedokteran Kehakiman sebagai ilmu yang 

mempergunakan ilmu kedokteran dan ilmu yang dipakai di daJam 

menyelesaikan perkara kehakiman." 

3. Prof Subekti, SH. "visum et repertum (VeR) adalah surat keterangan dokter 

yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilaksanakan." 

4. Fochema Andree "VeR adalah laporan dari ahli untuk pengenalan, khususnya 

dari pemeriksaan dokter da!am suatu perkara pidana" 

5. LembagaKrimiologi Universitas Indonesia "VeR adalah suatu laporan 
tertulis yang dibuat oleh seorang dokter berdasarkan sumpah serta 
menggunakan pengetahuannya atas apa yang dilihat dan ditemukan 
pada pemeriksaan korban atau benda lain, guna. kepentingan yustisi 
(pro yustisia)." 

6. .Oinas Kesehatan DKI Jaya "VeR pada hakekatnya adalah keterangan 
ahli yang dibuat oleh dokter mengenai seorang korban {kor6an 
pembunuhan, korban perkosaan dan Jam-lain), atas pennintaan tertulis 
kepolisian yang berisi keterangan fakta-fakta yang ditemukan pada 
korban dwi kes1mpulan dokter tersebut atns fakta yang ditemukannya" 

7. Kepolisian Republik Indonesia "mengenai VeR ditemukan dwam 
ordonansi 1937 No. 350 pnsal 1, yang menyatakan bahwa ~eR yang 
dibuat oleh dokter mempunyru kekuatan dengan bukt1 dalam 
pengadilm1 perkara pidana., memuat hal yang dilihnt, diaJami, dan 
<J.ike1ahui berdasarkan ilmu pengetahuan di bid~gnya terhadap orang 
atau barang yang diperiksenya, di etas sump ah." J 

3) A. Gumilang,, D1-s., Kriminalistilc Pengetahuan Teniang Teknik dan Taktik 
Penyidikan. Pcncrbit Angkasa. Bandung. 1991. him. 53. 
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8. MenW1Jt ilmu ke.dokteran kehakiman " VeR berarti yang clilihat clan 

ditemukan." 

9. Seminar I Lokakarya visum et repertum di Medan 1981 "VeR adalah 
laporan tet1ulis untuk peradilan yang dibuat dokter berdasarkan 
sumpah I jenji yang diucnpkan pada wtiktu menerima jabatan dokter, 
memuat pemberitaan tentang segala ha1 (fakta) yang ditih.at dan 
clitemukan pada benda bukti berupa tubuh manus1a {hidup atau mati) 
atau benda yang berasal dari tuDuh manusia yang diperiksa dengan 
ilmu p~nge~uan ~an ketemmpilau yang sebail<-bailrnya dan pendapat 
yang d1temm sepanJang pemeriksaan tersebut." ~ 

b. Rua~ Li~k.np 

Dari berbagai definisi ilmu kedokteran kehakiman tersebut dapat 

clikatakan bahwa ruang lingkup dari kedokteran kebakiman adaJah semua 

penggunaan pengetahuan di bidang kedokteran (visum et repertum) untuk 

memberikan bantuan kepada pengadilan. 

Untuk mencapai bantuan tersebut secara maksimal, maka dalam 

memberikan bantuannya ilmu kedokteran kehakiman itu dapat mencakup : 

Patologi Forensic, Psikiatri Forensic, Toksikologi Forensic, Antrnpologi Forensic, 

dan Odontologi. Bila dikaitkan dengan ilmu lainnya, seperti : Bafortik, Kimia, 

Fisika, Forensic dan yang lain-lainnya, maka kumpulan ilmu ini menjadi sangat 

besar yang kesemuanya berada di bawah naungan "Forensic Sciences." 5) 

Ada satu hal yang perlu dipahami lebih dahulu dalam hal kedokteran 

forensik agar tidak terdapal keraguan seperti yang sering dipikirkan banyak orang 

yaitu menyamakan bagian kedokteran forensik menjadi bagian bedah mayat 

Jalan pemikiran demikian mungkin berangkat dari kenyataan yang sermg 

dihadapi, bahwa bagian kedokteran kehakiman itu setaJu berada di rumab sakit, 

yang mef ayani bedah mayat untuk kepentingan vi sum et repertum. 

4
) A. Gtunilang. Ibid. . him. 53 

5
) Amri Amir, Op.cit., bhn. 3 
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Dilihat dari rueng lingkup yang dikemukakan sebelumnya jelas asosiasi 

pemikiran demikian tidak benar, sebab bedah mayat hanyalah bagian kecil dari 

penget.ahuan kedokteran forensik 

Sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya bahwa ruang lingkupnya jauh 

lebih luas, yaitu meliputi pemeriksaan orang hidup maupun jenazah clan 

pemeriksaan bahan yang berasaJ dari tubuh manusia seperti (rambut, kuku, cairan 

sperma, darah dan lain-lainnya) untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan 

di pengadilan. 

c. Sejarah 

Secara kronologis ilmu kedokteran kehakiman ini dibagi atas 2 periode 

yaitu : 

1. Peri ode awal, yaitu beberapa ribu tahun yang lalu. Pada masa ini : 

belum ada pemisahan secm11 khusus ilmu kedokterm1 kehakiman 

belum ada bantuan yangjelas dafam ilmu kedokteran oleh ahlinya 

- belum ada tulisan tentang pengajaran I pendidikan ilmu kedokteran 

kehakiman 

2. Periode barn perkembangan ilmu kedokteran kehakiman 

Pada masa ini ilmu kedokteran kehakiman telah muncul sebagai suatu disiplin 

ilmu yang kemudian berkembang dengan pesat dan dapat ddipelajari secara 

sistematis. 

Kedua priode tersebut dapat dipisahkan lebih kurang pada akhir abad ke-

18. Orang pertama yang bertindak seb~ai ahli forensik adalah Imhotep, seorang 

bangsa Mesir (298"0 - 2900 SM), dimana ia bertindak sebagai dokter dan 

sekaligus sebaga.i ketua pengadilan zaman Pharaoh Zoser. 
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Tahun 1700 SM, Raja Hammurabi dari Babylonia mengeluarkan apa 

yang disebut "Legal Code" yang mengatur tentang praktek kedokteran dan 

ganjaran hukuman bila terjadi kegagalan dalam pelayanan kesehatan. Dalam salah 

satu ketentuan misalnya dijela.skan tentang imbalan yang diterima dokter dalam 

suatu usaha menyembuhkan penyakit mata atan tinclakan operasi, tetapi jika 

dokter gagal dan menyebabkan pasien buta atau meninggal maka sebagai 

sanksinya dokter dapat dihukum, dipotong tangan. Pada masa Raja Hammurabi 

ini para dol..'ter berperan dalarn menyelesaian perkara-perkara sosial seperti 

perzinal~ abortus, penganiayaan,. perkosaan, pembunuhan dan lain-Jain. 

Di Yunani pada tahun 460 - 355 SM, Hipocrntes menganjurkan agar 

abortus provokatus dilakukan sebelum lewat 40 hari masa kehamilan, karena 

dianggap bahwa rob memasuki tubuh janin pada hari keempat pulult Hipocrates 

juga mengemukakan etika kedokteran yang dikenal dengan "Sumpah Hipocrates." 

Julius Caesar yang meninggal tahun 44 SM dengan Iuka tikam sebanyak 

.23 Juka, oleh Antistius, seorang ahli kesehatan pada zamannya, dapat dipastikan 

hanya satu tikaman saja. yang menyebabkan kematiannya. 

Di Ernpa perkembangan ilmu kedokteran kehakiman sesuai dengan 
perkembangan ilmu kedokteran. Pada waktu itu kota Bologne merupakan 
pusat perkembangan ilmu kedokteran. Pada waktu itu kota Bologne 
merupakan pusat pengembangan I perkembangan ilmu hokum, kalangan 
hukum memikirkan perlunya diadakan autopsi (bedah mayat). Gagasan ini 
kemudian diambil alih oleh kalangan kedokterWl clan mengambil inisiatif 
membentuk suatu bagian yang disebut "Medico Legal Science." 6> 

Ilmu kedoktenm mulai berkembang dengan pesat di Eropa, melalui pusat-

pusat pendidikan di Salemo, Mountpellier, Padua, Leydon dan London serta 

tempat-tempat lain di daratan .Eropa Universitas Edinburg ketika itu telah 

o) Amri Amir. Ibid .. hJm. 5. 
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mengembangkan pendidikan I pengnjw·aran ilmu kedokteran kehakiman. Pada 

tahun 1650 ilmu kedokteran kehakiman dikuliahkan pertama kali secara resmi di 

Je1man oleh Prof Johann Mechaelis di Universitas Leipzig . 

Tahun 1663 Baritholin rnenemukan Hydrostatis Test untuk menentukan 

apakah bayi pernah bernafas atan belum. 

Tahun 1789, Prof Andrew Duncan memberikan penyaJ1an ilmu 

kedokteran kehakiman secara sisternatis untuk pertama kalinya di beberapa 

fakultas kedokteran di Inggris. 

Di Inggris, Scotlandia dan Jrlandia pada tahun 1875 di 23 fakultas 

kedokteran di negeri tersebut telah ada dosen yang memberikan kuliah Forensic 

Medicine. Pada tahun 1807, Raja Inggris dengan resmi mendirikan dan melantik 

staf dari bagian forensic medicine di Universitas Edinburg. 

Di Amerika tokoh utama kedokterw1 forensic adalah Dr. Theodoric 

Romeyn Beck (1791 - 1855). dan ia juga sebagai pendiri dan dosen di dua 

fakultas kedokteran di New York. Tahun 1825 T.R. Beck meneroitkan buku 

Medico Legal yang pertama di Amerika yang berjudul "Element of Medical 

Jurisprudence. Dan pada tahun yang sama J.E. Purkinje untuk pertama kali 

menggunaknn sidikjari sebagai alnt bukti identifiknsi. 

Menjelang perang dunia pertama perkembangan ilmu kedokteran 

kehakiman di Amerika mengalami kemunduran, bw11Jah setelah usai perang dunia 

t.ersebut> perkembangannya pesat kembali sampai sekarang. 

Di Indonesia peranan ilmu ini sudah dikenal sejak Jama, tetapi sesudah 

t.ahun enam puluhan barn berkembang dan ini dimulai di fakultas-fakultas 

kedokteran dan ruma11 sakit - rumah sakit yang dipakai untuk pendidikan 

mahasiswa fakultas kedokteran. 
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Pada awal perkembru:igannya di Indonesia sejarnh perkembangannya 
dapat ditarik mulai dari adanya pendidikan di bidang kedokteran, yaitu 
pendidikan Dokter Jawayang dimulai tahun 1851, dimana dari 27 materi 
pelaj;ran di dalamnya termasuk ilmu kedokteran kehakiman. Pada 
mesa Dr. H. F. Roll yang terkenal dengan tulis8IU1ya tentang Oerecbtelijke 
Geneeskunde, mata kuliah ini pada tahun 1902 mulai menjadi sa1ah satu 
mata ujian terakbir pendidikan dokter, karena dianggap sebagai salah satu 
materi yang penting dikuasai dokter. Kedudukannya setara dengan Ilmu 
Penyakit Dalaru, Ilmu Bedah, Ilmu Kebidanan, Ilmu Penyakit Mata dan 
Ilmu Farmasi, ysitu mata pelajanm yang harus diambil ujiannya sekaligus. 
Keadaan ini berlangsung hingga pendidikan kedokteran memakai sistem 
semester seperti yang kita haclapi masa kini. Nama-nama tokoh di bidang 
ini yang terkenal di Indonesia adalah Dr. H. MueJler, Prof Mas 
Soetedjo Mertodidjojo dan Prof Soetomo Tjondonegoro. 7) 

Ka1us-ka1us Yan: Memerluk.an Visum et Repertum 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tidak semua kasus perkara pidana 

memerlukan visum et repertum, oleh karenanya sungguh sangat penting diketahui 

knsus-kasus perkw-a apa saja yang memerlukan visum et repertum, sebab hal 

demikian dapat mengambil sikap untuk selalu mengusahakan visum et repertum 

sedini mungkin di dalam menghadapi kasus-kasus perkara pidana di pengadilan. 8.> 

Jika dirinci menurut pasal-pasal dalam KUHP, maka kasus-kasus yang 

memerlukan visum et repertum meliputi : 

1. Pembunuhan dengan sengaja ( dodslag) termasuk di dalam pembunuhan anak 

dengan sengaja (kinden dodsJag) terdapat pada pasal 338, 339, 341, 342, 344, den 

pengguguran kandungan (abortus provocatus kriminolis) pasal 347, clan 348 

KUHP. 

2. Pembunuhan dengan rencana (moord) termasuk di dalamnya pembunuhan anak 

berencana (kinder moord) dan bunuh diri (self moord) terdapat pada pasa1 340, 

342, dan 345 KUHP . 

7> Amri Amir. Ibid.. him. 6. 
B) A Gumilang, Op.cit .• him. 57. 
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3. Penganiayann (mishandeling) termasuk di dalamnya penganiayaan ringnn (lichte 

mishandeling) dan penganiayaan berat (zware mishandeling) terdapat pada pasal 

352, 353, 354, 356 dan 358 KUHP. 

4. Percobaan terhadap delik-<lelik tersebut dalam sub 1 . 

5. Percobaan terhadap delik-delik tersebut dalam sub 2. 

6. Makar mati (aansiah met bet cogmerk - aan bet. leven tebercoven) terdapat pada 

pasal 104 KUHP. 

7. Kematian karena culva (veroor zaken van den dood door schuld) pada pasal 

359KUHP. 

8. Luka karena culpa (veroorzaken vanlichmelijk letsel door schuld) pada pasal 

360KUHP. 

9. Perkosaan (verkracting) padapasal 285, 286, 287, clan 288 KUHP . 

10. Perzinahan (oberspel) tennasuk di dalamnya perbuatan cabul (ontuch 

tuge handeling) dan homo seksual I lesbian pada pasal 284, 289, 190, 292, clan 

293 KUHP. 

Kesepuluh peristiwa pidana itu dapat kita klasifikasikan menjadi 4 (empat) 

golongan l""asus perkara, yaitu : 

1. Kasus yang berhubungan dengan kematian 

2. Kasus yang berhubungan dengan luka 

3. Kasus yang berlmbungan dengan seks 

4. Kasus yang berhubungan dengan percobaan pembunuhan 

Seyogianya di dalam rnengha.dapi kasus-kasUB perkara tersebut di atas, 

petugas penyidik dengan segala data mengusahakan visum et repertum. Mernang 

untuk ini sering banyak hambatannya, baik yang berupa hambatan dari pihak korban 

dan keluarga maupun hambatan yang bersifat administratif, prosedural, dan lain-lain. 
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Pendirian yang keliru kadang-kadang dapat menimbulkan langkah-Jangkah 

salah dalam hal pengaduan visum et repertum. Misalnya karena tertuduh sudah 

mengaku clan saksi-saksi memberikan ket.erangan yang memberatk~ maka 

penyidik/pengusut rnenganggap bahwa visurn et reperturn tidak diperlukan lagi. Atau 

karena pelaku sudah langsung berdamai dengan si korban, maka perkara tidak 

diteruskan dan visum et repertum tidak diperlukan lngi . Akan tetnpi, ternyata di 

muka sidang tertuduh menyebut pengakuannya demikian pula para saksi, sehingga 

visum et repertum yang "dianggapa tidak perlu" t.ersebut menjadi sangat menentukan 

sekali artinya. Yang jelas visum et repertum tidak bakal berubah bukan seperti 

pengakuan tertuduh dan keterangan saksi. Demikian pula pelaku yang telah 

melakukan perdamnian dengan korban kaclang-kadw1g berubah sikapnya, sehingga 

tidak ingin berdamai lagi dan berkehendak meneruskan perkaranya Tentu saja untuk 

memiuta visum et repe1turu sudah terlambat sama seknli. 

Adapun Prosedur permintaan Visum et Repertum didalam hal kasus-kasus 

yang memerlukan Visum et Repertum dapat disebutkan sebagai berikut : 

1. Visum et revertum diajukan oleh penyidik (polisi) secara tertulis (fonnulir 

diserahkan bersama) wak:tu korban diantar ke rumah sakit 

2. Untuk korbwi mati (mayat) pa.da ibu jari kaki kanan diberi label yang disegel 

dengan memuat nama (identitas korban), tanggal kejadian, keterangan singkat 

kejadien, nama dan identitas petugas yang meminta visum et repertum. 

3. Tidak dibenarkan meminta visum et repertum atas kejadian yang lampau karena 

bertentangan dengan rahasia jabatan dokter yang bersangkutan. Keadaan pada. 

saat visum et repertum diberikan sesuai dengan tanggaJ permintaan. 

4. Untuk korban hidup, korban hams pergi ke dokter yang ditunjuk penyidik (polisi) 

untuk meminta visum et repe1tum. Kemudian apabila korban menghendnki 
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perawatw1 dokter lain, pertama memberikan pada polisi untuk minta visum et 

repertum lanjutan dari dokter lain tersebut 

5. Untuk korban mati (mayat) tidak dibenarkan meminta VIsum et repertum 

pemeriksaan luar saj8> tetapi harus minta visum et repertum autopsi (bedah 

mayat) at.au tidak. 

6. Jika keluarga korban menolak korban untuk dibedah mayat ada dua cara untuk 

mengatasinya : 

a Keluarga diberi penjelasan bahwa apabila tidak diautopsi kemungkinan nanti 

digali kembali, bi la hakim meminta/memerintahkannya. 

b. Dikenakan paaal 222 KUHP kepada keluarganya dengan tuduhan 

menghalangi atnu menggagalkan pemeriksnan korban/mayat dengan ancwnan 

hukum 9 bulan penjera 

7. Untuk memudahkan pemeriksaan permintaan v1sum et repertum harus 

dicantumkan keterangan selengk.apnya tentang korban, seperti kejadiann~ jam 

ditemukan, jam kematian, identitas, clan lain-lain. Untuk mayat lebih dari satu, 

permintaan dibuat sendiri (tidak digabungkan). 

8. Apabila di suatn tempat yang jauh, tidak ada rumah sakit, Puskesmrui, tidak ada 

pegawai kesehatun, apo.lagi dokter, maka untuk korban (terutwna mayat) dibuat 

surat keterangan atau berita acara pemeriksaan, yang dibuat oleh para pejabat 

pemerintah misalnya Lw-ah, RW, tokoh mnsyarakat, dan lain-lain, tentang apa 

yang dilihatnya Hal tersebut disebut komisi dan surat keterangan tadi berfungsi 

sebagai keterangan saja. pada sidang pengadilan (tidak memililci daya. bukti) . 

C. .Jenis Permintaan Vis um et Repertum 

Jilca dilihnt menwut objeknya maka visum et repertum dapat dibagi atas 

3 (tiga) bagian yakni : 
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1. Viswn et repertum untuk orang hidup 

Yang termasuk visum untuk orang hidup adalah visum yang diberikan 

!- • untuk korban, luka kekerasan, keracunan, perkosaan, psikiatri dan lain-lain. 
• 

Berdasarkan waktu pemberiannya visum untuk orang hidup dapat dibedakan 

menjadi 3 (tiga) bagian yakni : 

1. Visum seketika (definitif) 

Visum yang langsung diberikan setelah korban selesai diperiksa, visum inilah 

yang paling banyak digunakan oleh dokter. 

2. Viswn sementara 

Visum yang diberikan setelah korban selesai diperiksa, tetapi korban harus 

• dirawat. Biasanya visum sementara ini diperlukan penyidik untuk menentukan 

jenis kekerasan, sehingga dapat menahan tersangka atau sebagai petunjuk 

guna menginterogasi tersangka . .. 
3. Visum lanjutan 

Visum ini diberikan setelah korban sembuh atau meninggal dan merupakan 

• visum sementara yang telah diberikan sebelumnya. Dalam visum ini harus 

dicantumkan nomor dan tanggal dari visum sementara yang telah diberikan. 

Viswn lanjutan t\dak perlu dibuat oleh dokter yang membuat v1sum 

sementara, tetapi dibuat oleh dokter terakhir yang merawat penderita. 

II. Visum et repertum untuk orang rnati (jenazah) 

• 
Yang termasuk visum untuk orang yang meninggal I jenazah adalah 

.. visum yang diberikan untuk korban pembunuhan atau korban bunuh diri . 
• 
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Berdasarkan sifatnya,. visum untuk orang meningguJ I j~nazah dapat dibedakan 

at.as : 

1. Visum dengan pemeriksaan luar tubuhjenazah. 

2. Visum dengan pemeriksaan luar dan dalam tubuhjenazah . 

ill. Visum et repertum untuk penggalian mayat (exumation) 

Bentuk visum ini bertujuan untuk mengeluarkan kembali mayat yang 

sudah dimakamkan. Pada umumnya penggalian mayat dilakukan karena setelah 

beberapa waktu mayat dikubw-, timbul kecurigaau korban mati secara tidak 

waja-, laporan tentang terjadinya pembunuhan terlambat disampaikan kepada 

penyidik, masalah buta bukum, masalah lransportasi atau kanma adanya 

anggapen-anggapan yang tidak tepat tentang perueriksaan me.yat ywig telah 

dilakukan sebelumnya 

Salah satu asumsi ketidaksempw-naan visum selama ini ruungkin berasal 

dari belum adanya konsep balm dari visum yang disepakati di selWllh Indonesia 

Memang selama ini ada konsep balm susunan visum, namun t.ernyata di satu 

daerah saja bentuk dan cara pelaporan visum masih beragarn-ragam. Masing­

masing rumah sakitlpuskesmas atau dokter membuat visum sesuai kebisaan yang 

telnh dibuat selama ini. Jelas ini al<an menyulitkan para pemakai visum. Konsep 

visum yang digunakan selama in.i adalah ka1ya pakar di bidang kedokteran 

kehakiman Prof Muller, Prof Mas Ssutojo Mru1odidjojo dan Prof Sutomo 

Tjokronegoro puluhan tahun yang lalu. 

Kerangka dasar dari sebuah visum terdiri dari : 

1. Pro - Yustitia 

2. Pendahuluan 

3. Pemeriksaan 

4. Kesimpulan 
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5. Penutup 

Dalam konsep baru yang diajukan, susunan v1sum tetap sa_Ja tidak 

berubah, yang berubah hanya dalam cara pelaporan dan penyampaiannya 

Tujuannya adalah untuk memudahkan dokter dalam membuat visum clan 

penekanan bagian-bagian yang penting diketahui dan dilaporkan dalam visum. 

ad. 1. Pro - Yustitia 

Penulisan pro - yustitia pada bagian atas dari visum dimaksu.d agar 

pembuat maupun pemakai visum, dari semula membuat dan memakai visum 

menyadari bahwa laporan itu adalah untuk keadilan. 

Hal inilah yang sering diabaikan dokter, bukan penulisannya, tetapi 

makna yang terlrandung dari tuJisan tersebut. Bila dokter sejak semula 

memahami bahwa laporan yang dibuatnya tersebut adalah sebagai partisipannya 

secara tidak langsung dalam menegak~.an hukum dan keadilan, artinya dari saat 

mulai memeriksa korban telah disadarinya bantu.an yang akan diberikannya akan 

dipakai sebagai kompas dalam penyidikan, sebagai salah satu alat bukti oleh 

Jaksa penuntut umum untuk menuntut terdakwa clan sebagai alat bukti yang sah 

dalam memutuskan perkara oleh hakim, malca. dokter alcan memerilrna korban 

dengan teliti dan membuat laporan yang terbaik yang dapat diberikannya 

Oleh karena itu biarpun ini hanya kata-kata biasa, tetapi kalau dokter 

sebelum memeriksa korban menyadari ruii dan ma.Ima yang terkandung di 

belalrnngnya, maka kata,-kata atau tulisan ini menjadi sangat penting artinya 

Menyadari bahwa semua surat barn sal1 di pengadilan bila dibuat di atas 

kertas materai dan akan sulit sekali bagi dokter bila setiap visum yang dibuatnya 

harus pakai kertas materai, berpedoman kepada Peraturan Pos (ketentuana dalam 

ordonnnsi materai 1921 pasal 23 jo. pasal 31 ayat (11) sub 27, yang menentuknn 

bahwa surat-surat resmi yang dipakai untuk perkara-perkara pengadilan harus 
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dibuat di etas kertus bermaterai).9J Maka bila dokter menulis Pro - Yustitia di 

bagian atas visum maka itu sudah dianggap sama dengan kertas materai. 

ad.l.Pendahuluan 

Seperti biasa visum hams dimulai dengan pendahuluan, yang berisi 

tentang siapa yang memeriksa, siapa yang diperiksa, saat perneriksaan (tanggal, 

hari dan jam), di mana diperiksa, mengapa diperiksa dan tentu atas permintaan 

sinpa visum itu dibuat. 

Dalarn konsep barn bagian ini telah dipilah menjadi bagian-bagian yang 

jelns sehingga dokter menyadari urut-rutuan yang terlibat clan pelaksanaa.t1 

pemeriksaan. Artinya dalam bagian ini ada kolom Pemeriksa, yang meminta, 

Yang diperiksa, Kapan dan Di mana diperiksa, mengapa diperiksa, clan pada 

korban hubungan kelamin di luar nikah ditambah kolom Pengantar dan 

Pendamping dokter dalam pemeriksaan. 

ad. 3. Pemerlk.saan 

Bagian terpenting dari visum sebetulnya terdapat pada bagian ini, karena 

upa yang dilihat dan didapati dokter sebagai te1jemahan dari visum et repertum 

itu, terdapat pada bugian ini. Pada bagian ini dolder melaporkan basil 

pemeriksaannya secara objektif 

Pada konsep lama, pada bagian ini dokter menuliskan Iuka, cedera dan 

kelainan pada tubuh korban seperti apa adanya Maksudnya bila didapati suatu 

Iuka sayat, dokter diminta menuliskan daJam visum suatu Iuka berbentuk panjang 

dengan panjang sekian cm, lebar luka sekian cm dan dalam luka sekian cm, 

pinggir Iuka rata, jaringan dalam Iuka terputus. Dalam konsep barn dokter tidak 

'i) A Gwuilang. Ibid .. him 58. 
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perlu menulis panjang demikian, cukup langsung menulis Iuka sayat. Demikian 

juga dengan Iuka robek> Iuka tembak dan lain-lain. 

Scbagai tambahan pada bagian peratw-an ini, bila dokter mendapatkan 

kelainan yang banyak atau luas dan akan sulit menjelaskannya dengan kata-kata, 

maka sebaiknya penjelasan ini disertai dengan lampiran foto. Tujuannya 

sederhana saja, karena dengan lampiran foto pemakai visum akan lebih mudah 

memahami penjelasan yang ditulis dengan kata-kata dalam visum. Dan pacla 

masa sekarang ini foto bukanlah hal yang langka clan mahal lagi. 

ad. 4. Kesimpulan 

Untuk pemakai visum, ini adalah bagian yang penting_. karena diharapkan 

dokter dapat menjelaskan kelainan yang terja.di pa.da korbnn menurut 

keahliannya. 

Pada korban Iuka perlu penjelasan tentang jenia kekerasan, hubun,gan 

sebab dan akibat dari kelainan, tentang derajat kualifikasi Iuka, bila korban 

dirawat berapa lama korban dirawat clan bagaimana harapan kesembuhan. 

Pada korban perkosaan atau pelanggaran kesusilaan perlu penjelasan 

tentang tanda-tanda persetubuhan, tanda-tanda kekerasan, kesa.daran korban 

serta bi la pedu umur korban (terutama pacla anak belum cukup umur atau belum 

mampu untuk dikawini). 

Pada kebanyakan visum yang dibuat dokter, bagian ini yang perlu lebih 

banyak diperbaiki agar visum lebih berdayaguna dan lebih informatif 

ad. 5. Penutup 

Bagian ini mengingatkan pembuat dan pemakai visum bahwa laporan 

tersebut dibuat sejujur-jujurnya dan mengingat sumpah. Untul< menguatkan 

pernyataan itu dokter mencantumkan Staatsblad 1937 No. 350. 
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D. Sistem Pemeriluaan Medico Legal 

F..husus untuk pemeriksaan jenazah (autopsi) dikenal pula beberapa sistem 

pemeriksaan medico legal. Sistem yang tergolong kepada sistem pemeriksaan medico 

legal yakni : 

I. Sistem k.oroner 

Pada sistem coroner perlu tidaknya pemeriksaan bedal1 mayat pada korban 

yang matinya mencmigakan, sebab-sebab kematjan dan kekerasan, ditentukan oleh 

seorang coroner. Pada mulanya Coroner adalah petugas yang mewakili kerajaan 

(crown) dalam membantu menegakkan hukum di wilayah kekuasaannya. Seorang 

coroner biasanya diangkat berdasarkan pemilihan di daerahnya yang pada mulanya 

tidak memerlukan seseorang yang mempunyai latar belakang pengetahuan di bidang 

hukmn/kedokteran. Tet.api dalam perkembangan selanjutnya, seorang coroner lebih 

sering dipilih dari kalangan kedokterarL Sistem ini banyak dipakai di Inggris dan 

bebernpa negara bagian di Amerika 

II. Sistem Medical Exeminer 

Yang menentukan perln tidaknya bed<ilt mayat pada korban adalah medical 

exeminer atau deputiuya clan ia adaluh seorang aJ11i kedokteran kehakiman. Pada 

setiap peristiwa kematian, medical examiner diminta datang ke tempat kejaclian, 

sementnrn tempat tersebut diamankan oleh pihak polisi, dengan demikian sebab dan 

cam kermrtian lebih mudah ditentukan. Si8tem ini umumnya banyak dipakai negara­

ne gara di Amerika. 

III. Sistem kontinental 

Sistem kontinental adalah sistem yang umumnya dipakai di daratan Eropa dan 

juga dianut di negara kitfi:, dimana yang menentulm11 perlu tidaknya dilakukan 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 2/10/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)2/10/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Syafril Nasution - Suatu Tinjauan terhadap peranan Visum Et Revertum sebagai...



" • 
!; . 

• 

• 

.. 
.. 

" 

• 

27 

pernl~rihaan bedah mayal adalal1 polisi (pcmyidik) ,. pegawai pe11unlut umum (jaksa). 

Pada sistem ini orang yang ma.ti kan~na k~kernsa.n a.tau mendatangkan syak, dikirim 

oJeh yang ben.vewenang ke rnmah sakit setempat. Jadi pada sistem ini umumnya 

dokter menunggu di tempat, hanya bi la perlu saja diajak ke tempat kejadian. 

Dari ketiga sist.e m ini penulis melihat bahwa yang terbaik adalah sistem 

Medical Examiner, oleh kare11a sistem tersebut mempunyai kesempatan dan balmn 

yaug lebiL. bauyak uuluk d~_jadikm1 perlimbangau u11luk me11entukill1 ueb<ib dan cara 

kemaliau (ccu1::;::t of dtia.th & 111odti of death). 

K.lmsw.> unluk 111t:lak11kaH bt:d1:th 111ayal di Jmlo111_;:i ia perlu dijelaskfill, 

ketentuan bedah rnayat yang diliiuau dm·i panda11gau hukum Islam, mengingat 

penduduk Iudon~sia mayorita.-:; uerngnma Islam. 

Fatwa No. 4/195.5 Majetis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' Departemen 

Kesehatan Indonesia memutuskm1 sebagai berikut : 

1. Bedah mayat itu mubah I boleh hukumnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, 

pendidikan dokter dan penegakan keadilan di antara ummat manusia 

1. Membatasi kemubalmn iui sekedar dID1.u-at 1.mja, memu·ut kadar yang tidak boleh 

tidak, karena dilakukai1 u111uk 111~n<.:apa.i tl\juau-t~juan ternebut. JO) 

E. ll ebera1la Ketentuan Hulrnm Derkaita11 Dengan Ilantuau Dokter kepada 

P~ nt: J!.<ik. Iluk.um 

Sdaiu hw·u~ rn.:11gi:;luhui dw1 m~~111pu11y11i kdernmpilru1 dalam mdakukan 

perrwriksmm beuda bukti b"rnpu jt:lttazHi1 atau Iuka, kaianga11 kedokt~rnn juga harus 

memahami beberapa kctrntuan hukum yang menyc~babkan doktt>r terlibat di dalam 

perkarn ya.ug li c:1hul>uuga11 d~uga11 kc.~.erw;a11 1L"rha<lap tulrnh wrmusi~ baik yang 

i v; \uni / unu , Op.cit. , hll11. 10. 
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unctang yang bcrhubungan c:kngan kC'kenu:;:.:m t ~rhadap manusia seperti pertuka~ 

abvr(U;~, p1?- mbu11uhan auak, p1.: rko:.;aan/ pdar1ggm·w.1 h.~sw;ilam1 d<ut lain-laiu, sehingga 

kahuigau kedukle::nm akan <lapCJl rneugt:talwi UUl:iw·~Wlsw· apa yang diperlukan oleh 

kala11gm1 penegak hukurn. 

llerikut ini dikemukakan beberapa ketentuan hukum yang berkaitan dengan 

bantuan dokter kepada kalangan penegak hukum, yaitu: 

1. Yang Berhak A1eminta Bantuan (Visum) 

KUHAP Pas al 6 

1. Penyidik adalah : 

a Pejabat Polisi NegaraRepublik Indonesia 

b. Pejabat Pegawru Negeri Sipil tertentu yang diberikwi wewenang khusus 

oleh Undang-undang 

2. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan 

diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 11
) 

KU HAP Pasal 7 

l. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) karena 

kewajibmmya mempunyai wewenang : 

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak 

perkara pidana 

b. Melakukan tindakan pertama pada saat dit.empat. kejadian 

1 
t) Andi Hamzah, Dr. SH., KUHP dan KUHAP, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 

1998, hlm.235. 
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c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal 

diri tersangka . .. 
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. 

e. Melakukan pemeriksaan, dan penyitaan surat. 

f. Mengambil sidik jari, dan memotret seseorang. 

g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi. 

h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

perkara. 

• t. Mengadakan penghentian penyidikan 

J. Mengadakan tindakan lain terhadap hukum yang bertanggungjawab. 

Untuk kalangan kesehatan yang perlu diperhatikan adalah tentang 

ketentuan dalam huruf (h), yaitu mendatangkan orang ahli yang diperlukan 
.. 

dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 

2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (b), mempunyai 

• wewenang sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya 

masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah kordinasi 

dan pengawasan penyidik tersebut dalam pssal 6 ayat (1) huruf (a) . 

• Penjelasan : 

Pasal 7 ayat (2) : Yang dimaksud dengan penyidik dalam ayat ini adalah 

misalnya : Pejabat Bea dan Cukai, pejabat lmigrasi dan pejabat Kehutanan, 

yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenang khusus yang 
t 

diberikan oleh Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-

mas mg . 

• 
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KU UAP Pas al 10 

1. Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayai (2) pasal ini. 

2. Syarat kepangkatan sebagairnruia tersdmt pada ayat (1) diatur dalarn 

Pernh.1ran Pemerintah. 

KUHAP J>asal 11 

Penyidik pembautu mempunyai wewenang sepe1ii tersebut dalam pasal 7 

ayat (1 ), kecuali mengenai penahumrn yru1g waji~ diberikan dengan pelimpahan 

wewenang dari penyidik. 

Keputusan Hankam I Pangab No. Ke/B/17 /IV /1974 menyebutkan, yaitu : 

- Penyidikan adalah tindakan selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari 

bukti tentaug tin<lak pi<laua. 

- l>enyi<likan dilakuka.n oleh peuyidik da11 pembantu penyi<lik. 

- Penyidik dijabat oleh Pejabat Kepolisian Negara yang be.rpangkat Sersan Dua 

sampai dengan Sersan Mayor dan anggota Keposisian khusus yang at.as usul 

Komamlan a.tau kepala Jawatan lnstansi Sipil Pemerintah yang diangkat 

Kapolri. 

KUHAP Pasal 133 

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan rnenangani seorang korbar1 

baik Iuka, keracumm ataupun mati yaug diduga karena peristiwa yang 

merupakan tindak µi<lana, ia ben;i,;ew·enattg meugajukun permintaan 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 2/10/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)2/10/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Syafril Nasution - Suatu Tinjauan terhadap peranan Visum Et Revertum sebagai...



, 
• 

• 

31 

keterangan ahli kepada ahli kedokterw1 kehakiman atau dokter dan atau ahli 

lainnya 

2. Pern1intaau keterangan aldi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan 

secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan secara. tegas untuk 

pemeriksaan Iuka atau pemeriksaan mayat clan a.tan pemeriksaan bedah 

mayat. 

3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atan dokter pada 

rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan 

terhadap ma.yat tersebut dan dibt:ri label yang memuat identitas mayat, 

dilakukan dengan diberi cap jabatan yang diikatkan pada ibu jari kaki atau 

bagian lain pada ha.clan nmyut. 

Pe~jelasan : 

Pasal 133 ayat (2) : Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman 

disebut keterangan alili , sedangkan keterangan yang diberikan oleh seorang 

dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan. 

KUHAP Pasal 134 

1. Dalam hal sru1gat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah 

mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik w~iib memberitahukan 

terlebih dahulu kepada keluarga korbrui. 

2. Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas­

j elasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukan pernbedahan tersebut. 

3. Ap;.ihila dah.un waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau 

pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera 
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rnelaksauakau kekntuan sebagaimwrn dimasud da1am pru;ul 133 ayat (3) 

undang-undang ini. 

KUHAP Pasal 135 

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian 

mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 133 ayat 

(2) clan pasal 134 ayat (1) undang-undang ini . 

Peajelasan: 

Pasal 135 ; Yang dimaksud dengan «penggalian mayaf' termasuk pengambilan 

mayat dari semuajenis tempat <lan earn penguburan. 

KUHAP Pual 136 

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud dalarn Ba.gian kedua Bab XIV ditanggung oleh negara 

Penjelasan : Mengenai biaya ini sampai sekarang belum terdapat petunjuk yang 

jelas kepada siapa dibebankan .. Khmms mengenai peraturan jenazah di daerah 

Sumatera Utara ada Peratw·an Daerah yang mewajibkan keluarga pasien yang 

membayar pemerihman. 

KU HAP Pasal 160 

4. Jika pengruJilau m~ngunggup p~rlu_. s<;;onmg suksi atau uhli wujib bernumpah 

atfill berjallii sesudah saksi atau ahli itu selesai rnemberi kekranga11. 

KUHAP Paul 161 

1. Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah rnenolak untuk bersumpah · 

atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), 
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maka pemeriksaan terhadapuya tetap dilakukun, sedang ia dengan surat 

penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah 

tahanan negara paling lama empat belas hari. 

2. Dalan~ hal tenggang waktu penyanderarut tersebut telah Iampau dan saksi atau 

ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkanjanji, maka keterangan yang 

te)ah diberikan merupakun kelerangan yang dapat menguatkan keyakinan 

hakim. 

KUHAP PASAL 170 

1. Mereka yang karena pekerjaan, harkat, mwtabat atau jabatannya diwajibkw1 

menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi 

keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya 

2. Hakim menentukan sa11 atau tidaknya segala aJam:m untuk permintaan 

terse but. 

KUHAP Pasal 179 

l. Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman 

atau dokt.er ata.u ahli Jainnya wajib memberi ket.erangan demi kedilan. 

KUHAP Paul 183 

Hakim ticfak boleb menjatuhkan pidana kepada seorang kecuaJ i apabila sekurang­

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 

tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa1ah yang bersa1ah 

me lakukannya. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 2/10/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)2/10/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Syafril Nasution - Suatu Tinjauan terhadap peranan Visum Et Revertum sebagai...



• 

• 

• 

KUHAP Pas al 184 

1. Alat bukti yang salt ialah : 

a Keterangan saksi 

b. Keterangan ahli 

c. Surat 

d. Petunjuk 

e. Keterangan terdakwa 

KUHAP Pasal 186 

34 

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan secara 

lisan. 

KUHAP Pasal 187 

Surat sebagaimana. tersebut pada pasal 184 ayat ( 1) huruf ( c ), dibuat atas sumpah 

jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah : 

c. Surat keterangan dari seorang aJili yang memuat pendapat berdasarkan 

keahliannya mengenai sesuatu ha.I afau se~matu keadaan yang diminta Hecara 

resmi dari padanya 

Ill. Sanksi Hukum Terhadap Yang .h1enghalang-halangi Atau Menolak Untuk 

Memberi Bantuan 

Pas al 222 KUHP 

Barangsiapa mencegah, menghalang-menghalangi at.au menggagalkan 

pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama 

sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu limarntus rupiah. 
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Pas;11224 KlJHP 

Barangsiapa dipanggil s~bagai saksi, ahli atau juru balmBa menurnt Undang-

undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang 

yang harus dipenuhinya, diancam : 

1. Dalam perkara perkara pidana, dihukum dengan hukuman penjara selama-

lamanya sembilw1 bulan 

2. Dalam perkara lain, d.engan pidana peruarn paling lama enam bulan. 

Dalan1 bidaug pelayanan kasehat:ru1, banyak rambu-rambu mengenai wajib 

simpan rahasia yang harus dipatuhi dokter dan kalangan kesehatan lainnya Bila 

ditinjau ke belakang, rambu pertama terpancang sejak lafal sumpah dokter 

diucapkannya Kemudian kode etik profesi (Kode Etik Kedokteran Indonesia) clan 

tentu saja beberapa peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. Sebagai masyarakat biasa sajapun kita dituntut untuk rnettiaga rahlli!ia 

seseorang yang tidak pantas diketahui oleh orang lain. 12> 

Sehubungan dengan haJ tersebut di at.as timbul permasalahan : 

Apakah menyampaikan laporan tentang seseonmg kepada pihak ketiga tidak 

melanggar sumpah dan ketentuan yang berlaku? 

Bagaimana pula kalau yang meminta lapornn iui bukan kalangan penegak hukum, 

tetapi kalangan asuransi? 

Atau bisakah keluarga korban ju_ga ingin mengetahui dan membaca a.tau bahkan 

ingin minta copy dari Japoran (visum) dokter untuk kepentingan mereka pula? 

Hal~hal demikian, perlu dipaliami dokter agar dalarn pelayanan bidang 

kedokteran forensik kepada kalangan penegak hukum dan masyarakat tidak 

bersalahan dikemudian hrui Ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan wajib 

12
) Amri Amir. Ibid. hlm. 12 .. 
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simpan rahasia ini yang hams dipaltami terlebih dahulu, yaitu rahasia peketjaan, 

rahasiajabatan dan rahasia kedokteran. 

Rahasia pekerjaan adalah rahasia yang diketahui seseorang karena 

pekerjaannya atau profesinya. Rahasia jabatan adalah rahasia yang diketahui 

seseornng karenajabatan yaug diembannya l3) 

Kedua jenis rnhasia di atas tentu bedaku umum, untuk siapa saJa yang 

mernpunyai pekerjaan/profosi yang dilaksanakannya dan mereka yang mempunyai 

jabatan. Sebagai dokter yang melaksanakatt profosinya di praktek pribadi, maka 

ralmsia yang diketahuinya di sini digolongkan ke dalam rahasia pekerjaan, sedang 

bila ia mengetahui sesuatu rahasia waldu bekerja sebagai pegawai di nunah sakit 

ruisalnya, makayang ini digolo11gkru1 dalau1 rahasiajabatan. Dengan demikian kedua 

jenis rahasia ini dapat me1tjadi sah1 bila seorang sedang melaksanakan pekerjaan 

jabatannya sekaligus pekerjaan profesinya., sepe1ii dokter yang bertugas di rumaJ1 

sakit. 

Untuk menjamin ruhasia ini lebih a.man lagi, untuk kalangan dokter diatur lagi 

secara khusus dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1965 tentang Wajib 

Simpan Rahasia Kedokteran. Di sini dijelaskan pada pasal (I) : "Yang dirnaksud 

dengan rahasia kedokteran ialah segala tlesuatu yang diketahui oleh orang-orang 

tersebut dalam pasal 3, pada waktu atau selama melakukan peketjaannya dalam 

lapangan kedokteran.,, I4) 

I. Ketentuan dan Peraturan yang Mengikat 

Berilmt ini dikemukakan peratunm. dart perundang-undangan yang berkaitan 

dengan wajib simpan rahasia kedokteran. 

13
) Amri Amir, Ibid., hlrn. 38 

14
) I Ketut Mutika, SH. dan Djoko Prnkoso, SH. , Dasar~Dasar llmu Kedokteran 

Kehalciman, Penerbit Rim:ka Cipta, Jakaita, 1992, hlm. 94. 
----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 2/10/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)2/10/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Syafril Nasution - Suatu Tinjauan terhadap peranan Visum Et Revertum sebagai...



.I 

... 

• 
.. 

• 

• 

.. 

37 

A. Yang paling dasar tentu lafa.I sumpah dokt.er yaug pernah diilrrarkan pada saat 

seseorang dilantik rnenjadi dokter : ~ ·saya akan rnerahasiakan segala sesuatu 

yang saya ketahui karena pekerjaan saya sebagai dokter." 

Harus diingat bahwa lafaJ sumpah dokter ini diatur dalam Peraturan Pemerintah 

No. 26 Tahun 1960, sehingga lafal sumpah dokter ini selain merupa.kan sumpah 

ataujanji yang hams dipatuhinya sesuru dengan agama dan kepercayaannya, lafal 

sumpah yang diikrarkannya ini juga mempunyai kekuatan hukum. Artinya bagi 

pelanggaran ketentuan ini bisa dikenakan sanksi hukum. 

B. Dari kode etik kedokteran ada ketentuan yang mengatur tentang kewajiban 

dokter menyimpan rahasia pasien . 

Hal tersebut diatur dalam Kode Etik Kedokt.eran Indonesia bah II pasal 11 : 

"Seorang dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang 

seorang pasien kareua kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, bahkan 

juga setelah pasien itu meninggal ." 

C. Menurut PP No. 10 Tatnm 1966 tentang wajih simpan rahasia kedokteran, PasaJ 

1 : ' 'Yang dimaksud deugan ralmsia kedokterau ialah segala sesuatu yang 

<liketahui oleh orang-orang ternebut dalam pasal 3 pada waktu atau selama 

melakukan peke1jaan dalwn lapw1gru1 kedoktenm. Pasal 2 : "Pengetalrnan 

tersebut pada pasal 1 hams dirahasiakan oleh orang-orang dalam pasal 3, kecuali 

apabila suatu peratw·an lrun yang s~derajat atau lebih tinggi dari peraturnn 

Pemerintah ini meuentuka11 lain. "~ Pmml 3 : "Yang diwajibkan menyimpau 

rnhasia yang dimaksud ialah : 

a Tenaga kesehatan menurut pasal 2 UU teutang tenaga. kesehatan, 
Lernbaran Negara tahun 1963 No. 7 adalah : 
(1) Tenaga kesehatan sru-j<ma, ant<tra lain : dokier, dold er gigi, 

apot:eker dan srujillm. lain di bidang kesehatan. 
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(2) Tenaga kesehatan sarjana .. muda, menengah dan rendah, 
antara lain : 
- di bidang formal 
- di bidang kebidanan 
- di bidang perawatan 
- di bidang kesehatan masyarakat 
- di bidang kesehatan lain. 

asisten apoteker 
bidan 
perawat, fisioterapis 
penilik kesehatan, nutrisian 

b. Mahasiswa kedokteran, murid yang bertugas dafam lapangan 
pemeriksaan, pengobatan dan atau perawatan dan orang lain yang 
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan." Ij) 

D. Sanksi hukum pidanasesuai dengan pasal 322 KUHP: 

(1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpaonya 

karenajabatan atau peketjaannya, baik yang sekarang manpun yang dahulu, 

diancnm dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana 

denda paling banyak enam ratus rupiah. 

(2) Jika kejahatan tersebut. dilakukan terhadap seorang tertentu maka perbuatan 

tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan orang tersebut. 

E. Sanksi hukum perdata. diterangkan dalam : 

a Pa.')al 1365 KUHPerdata : "Tiap perbuatan melan.ggar huku~ yang membawa 

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang-orang yang karena salahnya 
' 

menerbitkan kemgian itu mengganti kerugia11 tersebut,, 

b. Pasal 1367 KUHPerdata : "Seorang tidak saja bertanggungjawab untuJc 

kerugian yang disebabkan kerena perbuatan sendiri, tetepi jugn untuk 

kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi 

tanggungannya, atmi disebabkan oleh barang-berang yang berada di bawah 

pengawasannya ,, 

is) Amri Amir. Op.cit .• him. 41. 
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11. Kiipan J!ilhiufa Jab41ta11 / Pekerjun Dokter .. tau Wajib Simpan Rahada 

Kedokteran Dapat Dilepaskan? 

Walaupun seperti dikemukakana di atas adanya ketentuan yang 

mewajibkan dokter menjaga kerahasiaan pasien yang diketahuiny~ namun 

adakalanya rnhasia ini dapat diabaikan untuk kepentingan lain> seperti : 

1. Melepaskan Wajib Simpan Rahlllsia Kedokteran Karena Undang­

Undan: 

a. Seperti pembuatan visum et repertum. Ini diatw· dulam pru:1al 7, 120, 133 

dan 135 KUHAP 

b. Melaporkan penyakit. yang menimbulkan wabah. UU RI No. 4 lahun 1984 

tentang wabah penyakit menular rnenggantikan UU No. 6 tahun 1962 

tentang wabah. 

c. Memenuhi kewajiban sepe11i diutur deJam : 

Pasal 50 KUHP : ''Tiada boleh dihukum barang stapa melakukan 

perbuatan karena untuk menjalankan peraturan undang-undang." 

Pasal 51 KUHP : "Tidak boleh <lihukum barang siapa melakukan 

perbuatan untuk menjalankan suatu perintah yang diberi oleh pembesar 

yang berhak untuk itu." 

d. Wajib perneriksaan kematiau. 

e. Kewajiban memberikau kc:tenmgan altli di ~i<lang ptnga.dilan, baik di 

si<lang perdata maupun pi<lana 

f Kewajiban pegawai negeri untuk melaporka.n adanya tindak pidana l6) 

lo) Andi Hamzab. Op.cit., hlm. 128 - 129. 
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2. Melepaskan Rahasia Kedokteran Untuk Kepentingan Umum. 

Seonmg pembanlu rumah tangga, guru atau pegawai dan lain-lain yang 

menderita penyakit Tuberkulosis aktif atau penyakit Ayan, sehingga bisa 

menimbulkan penyakit atau bahaya untuk orang lain, rah.asia penyakitnya perlu 

diberitahukan. 

Pada tahap pertama tentu diminta pengertian pasien untuk berobat dulu 

atau bila pasien ini supir untuk meninggalkan/menukar pekerjaannya. Bila pasien 

berkeras untuk bekerja terns atau tidak mau meninggalkan pekerjaannya maka 

dokter dapat menyampingkan wajib simpan rnhasia di sini, karena kepentingan 

umum hams didahulukan . 

Untuk itu perbuatan dokter tidak dapat dipidana, karena ia dilindungi oleh 

pasal 48 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : "Barang siapa melakukan 

perbuatan karena daya palrna ti<lak <lihukum." 

3. :Melepaskan Rabasia Kedokteran Untuk Ktpentingan Pasien 

Contoh: untuk asuransi kecelakaan atau asuransi jiwa. 

Mengenai ke\·vajibau doktcr untuk be1tindak sebagai saksi di sidang 

peugadilan, bila dokter berkeyakiuan harus mendahulukan menyimpau rahasia pasien 

ya11g diketa1minya, maka ia mempunyai lmk untuk mengundurana diri sebagai saksi 

di sidmig pengadihm. Hal ini diatur dalam pasal 170 KUHP yang bunyinya sebagai 

berikut: 

(1) Mereka yang karena peke1jaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan 

.menyimpan rabasia, dap:rt diminta dibebaskan dari kew~.iiban untuk memberikan 

saksi, yaitu tentang hal yang <lipercayakan kepa<la mereka. 

(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya sega1a a1asan untuk permintaan t.ersebut. 
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Ill. Sanksi Membuka Rahasia Kedokteran 

Adapun sanksi yang dapat diberikan terhadap mereka yang membuka rahasia 

kedokteran adalah : 

a Sanksi Pidana 

{l) Barang siapa dengan sengaJa membuka rahasia yang wajib disimpannya 

karena jabatan atau peketjaannya, baik yang sekarang maupun yfillg dahulu, 

diancam dengan pidana peruara paling lama sembilan bulan atau pidana denda 

paling ban yak emun rat.us rnpiuh 

(2) Jika kejahatan tersebut dilakukan terhadap seorang terlentu rnaka perbuatan 

tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduau orang ternebut. 

Bila dilihat pasal ini, membuka rahasia jika dilakukan terhadap seseorang malm 

ini merupakan delic aduan, artinya perbuatan membuka rahasia itu menjadi 

perkara bila pasien mengadu karena. merasa dirngikan. 

b. Sanksi Perdata 

Diah.lf dalam pasa.I 1365 dcu1 1366 KUHPerdat.a 

c. Sanksi Adminish"'atif 

Sebelum diumumkannya Undang-undang RI. No. 23 taJmn 1992 tentang 

Kesehatan, sanksi administratif ini diatur dalam UU tentang Tenaga Kesehatan 

No. 6 tahun 1963 Lembarnn Negara No. 79 tahun 1963 pasal 11. 

(1) Dengan tidak mengtn-angi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab 
Undang-undang Hukum P1clcma dan Peraturan-peraturan pemndang­
undangan lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan 
tindakan-tindakan administratif dalam hal sebagai berikut : 
a melalaikan kewajiban~ 
b. melakukan suat1i hal yang sehm11snya tidak boleh diperbuat oleh 

seorang knaga kesehatan baik mengingat sumpah jabatannya 
maupun mengingat sumpal1 sehagai tenaga kesehat.an; 

c. men,gabai~9p sesuatu yang ~eharusnya dilakukan oleh tenaga 
kesehatan. · 

ii) Arnr1· A,1··u· · Op c1·1 1·1··11 4" 4" EU < , J . . , 111 • ;. - - · .) • 
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Sanksi Admiuisiratif tt!r sebut kini herpedoma11 kepada Undang-undang No. 

23 tahun 1992 tentang kes~hatau , sanks i tersebut diatur dalarn : 

Pasal 54 ayat (1) : "Terhadap lenaga kesehatan yan,g melakukan kesalahan atau 

kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan 

tindakan disiplin." 

Sahm satu permasalahan visum et repertum dalam hal wajib sirnpan rahasia 

kedokternn adalah mengenai pennintan visum dari penyidik untuk kea.daan yang telah 

Jahr. Hal ini sering sekali didapati dalam praktek dokter, terutama di rumah sakit. 

Pasien datang berobat kepada dokt:er karena luka yang dialaminya Beberapa hari~ 

bahkan beberapa minggu kemudian datang permintaan visum. 

Masalah yang meryadi pertanyaan bagi dokter adalah, apakah membalas 

pennintaan visum tersebut dengan menulis semua keadaan yang didapatinya pada 

waktu pert.ama pasien dirawatnya atau membuat visum menurut keadaan Iuka pasien 

pada soat pennintaan visum dahrng. Adinya pasie11 hums diperiksa kembaJi . 

Untuk keadaan ini dokter dapat memilih duajaJan : 

Pertama, pasien memang harus diperiksa kembali, karena wajib s1mpan 

rahasia dapat dikesampingkan sesudah ada perminlaan visum. Artinya laponu1 yang 

disarnpajkan dokter a.dalah mengeuai kea.daan Iuka. pm;ien sesu.dah permintaan visum 

dataug. Tentu keadaan Iuka iui tidak mengg~uubarkan Iuka yang pertama diperiksa 

dokter, mlmgkin sudah sembuh, tidrik meninggalk-an tanda-tanda Iuka atau makin 

parnh <lari keadrum semula. Keadaan Iuka pasien pertama ~ bila diperlukan dalam 

sidang pengadilan : akhirnya akan sampai juga untuk ka1angan pengadilan bila 

diminta oleh hakim. 

Kebijaksanaan kedua adalah, dokter dapat menulis keadaan luka-luka pasien 

pada ~mat diterimanya dulu, na.mun hukm1 at.as nama viHurn tetapi Surat K e terangan. 

Js i11ya t't, tap saja seperti visum. C um a tamhahau disini adalah hams ada lampirau surat 

pemyataan pasien baltwa ia ti<lak keberntau <lokter menyampaikan tentang keadaan 
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luka pada waktu pertama dokter memeriksa dan mengobatinya Deng.an SW'at 

pemyataan ini dokter terhindar dari waj;b sirnpan rahasia, kar~ma pasien sudah 

menyatakan tidak keberatan . 

Kedua. kebijaksanaan ini adalah yang aman menurut ketentuan hukum. Tetapi 

kenyataan yang dialami sehari-hari adalah dokter utan rumal1 sakit tetap saja menulis 

dalam visum et repet1urn tentang keadaan Iuka pl:Ulien yang dirawatnya beberapa 

waktu yang lalu dau tidak pemah pula disertai surat tidak keberatan oleh pasierL 

Tampa.lmya keadauu ini. akan berlm1gs11ng terns, k:m:~na tidak merepotkan dan 

sepertinya semua pihak t.idak ada yang keberatan . 
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ALAI-ALAI BUKIIDAN KEKUA IAN PEMBUKTIAN 

A. Pengertian Alat Bukti 

Baik dalam perkara pidana maupun dalam perka.rn perdata, hakim 

memerlukan pembuktian. Yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakinkan 

hakim tentang kebenaran dari dalil yang dikt.:mukakan dalam suatn pemeriksaan. l> 

Alat bukti adalah segala apa yang menmut Undang-undang dapat dipakai 

untuk membuktikan sesualu. 

Dalam pasal 63 HIR (Herziene Indonesische Reglemen), "barnng bukti" 

diterjemahkan dari "stukken van overtuiging" yakni '·barang-barang untuk 

meyakinkan." Pasal itu juga menyebutkan barang bukti diterjemahkan dari 

"Werktuigen" yaitu "segala macam senjata dan alat kerja yang ternyata ataupun 

diduga telah dipergunakan uutuk rnelakukau ala11p1111 JiJu~l:1 kla11 Jipt;rguuakau 

t111l uk ru-. iakuka11 alaup uu yai1g diµciuultikkau mdakukau sesuatu kejahatan/ 

pelanggaran. l) 

DaJam teori - hukum kita mengenal "Corpus Delicti" yaitu "objek sesuatu 

tindak pidwu~ b~nda pad.a atau dengan muna sesuatu tindak pidwm dilakukan" haJ ini 

sangat penting dan snngat diperlukan sebagai alat bukti dalan1 pemeriksaan perkara 

pidana di muka pengadilan. 

----------
I) R. Subekti, SH., HW:um PembW:Lian, Peuerbit PT. Paradnya Paranlita, Jakwta, 

1993, him. L 

"J.) Subekti, Prof, SH. dan R Tjitro Soedibio, Kamu.s llukwn, Penerbit Paradnya 
Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 12. 

44 
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Kita sama mengetabui bahwa fimgsi uta1na daripada hukum acara pidana 

adalah mencari dan menemukan kebenarau ma1eriil, hal mana tidak lain daripada 

merekontrucer kembali kejadian-kejadian kejahatan dari seorang pelaku dari 

perhuatannya yang melawan hukum, sedang sebagai alat-alat pelengkap daripada 

usaha-usaha tersebut adaJah bw·w1g bul.1i. 

Pelaku, perbuatannya, dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang 

menjadi fokus daripada usaha mencari dan menemukan kebenarnn materiiJ. Terhadap 

pelaku harus dibuktikan babwa ia dapat dipertanggungjawabkan secara pidana 

(toereken baar) di samping bukti tentang adanya kesalahan (schuld). Dan terhadap 

perbuatannya apakah terbukti adanya sifat melawan hukum (wederrechtelijkhied) dari 

perbuatan itu, baik terhadap pelaku maupun terhadap perbuatannya diharuskan 

adanya pembuktian clan untuk itu diperlukan bw·ang bukti. 3) 

B. Ketentuan Hukum T entan~ A lat Bukti Dalam Perkara Pidana 

Sesuai dengan Kitab Undaug-undang Hukum Acara Pidw1a KUHAP perihal 

aJat bukti daJam perkan.1 pidana diatur di daJmn pasal 184 KUHAP yakni : 

1. Keterangan saksi 

2. Keterangan ahli 

3. Surat-sw·at 

4. Petmtjuk 

5 . Kelerangan terdakv..·a 11 

3
) John Z. Low1doe, Beberapa Aspek Hukwn Afateril dan Hulwn Acara Dalam 

Praktek, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1981, hlm.92. 
4

) Mnrima.11 Prodjohami<ljojo, SH., Kornentar Atas KUHAP, Cetaka.n Pertma, 1982, 
Percetakan UDHARICO, Wm. 115. 
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ad. 1. Keteranga11 saksi 

Menurut pasal l butir 26 KUHAP yang dimaksud dengan saksi adalah orang 

yang dapN memberilmn keterangan guna kepentingan penyelidikan dan peradilan 

tenta.ng suatu perkara pidana yang ia dengai· l:itmdiri, ia lihat sendiri, dan ia alami 

sendiri. 

SedWlgkru1 pengertiwa umurn keterangan ~mksi, dicanturnkan dalam pru:ial l 

butir 27 KUHAP yang menyatakau : "Keter :.mgw1a salrni adalah suJah satu aJat bukti 

daJam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristlwa 

yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia aJami sendiri dengan menyebutkan alasan dari 

pengetahuannya itu." 

Jadi dengan demikian untuk menjadi saksi harus mengetahui secara langsung 

suatu perbuatan pidana yang terjadi, misalnya; lw1gsung me1tjadi korban kejahatan, 

dengan mata kepala sendiri menyalrnikan adanya perbuatan pidana dan mendengar 

seca.ra langsung adanya perbuatan pidana (misalnyajeritan minta toloug atau jeritan 

ket.aku t.an). 

Dengan demikian, kesaksian yang dideugar dari orang Jain atau bia.sa disebut 

dengan " testimonium de auditu" bukan mernpakan keterangan saksi atau tidak 

termasuk keterangan saksi. Begitu pula pendapat maupw1 rekaan yang diperoleh dari 

hasil pemikiran saja, bukan merupakan keternngan snksi (pasal 185 ayat (5) 

KTJHAP). 

Menjadi saksi arlalah suatu kewajiban setiap orang namun demikian pasal 

168 KUHAP menentukan siapa-siapa yang tidak dapat didengar keterangannya dan 

dapat minta mengundw-kan diri sebagai saksi, yaitu apabila : 

a Mempunyai hubungan keluarga sed~m1h atau semenda dalam garis lurus ke 
ata.s atau ke bawah sampai derajat ketiga. dari terdakwa atau yang bersama.­
sruna sebagai terdakwa. 
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b. Sandara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara 
ibu at.au saudara bap9!:J'1ga merekn. yw1g mempunyai huhungan lrnrena 
perkawinan dan anak- saudara tercfakWa sampai derajat ketiga 

c. Suami atan istri 1£rdakwa meskipun sudah bercerai atan bersama-sama 
sebagai terdakwa 

Di samping itu dalam pasal 170 (1) KUHAP, mengatur tentang pembebasan 

seorang dari kewajib8Illlya untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu: 

a Anak yang \ umumya belum 15 tahun atau belum pemah kawin. 

b. Orang salcit ingatan ataujiwa, meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali. 

Penu1is melihat alasan Pembentuk Undang-undang membolehkan mereka 

yang karena pekerjaan, harl<at martabat dibebaskan dari kewajiban untuk memberi 

keterangan sebagai saksi, ini diknrenskan mereka itu pekerjaan harkat martabat atau 

jabatannya diwajiblran menyimpan rahasia, sehingga rahasia seseorang yang ada 

pada mereka bisa terlindung dengan aman tidak diketahui oleh mnum dan ini 

tentunyajuga menyangkut kode etik tertentu. 

Sedangkan bagi anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun, demikian 

pula orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa walaupun ka.dang-kadang ingatannya 

baik, mereka itu jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna 

kesaksiannya, oleh karena itu mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam 

m~mberikan koterangan,jadi keterangan mereka hanya sebagai petunjuk saja 

Memm1t pasal 185 (2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja tidak cukup 

untuk membuktikan bahwa terdakwa bersulah terhadap perbuatan yang clidakwakan 

kepadanya dan kemudian ayat (3) dari pasul tersebut menyatakan bahwa ketentuan 

pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya 

5
) Andi Hamzah. DR SH.. KUHP dan KUHAP, Penerbit Rineka Cipt:a, jakarta, 1998, 

him.JOO. 
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Keterangan tersebut di atas memuat suatu azas yang telah diketahui dan diakui 

dalam hukum acara pidana, yaitu azas "unus testis nullus testis" yang mempunyai arti 

bahwa kesaksian yang berdiri sendiri oleh seorang saksi saja bukan merupakan bukti 

atau dengan kata lain "satu saksi bukan saksi'', hal ini didasarkan kepada akal sehat 

dan pertimbangan yang layak. Sebab kekuatan pembuktian satu kesaksian tidak 

hanya tergantung kepada kepercayaan pada seorang saksi saja tetapi juga hubungan 

dan persesuaian dari kesaksian yang bersangkutan dengan keadaan-keadaan yang 

telah diketahui dari pihak lain. 6) 

Pasal 185 ( 6) KUHAP menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran 

keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan : 

a. Persesuaian antara keterangan saksi atau dengan yang lain 

b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain 

c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan 

yang tertentu 

d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat 

mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. 

Dari isi pasal tersebut dapat diketahui bahwa hakim tidak wajib untuk 

mempercayai keterangan saksi, akan tetapi hakim harus mempertimbangkan semua 

faktor yang berhubungan dengan keterangan saksi tersebut. 

Untuk menJamm keterangan saksi sebagai keterangan yang benar-

benar diberikan secara be bas, jujur dan obyektif maka untuk 

menJamm itu semua, dalam pasal 160 (3) KUHAP dinyatakan 

"Sebelum Memberi keterangan saksi wajib mengucapkan 

6
) I Ketut Murtika, Dadar-/Jasar //mu Kedokteran Kehakiman, Penerbit RinekaCipta, 

Jakarta, 1992, hlm. 34. 
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sumpah danjanji menurut cara agamanya, masing-masing bahwa ia akan memberikan 

keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenamya» 

Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang 

lain, tidak merupakan alat bukti, nmnun apabila keterangan itu sesuai dengan 

keterangau dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti 

sah yang lain pasal 185 ayat (7). 

ad. 2. Keterangan ahli 

Pengertian umum dari keterangan ahli ini dicantumkan dalam pasal 1 

butir 28 KUHAP, yang ·menyebutkan : "'Keterangan ahli ialah keterangan yang 

diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlakukan 

untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan." '> 

Tetapi sebelum membahas lebih lanjut tentang keterangan ahli tersebut, ada 

baiknyaapabila dikemukakan terlebih dahulu hal-hal yang menyebabkan keterangan 

ahli dimasukkan sebagai alat bukti, karena sebelumnya dalam hukum acara pidana 

yang lama (HIR) keterangan ahli tidak dimasukkan sebagai alat bukti akan tetapi 

hanya. merupa.kan penerangan bagi ha.kim, sedangkan dalam hukum acara pidana 

yang barn, yaitu KUHAP keterangan ahli dimasukkan sebagai alat bukti. 

Dahulu dipertanyakan, apakah keterangan seorang al1li dapat digunakan 

sebagai alat bukti, yaitu sebagai hal yWlg didapat oleh hakim untuk membuktikan 

yakni untuk menganggap benar adanya hal sesuatu. 

Menurut pendapnt Prof Dr. R Wirjono Prodjodikoro, SH., keterangan ahli 

dapat dinamakan alat bukti atau sebagai alat bukti, beliau mengatakan demikian 

dengan alasan karena keterangan tentang penghargaan dan kesimpulan dari para ahli 

7
) Andi Hamz.ah, DR; SH., Op.cit., him 233. 
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seringkali mengenai clan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa., mal<a dapat 

menimbulkan bukti atau dapat membuktikan pula adanya peristiwa pidana 

Sehubungan dengan hal ini> beliau mengemukakan contoh, misalnya ada 

orang yang dibunuh dan ada terdapat suatu Iuka pada badan si korban. Dari wujud 

Iuka ini oleh seorang ahli dapat dikataknn semacam alat yang dipakai untuk melukai 

yaitu antara lain barang tajam atau ban:u1g tumpul. 

KaJau pada badan seorang korban itu tidak terdapat ~matu Iuka, tetapi sebelum 

ia meninggal dunia., ada hal-haJ padanya yang menimbulkan persangkaan, bahwa ia 

telah diracun maka seorang ahli kimia. hams diminta pert.olongannya untuk 

memeriksa isi pernt. si korban dan memajukan pendapat tentang sebab dari kematian 

si korban. 

Dalwu dua contoh ini para ahli mengemukalmn pendapat tentang sebab dari 

kematian orang. Se<la.ng untuk rnenganggap terLukti suatu pc;rnl:JU11uhan adala11 p t rlu, 

bahwa rnatinya si korbm1 di sebabku.i1 ol~h se~uatu yang mcurnk lingkungau tiudakan-

tindaka11 8eornng terdakwa. 

Kalau pendapat seora11g ahli tenl<iug si;:hab ilu dise ll~jui oleh hakirn, maka 

menganggap adanya sebab itu, dan sebenarnya hakim menganggap pembunuhan itu 

antara lain dengan mempergunakan peudapat seorang ahli tentang sebab itu. 

Dilihat dari sudut itu maka tenmglah akhirnya bahwa ketera.ngan seorang ahli 

dapat dinrunakanjuga alat bukti .. O) 

Masih dalam hubungannya dengan keterangai1 ahli ini, "t\.fr. Han Bing Sieng, 

dalam bukunya yang berjudul Kelernng:m Ahli di Tengah-tengah Kemajuan Ilmu-

ilmu Pt}ngetahuan, rnenyatakm1 : Kepastian yang dapat diperol eh dari keter:u1ga11 -

B) R. Wityouo Prodjo<liko1 o._ )h of Dk SfL_ Hukwn A cara Pidana di fna'un.~sia, 
Pem·.rbit Smmir, Dandung, 1997, hlm. 107. 
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kderangan ahli yang berdasarkan ihnu peugetahuan itu, ti<lak boleh dilebih-lebihkan 

sebab tidak boleh dilupakan bahwa ilmu-ilm11 pengetahuan yang berguna/digunakan 

untuk mencapai tujuan hukum acara pidana, hams dipergunalam melalui manusia. 

Dan dalarn menyampaikan apa yang diajru·kan oleh ilmu peugetahuan yang 

bersangkutan, muugkin ahli yang hams rnemberi bantua11nya pada penyelidiken, 

penuntuta.n atau peradilan tidak up to date lagi dalarn pengetahuau itu. Mungkin juga 

tentang pokok persoalau tertentu ada pelbagai aliran atau pandengau dalam 

kepustakaan yang saling bertentangan, dan yang berselisihan fahamnya belum 

diselesaikan. 

Demikian juga dalam cara-cara beke1ja ilmiah mungkin ada perkembangan-

perkembaugan bruu, atau belum ada kepastiau yang mana. yang paling jitu dan 

berhasil drui sudut ilmial1. 

Berhubung hal-hal yang diterangkaa di atas, maka sebenarnya perlu diadakan 

orientasi apakah keadaan ilmu pengetahuan tertentu di negara kita sudah sedemikian 

rupa sehingga dapat melayani kebutuhan-kebutuhan para penyidik, penuntut da.n 

hakim dalam perkara-perkara pidana dengan cara yang dapat. dipertanggung­

jawabkan. 9> 

Pendapat Mr.· Han Bing Sieng di atas mendapat tanggapan dari A Karim 
Nasution yang menyatakan bahwa ilmu pengetahuru1 di Indonesia sekareng 
dalam segala bidang telah berkembang sedemikian pesatnya, sehingga 
tidaklah perlu dikhawatirkan ahli -Wi.li akan tidak dapat memenuhi kebutuhan 
penyidikan clan penuntutan. Seperti penulis tel ah katakan semula, hakim dapat 
mengnmbil oper pendapat seora.ng ahli dw1 rnend1:1Sw·kau keyakinan atasnya, 
pada hakekatnya hal ini swna saja dengan memperguuakannya sebagai alat 
bukti. Menurut hemat peuulis tidak ada keberatan untuk menyatakan 
keterangan ahli itu memang umparna tidak dapat dipercayai mal<a hakim tokh 
selalu berwenang untuk tidak rnendasarkan keyakinannya atasnya, sehingga 
dapatlah dihindw·kan suatu memutuskan perkarn yang salah. IQ> 

9
) I Ketut Murtika, Op.cil, hhn. 39. 

1 o) I Ketut Murtika. Ibid .• hlm. 40 
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Keterangan ahli, pada kenyataannya Hekru·ang men<lapat tempat sebagai alat 

bukti sebagairnana dinyatakan dalam pasal 184 KUHAP, ini pertanda sudah ada 

kesepakatan diantara sarjana bahwa ket.erangan ahli layak dimasukkan sebagai alat 

bukti. Hal ini dapatlah dimengerti sebab bukanlah keterw1gan dw·i seorw1g abli dapat 

membuat suatu perkara tindak pidana yang kurangjelas akan menjadi jelas. 

Dengan melihat arti pentingnya keterangan <lari seorang ahli dalam perkara 

tindak pidana, maka layaklah kalau keterangan ahli dimmmkkan sebagai alat bukti. 

Setelah mengetahui hal-hal yang meuyebabkan keterangan ahli dimasukkan 

sebagai alat bukti, rna.ka sekarng kemb·.tli lagi kepada pengertia.n umum dari 

keterangan ahli menurut pasal 1butir28 KUHAP dinmka. 

Kalau diperhatikan redaksi dcu·i pillial krneLul, jel<IB kt:terangan ahli itu 

diperlukan untuk membuat teraug suatu perkarn pidana guna kepentingan 

pem~riksaan, baik itu pemeriksaan yang dilakukau oleh penyidik maupun 

pemeriksaan yang dilakukan dalam sidang pengadilan. 

Mengenai sumpah seorang ahli yang diatur dalam pasal 179 ayat (1) KUHAP, 

ada suatu haJ yang penting yang tidak ikut diatur dalam pasaJ tersebut yaitu, 

mengenai keterangan ahli yang tidak diikuti dengan sumpah akan menimbulkan 

konsekwensi apa nantinya Apakah keterangan ahli yang tidak diikuti dengan sumpah 

tidak mempunyai nilai pembuktiau? Atau tetap mernpuuyai nilai, atau seperti halnya 

keterangan saksi yang tidak diikuti dengan sumpah, tidak merupakan alat bukti, hal .. 
inilah yang me~jadi permasalahan f:lekarang. 11

) 

I I) I Ketut Mmtik~ lb id .• blm. 42 
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a.tl. 3. Surat-surat 

Alat bukti selartiutnya adalah sw-at, yang pengertiannya dicantumkan dalam 

pasal 187 yang berbunyi sebagai berikut ; ''Surat sebagaimana tersebut pada pasal 

184 (1) huruf c, dibuat atau sumpahjabatan atau dikuatkan dengan sumpal1 adalah: 

a Berita acara clan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat 
umum yanga beIWenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat 
keterangan tentan,g kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau 
dia1aminya sendin, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 
keterangannya itu. 

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau 
surat yang dibuat oleh pejabat yang menangani hal yang terma~uk dalam 
tatalaksna yang menjad1 tanggung-Ja\\'abnya dan yang d1pernntukkan bagi 
pembuktian suatu hal atau sesuatu keadaan. 

c. Sw·at keterangan dari seornng ahli yang memuat pendapat berdrumrkan 
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta 
secara resmi dari padanya. 

d. Surat lain y~g hanya ~3\W1 berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari 
alat pembuhan yang lam. ~.> 

Surat sebagaimana dimaksud pada pasaJ 187 KUHAP dimalrnudkan adaJah 

sw-at-surat yang dibuat oleh pejabat-pejabat resmi yang berbentuk berita a.cara, alde, 

surat keterangan ataupun sw·at yang lain yang mempunyai hubungan dengan perkara 

yang sedang diadili. Sebagai syarat mutlak dalam menentukan dapat atau tidaknya 

suatu surat dikategorikaIJ sebagai suatu aJat bukti yang sah ialah bahwa surat-surat itu 

harus dibuat di atas sumpahjabatan atau dikuatkan dengan sumpah. 

Selain dari itu maksud pasal ini juga dapat diartikan bahwa pejabat-pejabat 

yang mempunyai wewenang untuk membuat surnt-surat tersebut, dibebaskan untuk 

menghadap sendiri di persidangau oleh karena 8rn·at-surat yang lelah mereka tanda 

hmgimi alas sumpah jabatw1 a.tau yang dik11alkw1 d~ugau sumpah telah cukup 

dil.Jacakan di persidangan dau pembacaan surat-surat tersebut telah dianggap 

mempunyai kekuatan bukti yang sama de11ga11 apabila rnereka rneneraugkannya 

sendiri secara lisan dihadapan persidaugan peugadilan . 

12
) R. Subekti. SH .. Op.cit.. hhn. 23. 
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ad. 4. Petunjuk 

Alat bukti petunjuk dalam KUHAF ditemukan <lalam pasal 188 yang terdiri 

dari ayat (1)> (2), (3), dalmn ayat (l)nya, yang dimiikan dengan "petunjuk" adalah 

perbuatan, kejadian atau keadaan~ yang kacena persesuaiannya, baik antara yang satu 

dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri , menandakan bahwa tel ah 

terjadi suatu tindak pidana dan siapa palakunya. 

Bahwa perbuanm, kejadian atau keadaat1 yang dianggap sebagai petmuuk 

haruslah ada kesesuaian ant.ara satu dengan yang lain, karena justru pada persesuaian 

it:ulah terletak kl;lkuat:an ut.ama dari petunjuk-pehmjuk sebagai aJat bukt.i. Dan dari 

bunyi pasal 188 (1), yang menyatakan bahwa diant.ara petunjuk-petunjuk itu harm; 

ada "persesuaian'>, maka hal itu berarti bahwa sekurang-kurm1gnya harus ada dua 

petmtjuk untuk memperoleh bukti yw1g sah, namun kalau bunyi pasal itu lebih diteliti 

lagi ternyata satu perbuatan saja yang ada persesuaiannya dengan tindak pidana itu, 

ditambah denga11 satu alat bukti sah yang lain da11 yang bersesuaian keselwl.lhannya, 

maka sudah cukup alasan untuk menyatakan bahwa menurut hukum perbuatan yang 

didak.wak.an telah terbukti. 

Menurnt pasal 188 (2) KUHAP, petui<luk hanyalah dapat diperoleh dari 

"keterangan saksi, surat dan keteranga.n terdakwa", dengan demikian alat bukti 

petunjuk barn dapat dipakai sebagai alat bukti apabila petu1~juk tersebut mempunyai 

pen;esuaian dengan kelerat1gau saksi, sw·at dan ketenmgau terdakwa, andaikfill 

pehu~j uk tersebut tidal< memµuuyai pt1rnesuaim1 dengau ketiga alat hukti tersebut, 

maka dengan sendirinya alat bukti petunjuk tersebut tidal~ bit>a dip~rgunakan sebagai 

alat bukti. 

Jadi sebagai kesimpuJannya, disini dituntut adanya suatu persesuaian a.ntara 

perbuata.n, kejadian atau keada.an satu sania lai11 a.tau dengan perbuatan kejahatan 
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yang didakwakan. Kalan begitu dengan adanya kemajuan teknologi yang begitu 

pesat, sebagai misal tape recorder, video, fotografi dapat dipergunakan sebagai bukti 

petunjuk sepanjang hal itu ada persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan 

satu sama lain atau dengan perbuatan kejadian yang didakwakan itu sendiri, 

menandakan bahwa telah terjadi sua1u tindak pidana dan siapa peJakunya. 

Hal ini juga pemah dikatakan oleh Prof Subekti, SH., dalam bukunya 

'<ffilkum Pembuktien", yang menyataka.u , dengan mempunyai teknik yang pesat 

dalam set.engah abad yang lalu ini muncullah beberapa alat-alat barn, seperti foto 

copy, tape recorder dan lain-lain yang dapat dipakai sebagai al at bukti. lJ) 

Penulis berpendapat, hal ini dapat diterimajika alat-alat bukti tersebut di atas 

dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk, alcan tetapi hal ini juga tidak terlepas 

dari kebijaksemmn hakim membolehkwi atau tidak membolehkan kalau . alat-alat 

barn tersebut dipakai sebagai alat bukti petunjuk. Sebab menurut pasal 188 (3) 

KUHAP menyatakan bal1wa penilaian atn.s kekuatan pembuktian dari sua1u petunjuk 

dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, 

setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecennatan dan keseksaman 

berdasarkan hati nuraninya 

ad. 5. Keterangan terdakwa 

AJnt bukti keterangan terdakwa didapati pada urutan terakhir dari alat-alat 

bukti yang ada dan urniannya terdapat dalam pasal 189 KUHAP. Pada ayat (l)nya 

dinyatakan, bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang 

tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri . 

13
) R. Subckti. SH .• Ibid.. hhn 24. 
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Jadi keterangan ter<lakwa itu bisa.111e11ja<li a.lat bukti jika keteraugan terdakv,1a 

itu dinyatakan di muka sidang. Ket.erangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang 

dapat digunakan untuk membantu menemuknn bukti di sidang> asalkan keternngan itu 

didukung oleh suatu aJat yang sah sepaitjang rnengenai hal yang didakwakan 

kepa<lanya (pru;al 189 (2) KmiAP). 

Maka .ielaslal1 ::it:kanu1g, dt: ttgau rnt:u1pe1hatikau liunyi ayat (2) dari pasaJ 

189 KUHAP, keternngw1 terdakwa ya11g diberikau padu waktu penyidikan dun 

penyelidikan di Kepolisian bukan merupakan a.lat bukti, te tapi hanya bersifat 

membantu menemukan bukti di sidang, asaJkan keterangan itu diikuti oleh suatu alat 

bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya 

Pasal 189 (3) KUHAP, menyaiakau '' kt: tern.11gau t<:rdak\.va hauya dapat 

digunakan lerhadap dirinya sendiri." 

Hal ini berarti bahwa keterangan terdakwa ti<lak boleh <lipergunakan sebagai 

bukti ted1adap kawan terdakwa dalam perkarn yang sama,, dapat pula diartikan bahwa 

dalam pemeriksaru1 perkara pidwu1 yan,g sifa.tnya ingin mengejar kebenaran materiil 

agar terdakwa yang diperiksa jangau membawa-bawa orang lain yang tidak ada 

sangkut-pautnya dengan dirinya> untuk menghindari adanya fitnah terhadap diri 

orang lain yang tak bersalah. 

Keterangan terdak"Vva 1:mja tidak cukup untuk membuktikan bahwa. ia bersalah 

melakukan perbuatan yang didakwakan kepadauya) melainkan harus disertai dengan 

alai bukti yang lain (pasal 189 (4) KUHAP). Peraturan inipun penting dalam 

pemeriksaan perkara pidana, agar jangan sampai tetjadi penghukuman terhadap 

seseorang yang sesungguhnya tidak tahu apa-apa dan tidak bersalah, tetapi mengaku 

melakukan suatu tindak pidana, dan pengakuannya ini semata-mata hanyalah untuk 

melindungi pelaku kejahatan yaug sebenarnya 
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Semua alat-alat bukti yang telah diuraikm1 di at.as yang terdapat di dalam 

KUHAP bila dibandingkan dengan alat-alat bukti yang ada pada pasal 295 HIR., maka 

akan terlihat adanya perbedaan, baik mengenai macamnya maupun mengenai w-utan 

susunannya seperti tersebut di bawah ini : 

Keterangan ahli dalwn KUHAP jelas-jelas disebut seba,gai alat bukti, sedW1gkan 

dalarn HIR tidak disebutkaJl sebngai alat bukti, dimana hakim secara leluasa 

dapat untuk mempercayai atau tidak kotenmgcu1 a.hli tersebut. 

Alat bukti pengakuan (terdakwa) yang dalam HIR diternpatkan dalarn urutan 

ketiga, seilimg dalam KUHAP hanya ditempatkai1 pa.da urutan terakhir (kelima), 

dengan istilab ''K:eteraugan terdakwa" 

Keterangan terdakwa dalam KUHAP lebih tepat daripada "pengakuan" dalam 

HIR karena. istilah keteranga.n terdakwa mengandung makna yang lebih luas 

daripada pengakuan. 1 ~ 

(' Sistem Pembuktian yang Dianut di Indonesia 

a. Sistem Pembuktian 

Dalam hukum acara pida11a, sistem hukum pembuktian dengau sebutan : 

"Sistem negatif ri1enurut undang-unda.ug" seperti yang diatur dalam pasa] 183 

KUHAP sebagai berikut : ''Hakim lidak boleh menjatuhkan pidana kepada 

seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kuraugnya dua alat bukti yang sah ia 

memperoleh keyakinan bal1wa suatu tiudak pidana benw·-benar tetjadi clan 

terdakwalah yang bersalah rnelakukaunya." Sistem negatif memu·ut undang-

undang tersebut mempunyai maksud : 

14
) I Ketut Murtika. Op.cit., hlm. 47. 
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1. Supaya t.erdak\\•a dapat dinyat.akan salah diperlukan bukti mmunum yang 

ditetapkan oleh undang-undaug (pasal 183 KUHAP). 

2. Namun demikian biarpun alat hukti melebihi bukti minimum yang ditetapkan 

undang-undang, apahila hakim tidak yakin tentang kesaJahan terdakwa ia 

tidak boleh menjatuhkw1 pidana 

Dalwn hal memutus perkara di sidang pengadilan perw1an hakim besar 

sekali, sebab meskipun alat bukti yang diajukan penuntut urnurn berlebih 

dari bukti minimum apabila. hakim tidak yakin bahwa l:erdakwa salah ia harus 

dibebaskan. 15> 

Dasar keyakinan yang digunakan oleh hakim untuk menentukan bahwa 

terdakwa salah adalah keyakinwi dari ha.ti nurani yw1g suci clan tidak dipengnruhi 

oleh misw· dw·i luar tetapi keyakinan bersumber kepada Yang Maha Pencipt~ 

maka dalam keputusannya selalu didahului <lengan ucapan ··nemi keadilan yang 

berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa." 

Untuk menyatakan keyakinan dalam memutus perkara didrumlui dengan 

pertimbangan hakim yang menggunakan kalimat «Berdasarkan bukti-bukti yang 

sah, berkeyakinwi aka.ti kese.lahw1 terdakwa" clan seterusnya 

Dalarn praktek peradil~n sering terjadi perlrnra rekaan yang bertujuan agar 

terdakwa dipidana, dengan adanya perkara rekaau ini wajib peuuntut umum 

maupun hakim hams bersikap wa:;pada, uutuk itu meskipun terdakwa mengaku 

rnelaknkan t.indak pidana namun belum merupakan jaminan bahwa tindak pidana 

itu ia lakukan. Dalam pembuktia11 yang hams diingai pe nuntut umurn " Ba,gaimana 

15
) Suharto R.M .• SH .. Op. cit.. hhn. 131.. 
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deugan alat buk1i yang salt hakirn yakiu baltwa tenlakwa melakukan tindak pidal'.la 

clan berbuat salah." 

Km·ena peranan kebebasnn hakim dalam menerapkan hasil pembuktian 

kelihatan memegang peranan yang rnenentuka.ri. Dalam sistem pembuktian ada 

terdapat beberapa teori : 

a) Teori SubyektifMumi (Conviction luhme) 

Dalwn ajw·an subjektif mw·ni adalah dida.sarkan kepada keyakinan hakim 

semata-mata, malm dalam pelaksanaannya dibutuhkan seorang hakim yang lua.s 

pengetahuannya tentang masalah hukum, adat istiadat, jujur dan mempunyai 

ket.etapan hati yang tidak mudah dipengarnhi yang datang dari luar dirinya, 

sehingga keyakinannya murni timbul dari dalam hati sanubaii 

Hakim tidak terikat oleh aturan suatu sistern yang membatasi gernk dan 

langkah hakim dala.m memutus suatu perkara maka dibutuhkan seorang pejabat 

yang proesional, cakap, jujur, adil dan tidak memihak sehingga cita-cita keadilan 

akan tercapai. 

Ajaran subjektif dianut. pada zc:unan Ancien regune di ma.na raja-raja 

bertindak bebas dan sewenang-wenang, dengan demikian mempengaruhi tugas 

para hakim pada zaman itu sehingga hakim dalam memutus perkara tanpa 

memberi alasw1 yang berdasarkan undang-undang. 

b) Teori Positif (PositiefWetterlijk) 

Ajaran ini didasarkm1 kepada kemuruian undang-undang seperti diatur 

daJam pasal 1 ayat ( 1) KUHAP yang buuyinya sebagai berikut : "Tiada suatu 

perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuat.an aturan pidana daJam unda.ng-

uudang yang tela11 ada. sebelum perbuatan itu dilakukan. At1inya,. hakim dalam 
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memutuskan perkara harus berdasarkan undang-undang, yang berarti tugas hakim 

hanya sebagai pelaksana undang-undang belaka. 

Embrio pasal 1 ayat {l) KUHP ini lahir kira-kira pada tahun 1800 Masehi 
di Ecopa yang dikenal dengan sebutan "asas legalitet» (principle of 
legality) oleh von Fenerbach. Asas ini merupa.kan reaksi terhadap 
kekuatan mutlak dari para raja yang memerintah secara sewenang­
wenang akibat tekanan para raja tersebut kebebasan individu mencapai 
puncak perkembangan sehingga asas legalitet dapat ditetapkan dalam 
undang-undang. l6) 

Tidak dapat dimungkiri bahwa dengan asas legalitet tersebut yang dapat 

dipidana hanya mereka yang melakukan tindak piclana dan oleh aturan undang­

undang secara tegas dinyata.kan dilarang. Dalam ajaran tersebut memberi 

kesempatan bagi orang melakukan perbuatan yang pa.da hakikatnya ia melakukan 

kejahatan tetapi karena tidak diatur dalam undang-undang sebagai tindak pidana 

ia lepas dari twitutan pidana 

c) Teori Negatif(NegatiefWetterlijk) 

Apabila tindak pidana sudah dibuktikan dan ternyata terdakwa terbukti 

melnngar hukum dan dinyatakan salnh, hnkim dalam memutus perkara pidana 

masih diperlukan keyakinan atas tindak pidana yang sudah terbukti dan yang 

dinyatskan salah itu. 

Pasal 183 KUHAP mengatur ketentuan sebagai berikut : ''Hakim tidak 

boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang­

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya." l7> 

16) Suharto RM. , SH .• Ibid., him 133. 

17) Andi Hamzah. Op. cit .• hhn. 306 
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Bahwa hakim sebeluru rnerualank~rn tugw;nya telah mengangkat sumpah 

lebih dahulu, maka diharapkru1 tidak akan dipengaruhi, dari luar keyakinannya 

sedangkru1 dalam batinnya para hakim wajib meuggali, mengikuti clan memahami 

n.ilai-nilai hukum yang hidup di dalam rnasyarakat. 

d) Teori Pembuktian Beba.s (Vrije Bewijsler) 

Dalam teroi ini seorang hakim <lalarn me1tjalankar1 tugrumya harus sebagai 

seornng ahli dalam bidangnya dan 8elalu mengikuti perkembar1gan ilmu 

pengetahuan dan keputusannya barns up to datt: tid<.tk hauya terpaku kepa.da suatu 

perntw-an perundang-undanga11 yaug bt1rlaku, ia wajib mengikuti perkembangan 

dan kemajuan masyarakat. 

Dalam memutus perkarn hakim tidak terikat kepada undang-undang 

semata telapi didasarkan kepada ilmu pengetalrnan dan logika, sehingga 

keputusan dapat menyentuh rasa kea.dilan masyarakat 

b. Tujuan Pembuktian di Mukii Sidang Pengadilan 

Penuntut umum hams berusa.ha membuktikan tindak pidana yang 

dilakukan terdahva di muka sidang peugadilan dengan alat bukti yang telah 

disiapkan secara lengkap di dalam berita acara yang telah dilimpahkan. Di data.in 

sidang pengadilan penuntut umum dengau cara yang ditentukan oleh undang­

undaug berusaha mendapatkan fakta-fakta perbualan materiil yang dilakukan 

ter<lakwa sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan . 

Data-data. perbuatan mal.eriil tersebut. didapat dari alat bukti keterangan 

saksi, keternngan ahli atau alat-alat bukti yang lain> sehingga fakta-fakta yang 

didapat dari keterangan-keterangan tersebut dapal menggambarkan tindak pidana 

yang dilakukan terdakwa yang sesuai dengan isi darj surnt dakwaan. 
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Penuntut umum dalam usaha membuktikan tindak pidana yang dilakukan 

terdakwa dengan alat bukti yang diajukan berusaha untuk dapat meyakinkan 

majelis hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan 

dapat dinyatakan salah. 

Dalam ha! ini penuntut umum harus dengan cermat mencatat hasil 

pembuktian di dalam sidang. Untuk menjaga adanya kesamaan bahan analisis, 

apabila periu minta kepada panitera melalui hakim ketua untuk mencatat hasil 

pembuktian sebagai hasil sidang (pasal 202 ayat (3) KUHAP). 

Dalam usaha penuntut umum meyakinkan hakim atas terbuktinya surat 

dakwaan perlu memperhatikan : 

l . Di dalarn sidang harus teliti dan cerrnat dalam usaha menemukan bukti 

perbuatan atau akibat dari perbuatan terdak wa. 

2. Data dan fakta dari hasil sidang yang menentukan adanya tindaK pidana harus 

dicatat atau suruh catat. 

3. Harus dapat menilai alat bukti yang memenuhi syarat yang sah dan alat bukti 

yang tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi syarat sebagai alat 

bukti. ts) 

Alat-alat bukti yang tidak mcmenuhi syarat sebagai alat bukti ialah : 

I. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 

tindakan bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan (unus testis nulus 

testis) . 

2. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri atas suatu kejadian 

yang tidak ada kaitannya satu sama lain, kecuali keterangan saksi-saksi itu 

IS) Suharto R.M., SH., Op.cit. , him. 135 . 
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ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat 

membuktikan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (ketting bewijs). 

3. Keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain (testimonium de auditu) . 

4 . Saksi dalam memberi kesaksiannya rnerupakan pendapat atau rekaan yang 

diperoleh dari pemikiran saja. 

5. Keterangan saksi yang tidak disumpah. 

6. Keterangan saksi yang dinyatakan di luar sidang. 

Pembuktian di muka sidang pengadilan adalah merupakan titik sentral dari 

hukum acara pidana khususnya dalam proses pemeriksaan perkara pidana di 

muka sidang pengadilan. 

Pembuktian di muka sidang pengadilan adalah suatu usaha penuntut 

umum dalam mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang di 

muka sidang pengadilan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. 

Dalam mengajukan alat-alat bukti undang-undang mengatur alat bukti apa 

saja yang dapat diaj ukan untuk menentukan bahwa dakwaan itu dapat dinyatakan 

terbukti. 

Bahwa alat bukti diatur dalam pasal 184 yang berbunyi : 

( 1) Alat bukti yang sah ialah : 

a. Keterangan saksi ; 

b. keterangan ahli ; 

C . surat; 

d. petunjuk; 

e. keterangan terdak wa. 

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 
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Pasal 184 KUHAP atlalah rue.rupakan baiaBan jenis alat bukti yang 

dipergunaka.11 untuk membuktikan suatu perkara pidana yang akan dibuktikan di 

muka sidang pengudihm. untuk itu baik hakirn maupun penuntut umum perlu 

memahami teori pembuk1ian dan mernanfaatkan kekuatan pembuktian dari satu 

a1at bukti yang diajukan di muka sidang pengadilan. 

Teori dalwn hukum pernbuktiw1 yang dapat diterapkan alas tindak pidana 

yang akw1 dibuktikw1. 

a) Pembuktian Untuk Menggambarkan Suatu Kejadian (Opsoming van Bewijs 

Middelen) 

Pembuktian yang berupa tanda-tauda lahiriah atau batiniah yang dapat 

dituajukkan kepada hakim majelis sebagai gambaran atas suatu perbuatan yang 

dilakukan terdakwa memaug benar-benw· te1jadi. 

Misalnya: 

1. Kaki balai-balai yrutg biwm ditiduri Arniw:t.h patah seteluh ada laki-laki yang 

tidak ia kenal uaik ke tempat tidur ternebut> merupakan bukti bahwa 

bagaimana kekuatau tekauau yang krjadi sehingga dapat digambarkan apa 

yang dilakukan oleh laki- laki itu di atas tempat tidur sehingga kaki balai-balai 

menjadi patah, maka percobaan perkosaan yang dilakukan oleh laki-laki yang 

tidak dikenal itu dapat digambarkan. 

2. Seornng saksi yang menyaksikau ~matu peristiwa 8ecara utuh. 

Suatu pembuktiau dapat dikatakau sempurna apabila ia rnelihat dengan mata 

kepala sendiri suatu peristiwa, sehingga dapat menggambarkan suatu 

kejadian itu sec<u·a utuh mulai perbaatm1 dimulai sampai tindak pidana itu 

selesai dilakukan. 
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Misalnya : A waktu berdiri di tepi jalan ia melihat sebuah minibus dengan 

kecepatan tinggi mendahlui minibus yang lain tanpa memperkirakan adanya 

kendaraan yang lain lewat, tiba-tiba ada seorang naik sepeda motor yang 

datang dari arah yang berlawanan, sehingga tabrakan tidak mungkin 

dihindarkan. Akibat dari tabrakan itu pengendara sepeda motor rneninggal 

dunia. 

Bahwa A dapat menceritakan kejadian secara utuh atas peristiwa yang dilihat 

sarnpai terjadi akibat matinya seorang pengendara sepeda motor. 

b) Penguraian Pembuktian (Bewijs Yoering) 

fakta-fakta yang didapat dari hasil persidangan, dibutuhkan kemarnpuan 

untuk menyusun fakta-fakta dan mengaitkan fakta satu dengan yang lain yang ada 

hubungannya yang dapat disusun lalu diuraikan sehingga menjadi perbuatan 

materil yang dilakukan terdakwa . 

Misalnya: 

Fakta-fakta yang terdapat dalam sidang : 

1. E menemukan mayat D di jalan Fatmawati dengan leher terjerat dengan tali 

plastik merah pada tanggal 3 Januari 1993. 

2. Pada pagi hari tanggal 3 Januari 1993 A melihat B dan D berkelahi . 

3. C pada waktu jalan-jalan pagi pada tanggal 3 Januari 1993 di tengah jalan 

Pasar Pondok Labu berjumpa dengan B yang dilihatnya ia membawa tali 

plastik merah dan pada waktu C menegur ia mengatakan akan pergi ke jalan 

Fatmawati. 

Meskipun tiap saksi memberi keterangan yang masing-masing berdiri 

sendiri-sendiri, tetapi apabila keterangan tiap saksi dikaitkan satu dengan yang 
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lain sehingga terjadi satu garnbanm suatu peri i; liwa yaug merupakan Hatu tindak 

pidcu1a 

c) Kekuabm Pembuktian (Bewijs Y •. racht) 

Kekuatan pernbuktian atas suatu tindak pidana tergantung kepada basil 

aJat bukti yw1g diajukan oleh penuntut umum untuk dapat membuktikan suatu 

tindak pidana Apabila alat bukti ya.ug diajukan oldi p~nuntut umum memenulti 

syarat ywig sah meuumt undang-undaug baru alat bukti mempunyai kekuatan 

pembuktian, sehingga hasil pembuktiau dapat dinyatakan bahwa perbuatan 

tersebut adalah tindak pidana sesuai dengm1 yang diatur dalam undang-undang. 

Misfilnya : saksi sudah dewasa 

saksi sebelum mengutarakan ke1;aksiannya ia sudah mengangkat sumpah lebih 

dahulu dan lain-lain. 

d) Dasar Pembuktian (Bewijsgron<l) 

Dasar pembuktian adalah tergantung pada nilai isi alat bukti yBilg 

dipergunakan untuk mengajukan pembuktian oleh penuntut umum atas suatu 

perkara tindak pidaua 

Apakah isi alat bukti tersebut mempunyai nilai yuridis atau tidak, apabila 

tidak mcmpunyai nilai yuridis dengan sendiriuya tidak mempuuyai dasar 

pembuktiar1 yang sah, sebaliknya apabila isi atau materi alat bukti memeuuhi 

syarat. seperti yar1g diteutukan uuda.ug-un<lang. Berarli dasar perubuktian 

mempunyai nilai yuridis sehi11gga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sal1 

(pas al 184 KUHAP ). 

Penggunaan alat bukti adalah foktor yang menentukai1 dalam penuntutan, 

tanpa aJat bukti penuntut umum lidak ak1rn dapat menyatakan bahwu terdakwa 

t.eJah melakukan tindak pidana 
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Be1-hasilnya penuntutan tergantung penunt.ut umum dalam menggunakan 

alat bukti iwbHgr.U sarwm membuktikan ~urnt dakwaan atru; tindak pidana yang 

dilakukan. 

Salah satu tugas pokok pe11uptut umum dalarn penuntutan adaJah 

membuktikan sw-at dakwaan yang dibuatnya di muka sidang pengadilan, dalam 

pembuktian peranan para 8aksi adalah dominan maka apakah penuntut umum mampu 

membangkitkan gairah para suksi uutuk meuguraikun lindak pidwui ynng mereka 

lihat, dengar atau alami denganjujw·. 

D. Asas Pemeriksaan di Sidang Pengadilan 

Menurut pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman mengatur : "Pengadilan tidak boleh meneolak untuk 

memeriksa dan mengrulili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 

.. hukum tidak atau kuraug jelas, melainkan w~jib untuk memerik.sa clan 

mengadilinya» ig,, 

Namun tiada seorang JUapun dapat <lijatuhi perkara pidana kecuali 

pengadilan kanma alat pembuktian yang sah menw-ut UU mendapat keyakinan 

bahwa seornng yang dianggap dapat berta.nggun~jawab telah benmlah ataB 

pe.rbuatan yang didakwakan kepa<lanya 

Dalam pem~riksrum di sidaug pengadilan rueuganut sistem akusator, 

bahwa terdakwa mernpunyai hak yang sama dengan penuntut umum. Pertama-

lama hakim ketua membuka sidang clan sidang diuyatakau forbuka untuk umum, 

19
) Suhruto RM., SH., Pemmlul.an Dafam PrakteJr Peradilan, Penrebit Sinar . . . 

Grafika, Jakarta, 1997, hlm. 124. 
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selanjutnya rnenayakan identitas terdakwa dan sesudah itu penuntut urnum 

membacakan surat dakwaan baru sampai pada tahap pemeriksaan materi perkara. 

Pertama-tama yang didengar keterangannya saksi korban, keterangan 

terdakwa barn didengar setelah saksi-saksi yang lain selesai didengar 

keterangannya. Dalam rangka memeriksa dan memutus perkara pidana, 

berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak sesuai yang diatur dalam 

KUHAP. 

Bahwa memeriksa suatu perkara di muka sidang pengadilan adalah untuk 

rnencari dan menemukan kebenaran materiil dan tindak perkara pidana yang 

didakwakan apakah telah terjadi dan dapat dinyatakan salah . 

Untuk mencari kebenaran materiil perlu mengingat asas pcmeriksaan di 

sidang pengadilan, yakni : 

.. 
1. Asas Terbuka Untuk {/mum 

.. 
Asas terbuka untuk umum diatur dalam pasal 64 KUHAP yang isinya 

sebagai berikut ''Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang 

terbuka untuk umum ." 

Maksud asas terbuka untuk umum dalam pemeriksaan di sidang 

pengadilan ialah : bahwa setiap orang yang mempunyai kehendak mengikuti 

jalannya sidang pengadilan dapat hadir di ruang sidang untuk mendengarkan 

jalannya perneriksaan. Pada saat hakim ketua membuka sidang perdilan harus 

• 
sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuah pemeriksan perkara khusus yang 

oleh undang-undang ditentukan bahwa sidang peradilan dilaksanakan dengan 

pintu tertutup, yang berarti umum tidak boleh menghadiri jalannya sidang 

peradilan. 
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Menurut pasal 153 ayat (4) pelanggaran atas asas tersebut mengakibatkan 

batalnya putusan hakim. 

2. Asas Lang.sung 

Pemeriksaan di sidang pengadilan dengan asas langsung berarti terdakwa 

maupun saksi tidak boleh diwakilkan, dan dalam pemeriksaan di sidang 

pengadilan dilaksanakan secara lisan. Asas langsung tersebut di atas diatur dalam 

pasal 153 ayat (2)a KUHAP yang berbunyi : "Hakim ketua sidang rnemirnpin 

pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan secara lisan dalam bahasa 

Indonesia yang dimengrti oleh terdakwa dan saksi." 

Pasal tersebut menegaskan bahwa hakim ketua sidang rnemimpin 
perneriksaan secara lisan berarti pemeriksaan dilakukan secara langsung 
dan terdakwa maupun saksi tidak boleh diwakilkan. Apabila setelan 
terdakwa dipanggtl secara sah untuk menghadiri sidang tidak hadir, 
pemeriksaan perkara tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua harus 
menunda sidang sampai pada hari yang telah ditentukan sesuai ketentuan 
yang diatur dalam pasal 154 ayat ( 4) KU HAP dan haki9J. dalam 
memutuskan perkara, putusan tidak boleh dijatuhkan inabsentia. > 

3. Asas Pemeriksaan Secura !Jehas 

Asas pemeriksaan secara bebas berarti pemeriksaan di sidang pengadilan 

terhadap terdakwa atau saksi dilaksanakan secara bebas tanpa terbelenggu, bebas 

tekanan baik fisik maupun psikis, sehingga terdakwa maupun saksi dalam 

pemeriksaan dapat secara bebas tanpa tekanan menjawab dan menerangkan apa 

yang dilihat, didengar dan dialami (pasal 154 ayat (1) KUHAP). 

Dal~m praktek peradilan sering terjadi terdakwa ataupun saksi memberi 

keterangan yang berbeda antara kcterangan yang dibcrikan di muka sidang 

pengadilan dengan keterangan pada waktu ia diperiksa di muka penyidik . Dalam 

pasal 166 KU! IAP ditegaskan bahwa pertanyaan hakim, pcnuntut umum dan 

2 t ~ . . 
Suhruto, R.M. , SH., lbtd ., him. 126 
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pembela yang sifatnya rnenjerat tidak boleh diberikan, baik k~pada terdakwa 

inaupun kepada saksi. 

4. Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent) 

Asas praduga talc bersalah, dirnana setiap orang yang disangka, ditangkap, 

ditahnn dan dihadapknn di muka sidang pengadilan dianggap tidak bersalah 

sampai ia mendapatkan keputusen hokum yang tetap. Meskipun seorang terdakwa 

telah diperiksa di muka sidang pengadilan buken berarti ia telah salah melakukan 

tindak perkara pidana, di dalam sidang pengadilan tindak perkara pidana yang 

didakwakan tersebut masih harus dibuktikan, apakah betul ia melakukan tindak 

pidana dan dapat dinyatalcan salah sampai keputusannya mempwiyai kekuatan 

yang tetap. Jadi apabila terdakwa belum dapat dibuktikan bahwa ia salah masih 

banyak kemungkinan terdakwa tidak salah. Untuk itu tidak boleh orang cepat-

cepat mengatakan bahwa orang ywig diperikBa di muka sidang pengadilan itu 

sudah salah. Dalam pasal 158 KUHAP dinyatakan: 

"Hakim dilarang menyatakan sikap atau mengeluarkan pernyataan di 

sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.,, 21) 

5. Asas Penyelenggaraan Peradilan Secara Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan 

Asas ini adalah untuk menjamin kehendak dan cit.a-cita masyarakat dalam 

mencari ken.dilan, maim pengndilan harus memenuhi harapan dari para pencari 

kea.dilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil clan biaya 

ringan (pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970). 

21
) Suharto RM. SH .• Ibid .• him. 127 
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Penga<lilan tidak pedn rue111eriksa de.ugan acara yang berbelit-belit yang 

dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus 

dilanjutkan oleh para ahli warisnya 

Biaya ringan_, artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat dipikul 

oleh rnasyarnkat tanpa mengo1·baukan ketelitian untuk mencuri kebenarnn dan 

keadilau. Hakim dala.m usaha melaksw1akan tugas sebaik-baiknya unluk memberi 

keputusan yang berdasarkcm kehenan.1.11 ,. keadilan dau kej~jw·an malm ticlak 

dibenarkan adanya tekanan atau pengaruh dari luar yang dapat menyebabkan para 

hakim tidak bebas dalam mengarnbil keputusan. 

6. Asas untuk Memperoleh Bantuan Hukum 

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikm1 dm1 persidangan, tersangka 

atau terdukwa berhak memberi ketera.ngan secara bebilll kepa.da penyidik maupun 

kepada hakirn. Yang dimaksud <lengan ternangka atau terdakwa memberi 

keterangan secarn beba.s, berati ia memberi keterangan menurnt kehendaknya 

sendiri dan atas kesadw-an hati nuraninya. Dalan1 pemeriksaan terhadap tersangka 

atau terdakwa tidak boJeh ada. pakisau dt:ugau earn apapun baik dengru1 tekanan 

fisik yang berbentuk penganiayaan ataupun tekanan batin yang berupa ancaman. 

Untuk menghiudari penyalahgu11aat1 wew enang dari para pejabat 

kJmsusnya bagi mer~ka yang tidak tahu hukum, pasal 54 K UH.AP mengatur 

Hebagai b eril'llt : " Guua kepenti.ngan pembelaan, teniangka atau t.erdakwa berhak 

meudapat bantuan hukum dari t;eornng atau lebih penasehat hukurn selarna d.alam 

-....vaktu dan pada seliap tingkat pemeriksaan> rnenurut tata cant yang ditentukan 

dal arn undang-undm1g. » 

Untuk mendapatkau penas ihat hukum tersruJgka a tau lerdakw a berhak 

rne.milih sendiri pe.naHihat hukurnuya yang diru•ggap menguntuugkan dirinya. 
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7. Asas Perla.kuan yang Sama di Muka Hu.kum (EqutJlity Before the Law) 

Asas perlakuan yang sama di muka hukum dimaksudkan agar setiap 

orang di muka peradilan mendapatkan perlakuan yang sama, bahwa hukum tidak 

membeda-bedakan status sosial dan setiap orang baik orang itu warga negara 

asing atau wurga negara RI> mereka mendapatkan perlakuan yang sama di muka 

hukum seperti yang diatur dalam pasal 5 UU No. 4 Talmo 1970 tentang 

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : "Pengadilen mengadili 

menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang," yang berarti setiap orang 

dalam negara.Indonesia akan mendapatkan perlakuan yang sm di muka hukum. 

Asa'3 ini adaJah langkah maju dibanding dengan tata hukum di waktu 

masih berlakunya Reglemen Indonesia yang diperbarui (S. 1941 No. 44 ), di mana 

dalam Reglemen ini masih dibedekan hukum yang berleku untu1c golongan F.ropa 

dan golongan Bumi Putera, termasukjuga dibedakan peradilan yang mengadili : 

1. Peraditan yang diperuntukkan bagi golongnn F.ropa disebut '"Raad van 

Justitie., (R VI) adaleh peradilan sehari-hari bagi penduduk golongan F.ropa 

yang diatur dalam pssal 129 Reglemen op de rechteelijke Organisatie en het 

Beleid der Justitie (RO) S. 1847 No. 23. 

2. Pengadilan yang disebut "Landraa.cf' adalah pengadilan sehari-hari bagi 

penduduk Bumi Putera atuu yang dipersamakan baik daJam perkara sipil 

rilaupun perkara pidana yang diatur dalam pasal 94 RO. 22) 

8. Asas Perlindungan Hak Asasi 

Perlindungan hak asasi adalah berhubungan dengan perlindungan hak 

kebebasan perorangan, hak asasi adalah hak yang didambakan bagi setiap warga 

22> Suharto. R.M., SH., Ibid., bhn. 129 
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seluruh <lunia, namuu hak asas1 yang 8UCt ilu Henug disalahguuakan untuk 

kepentingan politik. Pembatasan kebebasan seperti penaugkapan, penahanan, 

pemidanaan adalah merupakan tindakan perampasan hak asasi seseonmg. Setelah 

KUHAP diperlah.'Ukan, pernmpa.san hak asasi tersebut sudah tidak ada lagi kecuali 

dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab daJwn tugasnya 

Penangkapan dan penahanan adalah tindakan yang bersifat perampasan 

kebebasan clan pencemaran atas kehonnatw1 diri seorang yang perlu dihindari 

dan wajib memperhatikan ketentuan yang terdapat dalarn KUHAP yang isi 

singkatnya sebagai berikut : 

Pasal 19 KUHAP 

(1) Penangkapan sebagaimana dimaksud daJarn pasa1 17 dapat dilakukan untuk 

paling lama satu hari . 

Pasal 24 KUHAP 

Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 20 KUHAP, hanya berlalo.1 paling lama dua puluh hari, penahanan 

t.ersebut untuk kepentingan pemeriksaan dapat diperpanjang oleh penuntut umurn 

selama 40 hari. Pada waktu masa tahamm tmdah mencapai 60 hari, tersangka 

harus dikeluarkan dari tfillana.u demi hukum. Apabila waktu penahanar1 selama 

60 luu·i sudah habis dan tersangka bd urn di lwlm"·ka.11 atCJu dalam tahamrn hak 

Lersaugka ti<lak dipenuhi , a.dalah suda11 111ernpaka11 pelauggaran hak asasi 

seseorang . 
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BAB V 

PENUTUI' 

A. Kesimpulan 

Setelah Permlis menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan Visum 

et. Repertum sebagai salah satu alat Bukti yang sah dalam perkara Pidana didalam 

Skripsi ini, maka selmlj11t11ya penulis aka11 mern.'oba menyimpulkrm apa-apa yang 

telali diuraikan sebelumnya yaitu : 

1. A!at bukti yang sah yang diakui secara Juri<lis <lalam perkarn Pidana menurut 

Kit.ab Undang- undang Hukum Acurn Pidana (KUHAP) Pasal 184 a<lalah : 

1. Keterangan Saksi~ 

2. Ketenmgai1 Ahli; 

3. Surat.-surnt; 

4 . Petunjuk; 

5. Ketenmgan Terdakwa. 

·•1 Keterangan Ahli J Visum et. Repe.Jturn yang menyataka11 pert.imhangan dan 

pendapatnya tentang ha! - ihwal at.au keadaan W<itu ptrkara rrwnurnt. pasal 306 

HIR hanya dapat digunakan untuk mernberi ketera.11gan kepada Hakim. Dan 

Hakim sama sekali tidak berkewajiban untuk meyakini pe!!dapat seorang Ahli 

apabila keyakinan Hakim bertenta.ngan dengan ptndapat para Ahli tersebut , 

jadi hakim dapat mengenyampingkan pe,ndapat para ahli tersebut. Dan dalam 

.HIR keterangan seorang Ahli bukan merupakan Alat bukti . 

3. Didalam hal Ahli (Ahli Kedoktan Kehaki.rnan) menemukan pendapatnya, 
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hakim dapat menytlujui da.11 rnengambil alih pe11dapat itu atanpun tidak 

menyetujui, dan meugambil dan mengajukan lial-hal atuu keadaaan atas dasar 

fakta-fakta apa adanya, hakin1 disini tidak mudah mengambil kesimpulan 

sendiri. 

4. Keterangu Saksi ataupun Kctenmgan Ahli yaug tidak disumpah atau 

mengucapkan janji, tidak dapat dianggap sebagai Al at Bukti yang sah tetapi 

hanyalah merupakan "Keterangan "yang <lapat menguatkan keyakinan Hakim. 

5. Hakim dalmn menjatuhkan Pidana kepada seonmg terdakwa harm; 

memperhatikan : 

- Adanya Dua A.lat Bukti yang sah (sekurang-kurangnya) 

- Keyakinan. 

- Bahwu tindak pidana tersebut benar ter:_jadi_ 

- Bahwa terdak\valah yang bersalah berbuaL 

- Hal- haJ yn.'1g meringankan terdakwu dan HaJ-hal yang memberatkan 

terdakwa. 

6. Setiap orang yang diminta pendapatnyu sebagui Ahli Kedokteran Kehakinum 

atau dokter lainnya wajib memberikau ketenmgan demi keadilan (Pasal 179 

KUJIAP). 

7. \\·'<:~jib Simpan Ralrnsia Kedokt.enm dapat dilepaskan k<tre1m : 

- Melepaskan W<tiib simpm1 rahasia kedoktt:ran karena Undang-uudang; 

- Melepaskan wajib simp<m rnhasia kedokteran karem1 kepentingan umum~ 

Melepaskan wajib simµan rahasia kedoktcran untuk kcpentingan pasien 

sendiri. 
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11 5 

B. Saran-s.uan 

Didalam skripsi ini Peuulis tdah meuibahas permasalahan dan te!ah 

rnenyimpulkarrnya, s~lcmjutnya pada sub- bah lerakhir ini ponulis ada rnembuat saran-

saran selJagai Lerikut : 

1. Mengiugat eksistensi Visum et Reperturn ditengah tengah masyarnkat belum 

beg.ilu diketalmi ,. oleh kure11a11ya penufo; ~mra.rika11 agar pnlktisi Hukum dan 

khususnya kalanga11 kedoklernn lebih aklif dahun memberi informasi dwi 

penyuluhan kepada. ma:sym·akal , ag;u- 111a:-;yantkar taJm dan menyadari akan 

pentingnya kehera<laa11 Visum et Reperluu1. 

2. Mengingat ma:;ih banyalmya dijumpai pada berkas-berka;.; perkara pidana di 

Pengadilan Negeri yang bel urn ada.nya l<eseraga111an " bentuk" atau "model" 

.. Visum e.t Repertum maka penulis meuyarankan agar dibuat keseragaman bentuk 

Visum et Repert.um , dCUl memuat pcrat.uran Khusu::; hmtang Visum et Repertum. 

3. Du.lam hal Visum bt~dah jcuazah se.riug Hlt~ rnh.tpal liarul>atau dari kduarga korban 

bila Visurn harus dibuat melalui be.dat1 _j euazah, yaitu perneriksaan menyeluruh 

pnda mayut, dari pemeriksnan luar hinggu pemeriksllill1 tubuh mayut bagiru1 

dalarn, dalam hal ini peuuli:; lllenyarn11km1 agar pemeriksaan mayat untuk 

kepenlingan peradilan hauya rnelalui p0111eriksaan luar ::;aja, dan pe merik~a.an 

...... 
<lalam rnayat (Aulopsi) hanya <lilakukruljika sangat dipat1<laug pedu s~j a_ 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INOONESIA 
NOMOR: 18 TAHUN 1981 

TENTANG BEDAH MAYAT KUNIS DAN BEOAH MAYAT ANATOMIS SERTA 
TRANSPLANTASI ALAT DAN ATAU JARINGAN TUBUH MANUSIA 

PRESIDEN REPUBLIK INOONESIA 

Menimbang: 

a. bahwa dalam pengembangan usahe kesehatan untuk menlngkatkan pelayanan 
kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya pelbagai upaya agar usaha 
tersebut di atas dlselenggarakan dengan balk, antara lain dengan kegiatan 

melakukan bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi 
alat den atau jaringan tubuh manusia yang bertujuan untuk keselamatan umat 

manusia maupun meningkatkan ilmu kesehatan dan kedokteran pada umumnya. 

b. bahwa untuk: melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu 
diadakan ketentuan-ketentuan tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat 
anatomis serta transplantasi afat dan atau jaringan tubuh manusia dengan 
Peraturan Pem erlntah . 

Mengingat: 
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945; 
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan 

(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2068); 

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran 

Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 236); 

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah (Lembaran Negara Tahun 
1962 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2390 jo Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 
Tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 38, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 2863) ; 
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran 

Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576); 

6. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 246 ; 
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MEMUTUSKAN : 
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BEDAH MAYAT KLINIS 

• DAN BEDAH MAYAT ANATOMIS SERTA TRANSPLANTASI ALAT 
DAN ATAU JARINGAN TUBUH MANUSIA 

• .. 
• 

BAB ~ 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 
a. Bedah mayat kllnls dalam pemerlksaan yang dilakukan dengan cara 

pembedahan terhadap mayat untuk mengetahui dengan pasti penyakit atau 
kelainan yang menjadi sebab kematian dan untuk penilaian hasil usaha 
pemulihan kesehatan; 

b. Bedah mayat anatomis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara 
pembedahan terhadap mayat untuk keperluan pendldlkan di bidang ilmu 
kedokteran; 

c. Alat tubuh manusia adalah kumpulan jaringan-jaringan tubuh yang dibentuk oleh 
beberapa jenis sel dan mempunyai bentuk serta fa'al (fungsi) tertentu untuk 
tubuh tersebut; 

d. Jarlngan adalah kumpulan sel-sel yang mempunyai bentuk dan fa'al (fungsl) 
yang sama dan tertentu; 

e. Transplantasi adalah rangkaian tlndakan kedokteran untuk pem lndahan alat dan 
atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka 
pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidal< 
berfungsi dengan baik ; 

f . Donor adalah orang yang menyumbangkan alat dan atau jaringan tubuhnya 
kepada orang lain untuk keperluan kesehatan; 

g. Meninggal dunia adalah keadaan insani yang ctiyakini oleh ahli kedokteran yang 
berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan dan atau denyut jantung seseorang 
telah berhenti; 

h. Ahli urai adalah dok:ter atau Sarjana kedokteran yang diakui telah memperoleh 
keahlian ilmu urai; 

i. Museum anatomis patologi adalah tern pat menyimpan jaringan dan alat tub uh 
manusia yang sehat dan yang sakit yang diawetkan untuk tujuan pendidikan ilm u 
kedokteran; 

j. Bank alat dan jaringan tubuh adalah suatu unit kedokteran yang bertugas untuk 
pengambilan, penyimpanan dan pengawetan jaringan dan alat tubuh manusia 
untuk transplantasi dan penggantian (substitusi) dalam rangka pemulihan 
Kesehatan. 
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BAB II 
BEDAH MAYAT KUNIS 

Pasal 2 

Bedah mayat klinis hanya boleh dilal<ukan dalam keadaan sebagai 
berikut : 

a. Dengan persetujuan tertulls penderita dan atau keluarganya yang terdekat 
setelah penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat 
dttentukan dengan pasti. 

b. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila diduga 
penderita menderita penyakit yang dapat membahayakan orang lain atau 
masyarakat sekitarnya . 

c. Tanpa persetujuan penderlta atau keluarganya yang terdekat, apablla dalam 
jangk:a wak1u 2 x 24 (dua kali dua puluh empat' jam tidak ada keluarga terdekat 
dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit. 

Pasal3 

Bedah mayat klinis hanya dilakukan di ruangan dalam rumah sak:it yang 
disedlakan untuk keperluan itu. 

Pasal 4 

Perawatan mayat sebelum, selama, dan sesudah bedah mayat klinls 
dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, dan diatur oleh Menteri Kesehatan. 

BAB Ill 
BEDAH MAYAT ANATOMIS 

Pasal5 

Untuk bedah mayat anatomis diperlukan mayat yang diperoleh dari rum ah 
sakit dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 
huruf a dan e. 

Pasal6 

Bedah mayat anatomis hanya dapat dilakukan dalam bangsal anatomis suatu 
fakultas kedokteran. 

Pasal7 

Bedah mayat anatomis dilakukan oleh mahasiswa fakultas kedokteran dan 
Sarjana kedokteran di bawah plmplnan dan tanggung-jawab langsung seorang ahli 
urai. 
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Pasal8 

Perawatan mayat sebelum, selama dan sesudah bedah mayat anatomis 
dilaksanaken sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaan kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, dan diatur oleh Menteri Kesehatan. 

BAB IV 
MUSEUM ANATOMIS DAN PATOLOGI 

Pasal9 

Untuk kepentingan pendidikan, penyelidikan penyakit dan pengembangan 

ilmu kedokteran diadakan museum anatomis dan patologi yang diatur oleh Menteri 
Kesehatan. 

BAB V 
TRANSPLANTASI ALAT DAN ATAU JARINGAN 

TUBUH MANUSIA 

Pasal10 

(1) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia dilakukan dengan 
memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaim ana dimaksud dalam pasal 2 
huruf a dan huruf b . 

(2) Tatacara transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia diatur oleh Menteri 
Kesehatan. 

Pasal 11 

(1) Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh rnanusia hanya boleh dilakukan oleh 
dokter yang bekerja pada sebuah rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri 
Kesehatan. 

(2) Transplantasl alat dan atau jarlngan tubuh manusia tidak boleh dlfakukan oleh 
dokter yang merawat atau mengobati donor yang bersangkutan . 

Pasal 12 

Dalam rangka transplantasi penentuan saat mati ditentukan oleh 2 (dua) 
orang dokter yang tidak ada sangkut-paut medik dengan dokter yang melakukan 
transplantasi. 

Pasal 13 

Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a) Pasal 14, 
dan Pasal 15 dibuat di atas kertas bermeterai dengan 2 (dua) orang saksi. 
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BAB Vt 
PENGAMBILAN ALAT DAN ATAU JARINGAN 
TUBUH MANUSIA KORBAN KECELAKAAN 

Pasal 14 

ll Pengambilan alat dan atau jaringan tubuh manusia untuk keperluan 
transplantasi atau Bank Mata dari korban kecelakaan yang meninggal dunia, 
dilakukan dengan persetujuan tertulis keluarga yang terdekat. 

BAB VII 
D 0 N 0 R 

Pasal 15 

(1) Sebelum persetujuan tentang transplantasl alat dan atau jarlngan tubuh manusla 
diberikan oleh cafon donor hidup, calon donor yang bersangkutan terlebih dahulu 
dlberitahu oleh dokter yang merawatnya, termasuk dokter konsultan mengenai 
sitat operasi, akibat-akibatnya, dan kem ungkinan-kem ungkinan yang dapat 
terjadi. 

(2) Dokter sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus yakin benar, bahwa calon 
~ donor yang bersangkutan telah menyadari sepenuhnya arti dari pemberitahuan 

tersebut. 

• 

.. 

.. , 

Pasal16 

Donor atau keluarga donor yang meninggal dunia tidak berhak alas sesuatu 
kompensasi material apapun sebagai imbalan transplantasi. 

BAB VIII 
PERBUATAN YANG DILARANG 

Pasal17 

Dilarang mem perjual-belikan a lat dan atau jaringan tub uh manusia. 

Pasal18 

Dilarang mengirim dan menerima alat dan atau jaringan tubuh manusia dalam 
semua bentuk ke dan dari luar negeri. 

Pasal 19 

Larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18 tidak berlaku 
untuk keperluan penelttian ilmiah dan keperluan lain yang ditetapkan oleh Manieri 
Kesehatan. 
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BAB IX 
KETENTUAN PERKARA PIDANA 

Pasal20 

(1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Bab 11 1 Bab 111 1 Bab V 1 Bab VI, Bab Vlf 1 Bab 
VIII diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda 
setinggt-.tingginya Rp. 7 .500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). 

(2) DI samping ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula 
diambil tindakan administratif. admlnistras1 

BAB X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal21 

Peraturan pemerlntah lni mulal berlaku pada tanggal dlundangkan. 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Pem erintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 16 Juni 1981 

MENTER! SEKRET ARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

TTO. 

SUDHARMONO, SH. 

Ditetapkan di Jakarta 
padatanggal16Juni 1981 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

TTO. 

SOEHARTO 

LEM8ARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 23 . 
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UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 18 TAHUH 1981 

TENT ANG 

BEDAH MAYAT KUNIS DAN BEDAH MAYAT ANATOMIS 
SERTA TRANSPLANTASI ALAT DAN ATAU 

JARINGAN TUBUH MANUSIA 

A. BEDAH MAYAT KUNIS 

llmu kedokteran selalu berkembang berkat ketekunan ahli-ahli yang sudah dapat 

menyusun penyakit-penyakit dalam bentuk gejala, perubahan-perubahan yang 
terjadi akibat penyakit serta pengobatannya, baik secara anatom i, fisiologi dan 

biokimia. Nam un selalu terdapat di dalam rum ah sakit, penyakit-penyakit yang 

belum jelas sebab musababnya dan perubahan yang terjadi umpamanya, 
seorang menderita penyakit demam yang mungkin gejalanya yang menyerupat 
tifus abdominalis namun pada waktu pengobatan dia tidak memberikan reaksi 

sebagaimana diharapkan, sampai ia meninggal dunia, maka bedah mayat 

klinlslah yang akan memberikan jawaban terhadap rahasia inl. 

Bedah mayat kllnis diperlukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan klinis 

dan ilm u pengobatan. 

Untuk itu dlperlukan mayat penderlta yang meninggal dunla di rumah saklt yang 
pembedahannya memerlukan kesediaan atau izin dari penderita atau 

keluarganya. 

Bedah mayat klinis juga memerlukan Peraturan Pemerintah yang menjamin 
perlakuan dan penghormatan terhadap jenazah, demikian pula terhadap 
pengambilan sebagian alat ltubuh yang memperlihatkan kelainan seperti kanker, 
dan lain-lain, yang al<an disimspan di dalam suatu museum, sebagai alat peraga 
bail< untuk mahasiswa maupun penelitian di bidang ilmu l<edol<teran. 

B. BEDAH MAYAT ANATOMIS 
Mahasiswa fakultas kedokteran untuk menjadi dokter harus diberi pelajaran ilm u 
urai baik secara makroskopis yang disebut ilmu urai tubuh (anatomis) maupun 
secara mikroskopis yang disebut ilm u jaringan tub uh (histologi) . llm u urai tub uh 
memberikan kepada mahasiswa ilmu pengetahuan tentang alat tubuh serta 
letaknya di dalam tubuh, seperti otot, tulang belulang, hati, jantung dan lain­
lainnya1 sedangkan ilm u urai jaringan tub uh memberikan pengetahuan kepada 
mahaslswa tentang susunan sel-sel berbagal alat tubuh (organ) . 
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Tanpa pelajaran ilmu anatomis dan histologi tidaklah rnungkin seorang dokter 

mengetaui tentang susunan tubuh manusia yang ~ehat, walaupun ada alat-alat 
peraga tubuh manusla yang dibuat dari bahan tlruan. Namun hat ini tidak 

memberian k:esan yang sebenarnya. 

Semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa pada dasarnya 

tidak melarang pemakaian mayat seseorang dengan ketentuan bahwa mayat 

tersebut diperlakukan sesuai menurut masing-masing agama dan kepercayaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Oleh karena itu diperlukan suatu Peraturan Pemerintah yang menjamin 

perlakuan yang baik, dan terhormat terhadap mayat sejak m anusla meninggal 

dunia sampai ia dikuburkan atau diselesaikan dengan cara sebagaimana yang 
ditenlukan oleh agama alau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 
dianut oleh mayat tersabut. 

C. TRANSPLANTASI ALAT DAN ATAU JARINGAN TUBUH MANUSIA 

Transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia ialah pemindahan alat dan 

atau jariangan tubuh yang masih mempunyai daya hidup dan sehat untuk 

menggantikan alat dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. 
Kita mengenal berbagai macam transplantasi seperti transplantasi k:ulit akibat 

kebakaran yang berasal dari tubuh penderita sendiri yang disebut 

"autotranspalantasi", transplantasi korm.a, yaitu pemindahan selaput bening 
mata yang merupakan bagian darl permukaan bola mata kepada seorang buta 

akibat kerusakan kornea {karena Iuka bakar, kemasukan benda halus) dan 

trakoma, transplantasi ginjal, jantung, dan lain-lain. 

Pada umumnya transplantasi alat ltubuh diambil dari orang yang baru meninggal 

dunla dan transplantasl itu harus dllakukan tidak lama sesudah penderita 
meninggal dunia. Sebab kalau sudah lama meninggal dunia maka alat dan atau 

jaringan tubuh ikut mati dan tidak dapat dipergunakan lagi. 

Transplantasl glnjal dapat juga dilalrnkan dengan ginjal yang diatnbll dari tubuh 

manusia yang masih hidup. Semua agama dan kepercayaan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa pada dasarnya tidak melarang transplantasi ini, asal penentuan 

saat mati dan penyelenggaraan jenazah terjamin, sehingga tidak terjadi 
penyalahgunaan. Oengan transplantasi, ilm u kedokteran membuktikan bahwa 

manusia yang meninggal duniapun masih dapat berbuat amal saleh lerhadap 

saudara-saudaranya yang sedang menderita penyakit. Jelaslah bahwa 

transplantasi berfungsi sebagai usaha pengobatan. 
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Adanya peraturan Pemerintah itu diperlukan untuk menjamin bahwa 

pengambilan alat dan atau jaringan tub uh manusia yang akan dipindahkan betul­

betul untuk maksud pengobatan untuk menolong penderlta . Peraturan 

Pemerintah ini diperlukan juga untuk mem berikan perlindungan hukum kepada 
pelaksana transplantasi. 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jetas 

Pasal2 

Huruf a 

Persetujuan tertulis dapat berasal dari : 

Penderita sendiri, yang dlberikan sebelum ia meninggal dunla tanpa 

sepengetahuan keluarganya yang terdekat dan keluarganya yang terdekat itu 

menyetujuinya pula. 

Keluarganya yang terdekat dengan pertimbangan untuk kepentingan ilm u 
kedokteran, sehingga dapat diketahui sebab kematian penderita yang 

bersangkuta n. 

Yang dimaksud dengan keluarga terdekat ialah isteri, suami, ibu, bapak atau 
saudara seibu-sebapak (sekandung dari penderit dan saudara ibu, saudara 
bapak serta anak yang telah dewasa dari penderita. 

Huruf b 

Meskipun tanpa persetujuan tertulis dari penderita atau keluarganya yang 

terdekat, berdasarkan pertimbangan untuk melindungi masyarakat dari penyakit 
yang diderita oleh penderita dan yang menyebabkan kematiannya, maka bedah 

mayat klinis dapat dilakukan. 

Huruf c 

Apabila rumah sakit tempat penderita dirawat dan meninggal dunia setelah 

memberikan jangka waktu sampai 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam tidak 

ada keluarganya yang terdekat datang ke Rumah Sakit maka bedah mayat klinis 

dapat dilakukan . 
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Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasal 4 

Untuk bedah mayat klinis pelaksanaan penyelenggaraan mayat agak berbeda 
sedikit dari penyelenggaraan mayat untuk bedah mayat anatomi karena 

pengambilan afat dan atau jaringan tubuh haruslah dikerjakan secepat­

cepatnya sesudah penderlta menlnggal dunta. Artlnya pengambllan alat dan 
atau jaringan tubuh dapat dilakukan terlebih dahulu, sebelum penyelenggaraan 
mayat dilakukan seperti yang dilakukan pda bedah mayat anatomis. Untuk hal 

tersebut akan diatur oleh Menteri Kesehatan agar ssupaya terjamin 
pelaksanaannya. 

Pasal 5 

Cukup jelas 

Pasal6 

Cukup jelas 

Pasal7 

Cukup jelas 

Pasal8 

Cukup jelas 

Pasaf 9 

Cukup jelas 

Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal 11 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Penentuan saat meninggal dunia seseorang di rum ah sakit yang sudah modern 

tidak lagi dilakukan dengan cara lama, yaitu seseorang dianggap meninggal 

dunia apabila pernafasan dan peredaran darahnya sudah berhenti, akan tetapi 
dengan menggunakan alat yang disebut elektro encepalograf (alat yang 
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mencatat aktivitas otak), meskipun dengan elektro encepalograf menunjukkan 

seseorang tetah meninggal dunia, namun ada alat dan atau jaringan tubuh yang 
masih hldup secara flslologi dalam jangka waktu tertentu sehlngga dapat 

dilakukan pengambilan dan pemindahan alat dan atau jaringan tubuh untuk 
keperluan transplantasi. Untuk menjamin penentuan saat meninggal dunia 
seseorang secara obyektif, maka penentuan ini dilakukan oleh dokter lain, yang 

tldak melaksanakan transplantasi. 

Pasal 13 

Cukup jelas 

Pasal 14 

Korban kecelakaan ada kalanya dalam keadaan gawat dan tidak sadar. Apabila 
korban tersebut menderita Iuka berat hingga tidak mungkin diajak bicara untuk 

mengizinkan pengambilan alat dan atau jaringan tubuhnya apabila ia sudah 

menlnggal dunia, maka izin pengambllan hanya dilakukan dengan persetujuan 

keluarga terdekat, yaitu isteri/suami/ibu/bapak atau saudara seibu sebapak dan 

saudara ibu dan bapak dan anak yang telah dewasa. 

Sebelum pengambilan alat dan atau jaringan tubuhnya dilakukan maka dalam 

jangka waktu 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam sejak ia meningga! dunia, 
keluargan'JB yang terdekat harus dlberitahu. Apabila dalam jangka waktu 
tersebut tidak ada keluarga yang datang mengambil atau mengurus jenazah 
maka barulah pengambilan alat dan atau jaringan tubuhnya boleh dllakukan. 

Pasal 15 

Cukup jelas 

Pasal 16 

Cukup jelas 

Pasal 17 

Alat dan atau jaringan tub uh manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa 
kepada setlap lnsan tldaklah sepantasnya dijadikan obyek untuk mencari 

keuntungan. 

• Pasal 18 dan Pasal 19 

Pengiriman alat dan atau jaringan tubuh manusia ke dan dari luar negeri 

haruslah dibatasi dalam jangka penelitian ilmiah, kerjasama dan saling 

menolong dalam keadaan tertentu. 
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Pasal20 

Ancaman pidana tersebut ditetapkan berdasarkan ketentuan Staatsblad Tahun 
1927 Nomor 346 yang menetapkan bahwa kecuali apabila dengan ordonansi 
ditetapkan lain, maka dalam "peraturan pelaksanaan" dapat ditetapkan sebagai 
hukuman kurungan terhadap pelanggaran peraturan selam a-lamanya 3 (tiga) 

bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7 .500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) 
dengan disertal perampasan barang tertentu ataupun tldak, bagl pelanggar 
ketentuan dalam Bab II, Bab 111, Bab V, Bab VI, Bab VII dan Bab VIII Peraturan 
Pemerintah ini. 

Pasal21 

Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3195 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 2/10/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)2/10/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Syafril Nasution - Suatu Tinjauan terhadap peranan Visum Et Revertum sebagai...



.. 
• 

• 

• 

.. .. 

LAMPIR.AN 11 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INOONESIA 
No. 1993/KDJ/U/7() 

TEN TANG 

PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT JIWA 1970 

Menteri Kesehatan Republil< Indonesia 

Menimbang: 

a. bahwa sesungguhnya kesehatan merupakan hak tlap-tlap warga negara dan 

oleh karena itu 1 maka untul< memperoleh derajat kesehatan yang setinggi­
tingginya perlu diikut sertakan tiap warga negara dalam usaha kesehatan jiwa 
Pemerintah dengan berlandaskan pada Doktrin Tri Upaya Bina Jiwa. 

b. bahwa untuk ltu perlu menetapkan peraturan tentang pem eriksaan, perawatan 
dan pengobatan penderita penyakit jiwa yang sesuai dengan keadaan 
masyarakat, ilm u pengetahuan dan pengalaman tentang penyakit jiwa sebagai 

pelaksanaan Undang-undang No. 3 tahun 1966 tentang kesehatan jiwa . 

Mengingat: 

a. Undang-Undang Oasar pasal 17; 
b. Undang-undang No. 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan; 
c. Undang-undang No. 3 tahun 1966 tentang Kesehatan Jlwa, pasal 2, pasal 4 

sampai dengan pasal 8, pasal 11 dan pasal 12; 

Mengingat pula : 

Hasil-hasil Workshop Perundang-undangan Kesehatan Jiwa 1970 yang telah 
dladakan di Jakarta tanggal 5 s/d 10 Oktober 1970, sebagal pelaksanaan Surat 
Keputusan Menteri Kesehatan RI tanggaf 10 Agustus 1970, No. 224/Kab/BNll/70. 

Dengan membatalkan surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

tanggal 4 Jull 1951, No. 16680 I UU; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan Peraturan Perawatan Penderita Penyakit Jiwa 1970. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Penyakit jiwa adalah perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya 
gangguan kesehatan jiwa. 

2. Penderlta lalah orang yang menderlta sakit jtwa yang dirawat di rumah sakit, balk 
yang diusahakan oleh Pemerintah maupun swasta. 

3. Perawatan "penderita peyakit jiwa" (selanjutnya disebut penderita) adalah semua 
usaha dan kegiatan yang dijalankan untuk memperbaiki dan membimbing 
penderita dalam salah satu tempat perawatan. 

4. Tempat perawatan penderlta (selanjutnya disebut tempat perawatan) adalah 
suatu tempat untuk melaksanakan perawatan. 

5. Menteri ialah Menteri Kesehatan Republik Indonesia . 

BAB II 
TEMPAT PERAWATAN 

Pasal2 

(1) Tempat perawatan didirikan oleh Pemerintah dan I atau badan hukum swasta . 

(2) Untuk menyelenggarakan tempat perawatan harus ada izin dari Menteri. 

Pasal 3 

Untuk memperoleh izin yang disebut dalam pasal 2, maka pemohon mengajukan 
permohonan kepada Menteri melalui dinas Kesehatan setempat, dengan menglngat 
syarat-syarat minim al yang harus dipenuhi yang disebut dal<:)m pasal 4. 

Pasal 4 

Syarat-syarat minimal untuk mendapat izin yang dimaksud dalam pasal 3 adalah : 

A. Syarat Um um 

1. a. Perawatan diusahakan dengan bentuk Badan Hukum Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila. 

b. Khusus bagi usaha swasta, maka Sadan Hukum ltu harus berbentuk 
yayasan. 

2. Letak tempat perawatan harus di dalam kota . 

3. Kapasitas tern pat perawatan dapat menampung minim um untuk 20 orang 
penderita, maksim um untuk 500 orang. 
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4. Bangunan tempat perawatan harus tampak jelas dari luar (tidak boleh berpagar 
tembok yang tinggi) . 

• 8 . Ruangan dan tempat. 

t 

.. 

(1) Ruangan dan tempal untuk suatu perawatan terdiri dari: 

1. Ruangan-ruangan tidur penderita dengan fasilitas untuk therapi dan 
resosialisas i. 

2. Ruangan untuk administrasi. 
3. Ruangan untuk laboratorlum . 
4 . Ruangan apotik. 
5. Ruangan pemeriksaan dokter. 
6. Ruangan untuk pemeriksaan berobat jalan (outpatient clinic). 
7. Tempat untuk m emasak. 
8. Tempat untuk mencucl. 
9. Tempat untuk rekresi dan therapi dalam ikatan kelompok (group Therapy) . 

10. Tempat untuk memberikan pendidikan {khusus). 

(2) Penderita-pendertta yang akut dan yang kronis harus dipisah (tidak boleh 
dicampur). 

(3) Ruangan-ruangan untuk penderita hendaknya memberlkan kem ungklnan 
bergerak dengan bebas sebagaimana halnya dengan penderita di Rumah Sakit 
Umum, supaya tidak memberikan kesan kepada penderita dan masyarakat 
bahwa tempat perawatan itu dalam tempat untuk menutup atau mengurung 
penderita. 

C. Personil. 

Personil full time bagi suatu temp at perawatan adalah : 

{1) Bidang perawatan I pengobatan : 

1. Seorang dokter ahli penyakit jiwa (psikiater) 

2. 6 (enam) orang perawat berijazah 8 (khusus perawat psikiatri) untuk setiap 
20 (dua puluh) orang penderita 

3. Beberapa orang pemblmbing sosial (social workers) . 

(2) Bidang administrasi dan lain-lain. 

1. Sejumlah tenaga adm inistrasi 

2. Beberapa tenaga pesuruh 

3. Tenaga-tenaga lain, jika diperlukan. 

D. lnventaris 

Tempat perawatan dilengkapi dengan barang-barang inventaris yang 
sepadan dengan kapasitas, ruangan dan tempat perawatan yang disebut dalam 
huruf A, sub ke 3 dan huruf B, pasal ini. 
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E. Keuangan 

Tempat perawatan memiliki keuangan yang diperlukan untuk melancarkan 
perawatan penderita. 

Pasal5 

lzin dapat dicabut untuk sementara atau seterusnya apabila ternyata pemegang izin 
tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. 

Pasal6 

(1) Tempat perawatan merawat dan mengobati penderita dalam segala corak dan 
bentuk, serta dapat menyelenggarakan bimbingan. 

(2) Jika dipandang perlu, tempat perawatan dapat dilengkapi dengan alat-alat dan 
cara-cara pemeriksaan, pengobatan dan bimbingan yang khusus. 

Pasal7 

Tempat perawatan dapat memiliki bagian yang tertutup untuk penderita observasi 
dan berbahaya. 

Pasal 8 

Menteri mengatur dan mengawasi tempat perawatan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Pusat dan daerah melalui lnstansi-instansi kesehatan yang berwenang 
atau yang ditunjuk olehnya . 

Pasal9 

Penyelenggaraan tempat pengobatan dijalankan oleh Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Oaerah dan I atau Sadan Swasta . 

Pasal 1 O 

Menteri membuat pedoman untuk penyeleng11araan tempat perawatan. 

BAB fQI 
PENERIMAAN, PEMERIKSAAH DAN PERAWATAN 

Pasal 11 

(1) Untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan di tempat perawatan harus ada 
permohonan dari salah seorang yang disebut di bawah ini : 

a. Slpenderlta, jlka ia sudah dewasa 
b. Suami/isteri atau anggota keluarga yang sudah dewasa 
c. Wali dan I atau yang dapat dianggap sebagai wali si penderita. 
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d. Kepala Polisi/Kepala Pamongpraja ditempat tinggal atau di daerah dimana si 
penderita berada . 

e. Hakim Pengadilan Negeri, bilamana dalam suatu perkara timbul 
persangkaan, bahwa yang bersangkutan adalah penderita penyakit jiwa . 

(2) Yang dimaksud dengan : 

a. Dewasa ialah orang yang telah berumur 21 tahun atau yang kurang dari 
21 tahun tetapi sudah I pernah m enikah. 

b. lsteri ialah isteri pertama. 
c. Keluarga ialah Bapak, lbu, dan anak-anak yang syah. 

Pasal12 

Orang-orang yang dimal<sudkan dalam pasal 11, sub d, mengajukan permohonan : 

a. Jika tidak ada orang yang dimaks ud dalam pas al 11, ayat b dan c. 
b. Jika penderita dalam keadaan terlantar. 
c. Demi kepentingan ketertiban dan keamanan um um. 

Pasal13 

(1) Perawatan dan pengobatan atas permohonan yang disebut dalam pasal 11 
ayat (1), sub a, b dan c diselenggarakan setelah diadakan pemeriksaan oleh 
dokter yang menetapkan adanya penyaki jiwa dan penderita perlu dirawat. 

(2) Dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam, petugas yang tersebut dalam 
pasal 11, sub d, wajib mengusahakan keterangan dari dokter bahwa yang 
bersangkutan menderita penyakit jiwa. 

Pasal 14 

Jenis perawatan yang dapat dilakukan adalah : 

a. Pelayanan preventif (psychiatric precare) 
b. Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dalam rumah sakit 
c. Pelayanan lanjutan (Pcychiatric after-care) 

Pasal 15 

(1) Khususnya untuk kepentingan perkara-perkara pengadilan dan umumnya untuk 
memberikan kesaksian ahli, maka pada prinsipnya setiap dokter yang terdaftar 
pada Oepartemen Kesehatan dan telah mendapat izln bekerja dari Menteri 
Kesehatan wenang untuk memberikan kesaksian ahli jiwa. 

(2) Kesaksian ahli jiwa yang dimaksud dalam ayat (1), pasal ini, dapat berupa visum 
et repertum psikiatrik atau keterangan dokter . 
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(3) Visum et repertum yang dimaksud dalam ayat (2). pasal ini adalah sesuatu 

persaksian tertulls dalam perkara pidana atau perkara perdata, yang dibuat atas 
permintaan Hakim Ketua Pengadilan dan dengan mengingat sumpah dokter. 

(4) Keterangan dokter yang dimaksud dalam ayat (2), pasal ini adalah keterangan 
yang diberikan oleh dokter atas permintaan jaksa, polisi atau pamongpraja 
dalam pemeriksaan pendahuluan suatu perkara pengadilan. 

(5) Permlntan kesakslan ahll kedokteran jlwa yang dlmaksud dalam pasal lni perlu 
dlsertal permintaan tertulis yang memuat identlfikasi lengkap dari orang yang 
akan diperiksa itu, serta alasan permintaan pemeriksaan, dan yang dibubuhi 
nama, jabatan, tanda tangan serta cap jabatan dari pejabat. 

Pasal16 

(1) Visum et repertum psikiatrik yang dimaksud dalam pasal 15 hendaknya dibuat 
setengkap-lengkapnya dengan berpedoman pada model yang terlampir pada 
peraturan lni. 

(2) Dokter yang ditunjuk untuk membuat visum et repertum psikiatrik sudah harus 
mengeluarkannya dalam waktu 14 hari dengan catatan, bahwa bila ini tidak 
mungkin, maka dokter tersebut wajib memberikan keterangan tertulis kepada 
Hal<i disertai alasan untuk mengadakan pemeriksaan lebih lanjut . 

(3) Apabila dalam waktu 5 bulan visum pslklatrik belum juga dapat dibuat, maka 
dokter tersebut wajib memberikan laporan tertulis lebih lanjut disertai alasan 

; untuk memperpajang observasi, atau memindahkan orang yang harus diperiksa 
ini ke tempat parawatan lain. 

• Pasal 17 

• 

(1) Penunjukan dokter yang dlminta memberikan kesakslan ahli jiwa yang dimaksud 
dalam pasal 15, dilakukan oleh Pengawas I Kepala Dinas Kesehatan Propinsi. 

(2) Mengingat kek:hususan kesaksian ahli jiwa ini, maka pengawas I Kepala Oinas 
Kesehatan Propinsi dianjurkan m enunjuk dokter yang bekerja pada rum ah sakit 
jiwa atau lnstansi akademik (bagian psikiatrik dari suatu Universitas atau dokter 
ahli jiwa atau dokter lain yang dianggap cukup berpengalaman. 

(3) Apabila dalam wilayah jabatan Pengawas J Kepala Dinas Kesehatan tidak 
terdapat rumah sakit jiwa , instansi akademis, dokter ahli jiwa, atau dokter lain 
yang dianggap berpengalaman datam hal ini, maka tugas untuk menunjuk dokter 
ini dapat diserahkan kepada Menteri Kesehatan. 

(4) Dokter yang ditunjuk oleh Pengawas I Kepala Dinas Kesehatan Proplnsi yang 
dimaksud dalam ayat (1), pasal ini, dapat mempergunakan hak undur diri jika ia 
mem punyal hubungan keluarga dengan penderlta terdakwa atau dengan orang 
yang menjadi korban dafam hal ini maka Pengawas I Kepala Dinas Kesehatan 
Propinsi harus menunjuk dokter lain. 
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Pasal 18 

(1) Apabila suatu tempat perawatan diminta bantuan untuk mengadakan observasi 
terhadap seseorang penderita terdakwa, maka tempat perawatan Hu tidak 
bertanggungjawab alas larinya orang itu. 

(2) Seluruh biaya pemeriksaan dan penampur,gan penderita terdakwa yang disebut 
dalam ayat (1) , pasal ini menjadi beban instansionil dari pejabat pemohon. 

Pasal 19 

(1) a. Guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh paling rendah 
Komandan Sektor Polisi, Jaksa atau Carnal, maka seorang penderita atau 
yang disangka penderita dan yang telah melanggar hukum dapat dikirimkan 
ke tempat perawatan untuk diperiksa keadaan jiwanya disertai surat 
permintaan pemerlksaan yang menjelaskan maksud pemeriksaan tersebut. 

b. Pemeriksaan itu tidak boleh melebihi 3 x 24 jam di tempat perawatan sesuai 
dengan Undang-undang kesehatan jtw·a pasal 6 ayat (2). 

c. Hasil pemeriksaan itu merupakan keterangan dokter. 

(2) Jika ada keragu-raguan mengenai kemungkinan lari, maka pemeriksaan seorang 
penderita terdakwa dapat dijalankan secara jalan dalam waktu yang sama 
seperti disebut dalam ayat (1), huruf b pas al ini. 

Pasal 20 

Kalau selama di tempat perawatan terbukti, bahwa penderita terdakwa yang 
diperiksakan itu benar menderita penyak:it jiwa, maka segera oleh Kepala tempat 
perawatan dibuatkan laporan tertulis seperti yang dimaksud dalam pasal 15, 
ayat (2), kepada Hakim Pengadilan Negeri dengan disertai keterangan bahwa 
perawatan dan pengobatan bagi penderita terdakwa segera diperlukan. 

Pasal21 

(1) Setelah penderita terdakwa mendapat perawatan dan pengobalan dan 
penyakitnya ada perbaikan atau kesembuhan, maka Kepala tempat perawatan 
melaporkan hal ini kepada Hakim Pengadilan Negeri dan minta supaya 
penderita terdakwa dapat diadill. 

(2) Laporan itu dapat diperlengkapi dengan pendapat-pendapat yang diperoleh 
dokter selama penderita terdakwa dlrawat. 

Pasal22 

Seiambat-lambatnya 2 bulan setelah Hakim Pengadilan Negeri memeriksa laporan 
ini, Kepala tempat perawatan yang disebut dalam pasal 21 minta kepada Hakim 
Pengadllan Negeri untuk mengeluarkan keputusan mengenai perkara penderita 
terdakwa . 
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Pasal 23 

Jika dalam keputusan Hakim Pengadilan Negeri penderita terdakwa dibebaskan dari 
segala tuntutan, maka Kepala tempat perawatan menempatkan penderita dalam 
golongan penderita yang dirawat alas permintaan Hakim itu, kalau tidak, maka 
Kepala tempat perawatan yang disebut dalam pasal 21 menyerahkan kembali 
penderita terdakwa kepada hakim tersebut 

BAB IV 
PENYALURAN PENDERITA 

Pasal24 

(1) Bila dianggap perlu, kepala rumah sakit dapat memindahkan penderita untuk 
sementara ke rumah sakit lain. 

(2) Pengangkutan untuk melaksanakan ayat (1), pasal inl dlkawal oleh petugas 
Medis I Non Medis dari rum ah sakit dan bila perlu disertai Polisi. 

Pasal25 

Kepala tempat perawatan mengusahakan persiapan bagi penderita yang akan 
dikeluarkan dari tempat perawatan unluk menempatkannya sementara kembali 
dalam keluarganya atau kalau perlu di tempat lain. 

Pasal 26 

Perslapan yang dlbuat dalam pasal 25 mencakup usaha-usaha kesehatan soslal 
yang sesuai dengan keadaan penderita, lingkungan dan masyarakatnya. 

Pasal27 

Orang-orang yang disebut dalam Undang-undang Kesehatan jiwa pasal 5 ayat (1), 
diikutsertakan dalam persiapan yang disebut dalam pasal 25 dan 26 . 

Pasal28 

Wewenang untuk memberikan izin pulang dan penyelenggaraan pemulangan 
penderita dipegang oleh kepala tempat perawatan. 

Pasaf 29 

Penyaluran penderita dari tempat perawalan dilakukan dengan memperhatikan 
peraturan-peraturan yang berlaku. 
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Pasal30 

Jika ternyata dalam waktu 3 bulan set ~lah penderita meninggalkan tempat 
perawatan penyakitnya kambuh kembali, maka penderita dirawat kembali atas 
laporan dan usul orang-orang yang tersebut dalam pasal 27 atau dokter yang 
memeriksanya dan setelah dipertimbangkan dengan Kepala tempat perawatan . 

BAB V 
KEWAJIBAN PENDERITA 

Pasal 31 

Untuk. mendapatk.an perawatan, maka pihak. penderita harus membayar biaya 
perawatan dan lain-lain ongl<os yang ditetapkan oleh tempat perawatan. 

Pasal32 

Bebas dari semua pembayaran adalah penderita dalam keadaan terlantar yang 
dikirim oleh Kepala Pollsi atau Kepala Pamongpraja dan penderita terdakwa yang 
diklrim oleh Jaksa atau Hakim Pengadllan Negerl untuk pemerlksaan. 

Pasal33 

Jik.a penderita yang dlmaksud dalam pasal 32 kemudian diketemukan keluarganya 
atau orang yang bertanggungjawab atas dirinya, maka kepada mereka diadakan 
pemungulan pembayaran biaya ongkos-ongkos lain, dihitung mulal hari penderita 
dlmasukkan dalam tempat perawatan, demlklan pula orang yang telah bebas dart 
tuntutan Pengadilan Negeri. 

Pasal 34 

Ongkos perawatan dan biaya lain yang harus dibayar oleh penderita ditetapkan oleh 
Kepala tempat perawatan yang ditetapkan menurut pedoman yang diberikan oleh 
Menteri, disesuaikan dengan waktu dan tempat. 

Pasal35 

Jika penderita atau yang berwajib menanggung biaya perawatan lalai mem enuhi 
kewajibannya, maka kepadanya akan diadakan tuntutan menurut peraturan­
peraturan yang berlaku, jika keadaan penderita mengizinl<an, maka akan 
dipulangkan dan dlserahkan kem ball pada yang berwajlb . 
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BAB VI 
PENGAWASAN 

Pasal36 

Pengawasan perawatan dilaksanakan oleh Menteri atau oleh pejabat yang ditunjuk 
olehnya. 

BAB VII 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal37 

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan di dalam Kitab Undang-undang 
Huum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain, maka tiap perbuatan 
petugas tempat perawatan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan 
kesusllaan tldak dapat dibenarkan dan terhadap petugas yang telah terbukti 
melakukannya dijatuhi hukuman jabatan berdasarkan Undang-undang No. 18 tahun 
1961 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian, pasal 20, atau tindakan 
administratif berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 1963 tentang Tenaga 
kesehatan pasal 11 1 beserta peraturan-peraturan kepegawaian lainnya. 

Pasal38 

kepala tempat perawatan membuat pengumuman tentang semua perbuatan­
perbuatan yang merupakan pelanggaran dalam perawatan untuk seluruh petugas 
dengan dibubuhi keterangan mengenai hukuman jabatan atau tindakan-tindakan 
administratif yang dim aksud dalam pasal 37 . 

BAB VII 
PERATURAN PERALIHAN 

Pasal 39 

(1) Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan kesehatan lainnya yang sudah 
ada pada hari penetapan peraturan ini tetap berlaku selama peraturan-peraturan 
dan ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan, dicabut, diganti, ditambah atau 
diubah oleh peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan alas kuasa peraturan 

ini. 

(2) Dengan mengingat ayat (1), pasal ini, maka lampiran-lampiran I, II dan Ill Surat 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1951, 
No. 16680/UU dipakai sebagai pedoman. 
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(3) Tempat-tempat perawatan yang sudah ada pada tang gal m ulai berlakunya 
peraturan ini dan belum memenuhi syarat-syaral yang dibuat dalam pasal 4, 
sudah harus memenuhi syarat-syarat tersebul selambat-lambatnya pada hari 
Kesehatan nasional ke-IX tanggal 12 Nopember 1971, kecuali syarat mengenai 
letak tempat perawatan. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 40 

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur oleh Pemerintah 
cq . Menteri Kesehatan. 

(2) Pelaksanaan peraturan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan 
Departemen Kesehatan cq. Kepala Dlrektorat Kesehatan Jiwa. 

Pasal 41 

Peraturan ini m ulal berlaku pada harl Kesehatan Nasional ke-Vll tanggal 
12 Nopember 1920. Agar setiap orang mengetahui peraturan itu, memerirrtahkan 
kepada kepala Biro Hukum dan perundang-undangan dengan Departemen 
Kesehatan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Tambahan 

.:;- Serita Negara Republlk Indonesia . 

Oitetapkan di Jakarta 
Tanggal 6 Nopember 1970 

MENTER! KESEHATAN RI 

TTD. 

(PROF. G. A. SIWABESSY) 
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PRO JUSTITIA 

Vlsum et repertum Psikiatrlk. 1] 

Yang bertanda tangan di bawah ini ............... .. ........ .. .................. .................. ... . 

Dokter ..... .. ... .. ... .... ...... .. .... ... . .. .. ..... ...... di ............................... .................................... . 

atas permlntaan dari ................ .. ............. ........ dengan surat ............................ .... ... ... . 
. . . . .. .. . . . . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . tanggal ... ...................... ..... ..... No ...... ... ........ .. ..... ... ... .. .... ... ..... . . 

telah memeriksa keadaan jiwa dari seorang yang menurut surat tersebut bernama 

.. ......... .. ...... .. ..... ... .... .... ...... seorang terdakwa yang telah tersangka dalam perkara 

... .. ... .. ... ....... ..... .... ......... ..... pemerlksaan mana dlperlukan untuk dapat menjawab 

pertanyaan. 2) 

Hasil pemerlksaan inl adalah sebagai berikut : 

LAPORAN: 
Anamnesa: 

1. Ringkasan pemeriksaan Palisi dan jalannya sidang di muka Pengadilan 
dengan menunjuk sumber-sumber tersebut dan tidak perlu seluruhnya 
dlkutlp (Serita Acara). 

2. Hetera anamnesis jika ada (keluarganya atau orang lain yang mengenal 
terdakwa) . 

3. Auto-anamnesis . 

1) Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI tanggal 6 Nopember 1970 
No . 1993/Kl/U/70, tentang Perawatan Penderita penyakit Jiwa 1970, pasal 16, 
ayat (1). 

2) Note : (sebagai contoh, dan dibuat oleh Hakim dalam surat permintaannya) . 
1. Adakah pada terdakwa terdapat kelainan jiwa yang tidak: biasa pada waktu ia 

menjalankan perbuatan yang menyebakan ia didakwa itu. 
2. Jika ada, apakah kelainan jiwanya itu sedemikian keadaannya, sehingga 

dapat dimengerti bahwa ia tidak cukup dapat atau tidak dapat seluruhnya 
mempertimbangkan, mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan 
kepadanya itu. 

4 . Anamnesa sosial jika dapat diperoleh dari kedokteran jiwa sebelum peristiwa 
terjadi. 
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Pemeriksaan Fisik : 
Pemeriksaan intern selengkap mungkin, dan jika da kemungkinan pemerlksaan 
spesialistik (hasilnya dimuat). Pemerik~ilan neurologik dengan mencantumkan 

• has ii dari pem eriksaan liquer cerebri spinalia, W.R. Goundsel. E.E.G. dan lain­
lain. 

Pemeriksaan psikiatrlk : 
Pemerlksaan pslklatrik deskriptlf mengenal tlngkah-lakunya dan gejala-gejala 
psikiatrik lainnya. Jika ada kemungkinan dan dipandang perlu, maka dikirimkan 
kepada psikolog guna perneriksaan lebih lanjut. Dan disini dilaporkan hasil 
penemuan dari pemeriksaan tersebut. 

Pemeriksaan psikologik : 
Dengan dllengkapl p3ikodinam ika dan pslkodiagnosa . 

RingkAsan pemeriksaan : 
Diisi dengan hasil pemeriksaan somatik dan psikik dengan singkat dan yang 
diperlukan untuk menetapkan diagnosa dan kesimpulan-kesimpulannya . 

Formulsi diagnostik : 
Jika mungkin dalam formulasi dinamik dan jangan ditulis misalnya Schizofrenia 
atau Reactive Psychosis saja akan tetapi dllengkapi dengan menyebutkan 
kepribadlan premobid, dengan dltegaskan pula dengan faktor yang 
menggerakkan terjadinya penyakit. 

Kesimpulan : 
Dengan perumusan yang singkat dari apa yang telah diformulasikan dalam 
diagnose dan hasiJ..hasil dalam pemeriksaan somatis dan psikologlk - psikiatrik 
diberi gambaran~gambarn yang jelas mengenai terjadinya perbuatan dan 
terdakwa (penderita yang melanggar hukum) dan alasan-alasan yang 
menetapkan, terdakwa (penderita) dapat dipersalahkan atau tidak dianggap 
dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tidak. 

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka jawaban-jawaban terhadap 
2 pertanyaan di atas (llhat note) adalah : 

1. Tidak , ya . 3) 
2. Tidak, ya. 3) 
Demikianlah dibuat dengan sesungguhnya mengingat sumpah dolcter . 

........ .... .. ... .. ... .... .. ...... .............. 19 ... ...... .. ... . 

3) Coret yang tidak perlu. 
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LAMPJRAN Ill 

Menimbang 

Mengingat : 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR: 10 TAHUN 1966 

TENT ANG 

WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

bahwa perlu ditetapkan peraturan tentang wajib simpan rahasia 
kedokteran 

1. Pasal 6 ayat (2) Undang- Undang Dasar 1945; 
2. Pasal 10 ayat (4) Undang-undang tentng Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran 

Negara Tahun 1960 No. 131); 
3. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1960 tentang lafal sumpah dokter 

(Lembaran Negara Tahun 1960 No. 69); 

MEMUTUSKAN : 

Mendengar: 

-- "PERATURAN PEMERINTAH TENTANG WAJIB SIMPAN RAHASIA 

• KEDOKTERAN 

Pasal 1 

Yang dimaksud dengan rahasia kedokteran ialah segala sesuatu yang 
diketahui oleh orang-orang tersebut dalam pasal 3 pada waktu atau selama 
melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran . 

Pasal2 

Pengetahuan tersebut pasal 1 harus dirahasiakan oleh orang-orang yang 
tersebut dalam pasal 3, kecuali apabila suatu peraturan lain yang sederajat atau 
lebih tinggi daripada Peraturan Pemerintah ini menentukan lain. 

Pasal 3 

Yang diWajibkan menyimpan rahasia yang dimaksud dalam pasal 1 ialah : 
a. tenaga kesehatan menurut pasal 2 Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan 

._ (Lembaran Negara tahun 1963 No . 78); 
b. mahasiswa kedokteran> rnurid yang bertugas daiam lapangan pemeriksaan, 

pengobatan dan I atau perawatan, dan orang lain yang ditetapkan oleh Menteri 
Kesehatan . 
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Pasal 4 

Terhadap pelanggaran ketentuan mengenai wajib simpan rahasia kedokteran 
yang tidak atau tidak dapat dipidana menurut pasal 322 atau pasal 112 Kitab 

~ Undang-undang Hul<um Pidana, Menteri Kesehatan dapat melal<uk.an tindal<an 
administratif berdasarkan pasal 11 Undang-undang tentang Tenaga Kesehatan 

-0 

Pasal5 

Apabila pelanggaran yang dlmaksud dalam pasal 4 dilakukan oleh mereka 
yang disebut dalam pasal 3 huruf b, maka Menteri Kesehatan dapat mengambil 
tindakan berdasarkan wewenang dan k:ebijaksanaannya. 

Pasal6 

Dalam pelaksanaan peraturan ini, Menteri Kesehatan dapat mendengar 
Dewan Perllndungan Susila Kedokteran dan I atau badan\-badan lain bllamana 
perlu. 

Pasal 7 

Peraturan ini dapat disebut "Peraturan Pemerintah tentang Wajib Simpan 
Rahasia Kedokteran." 

Pasal8 

Pasal ini m ulai berlaku pada hari diundangkan. 

Agar setlap orang dapat mengetahui, memerlntahkan pengundangan 
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Republik 
Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 21 Mei 1966 

Sekretaris Negara 

MOHD. ICHSAN 

Di1etapkan di Jakarta 
pada tanggal 21 Mei 1966 

Presiden Republik Indonesia 

SOEKARNO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 21 
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-• 

PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH 
NOMOR 10 TAHUN 1966 

TENT ANG 

WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN UMUM 

Setiap orang harus dapat meminta pertolongan kedokteran dengan perasaan 
aman dan bebas. la harus dapat menceritakan dengan hati terbuka segala keluhan 
yang mengganggunya, baik bersifat jasmaniah maupun rohaniah, dengan keyakinan 
bahwa hal ini berguna untuk menyembuhkan dirinya. la tidak boleh merasa khawatir 
bahw2 segala sesuatu mengenai keadaannya akan disampaikan kepada orang lain, 
baik oleh dokter maupun oleh petugas kedokteran yang bekerjasama dengan dokter 
tersebut. Int adalah syarat utama untuk hubungan balk antara dokter dengan 
penderita. 

Pada waktu menerima ijazah seorang dokter bersumpah : "saya akan 
merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan karena 
keilmuan saya sebagai dokter." 

Dan sebagai pemangku suatu jabatan ia wajib merahasiakan apa yang 
diketahuinya karena jabatannya, menurut pasal 322 KUHP yang berbunyi : "Barang 
siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang ia wajib menyimpan oleh 
karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, 
dihukum dengan penjara selarna-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak­
banyalrnya enam ratus rupiah ." 

"Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang yang tertentu maka ini 
hanya dituntut atas pengaduan orang itu." 

Peraturan Pemerintah ini diperlukan untuk mereka yang melakukan 
perbuatan-perbuatan pelanggaran rahasia kedokteran yang tidak dapat dipidana 
menurut pasal 322 KUHP tersebut atas pasal 112 KUHP tentang pengrahasiaan 
sesuatu yang bersifat umum. 
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PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

~ Dengan l<ata-kata, "segala sesuatu yang dil<etahuiu, dimaksud : 

Segala fakta yang didapat dalam pemeriksaan penderita, interpretasinya 
untuk menegakkan diagnose dan melakukan pengobatan : dari anamnese, 
pemeriksaan jasmaniah, pemerlksaan dengan alat-alat kedokteran dan sebagalnya. 
Juga termasuk fakta yang dikumpulkan oleh pembantu-pembantunya. Seorang ahli 
obat dan mereka yang bekerja dalam apotik harus pula merahasiakan obat dan 
khasiatnya yang diberikan dokter pada pasiennya. Merahasiakan resep dokter 
adalah sesuatu yang penting dari ethik pejabat yang bekerja dalam Apotik. 

Pasal2 

Berdasarkan pasal ini orang (selain daripada tenaga kesehatan yang dalam 
pekerjaannya berurusan dengan orang saklt atau mengetahui keadaan sl saklt, 
(baik) yang tidak maupun yang belum mengucapkan sumpah jabatan, berkewajiban 
menjunjung tinggi rahasia mengenai keadaan si sakit . 

Dengan dem ikian para mahasiswa kedokteran, kedokteran gigi, ahli farmasi, 
ahli laboratorium, ahli sinar, bidan, para pegawai, murid para medis dan sebagainya 
termasuk dalam golongan yang diwajibkan menyim pan rahasia. Menteri Kesehatan 
dapat menetapkan, baik secara um um, maupun secara insidentil, orang-orang yang 

'i wajib menyimpan rahasia kedokteran, misalnya pegawai tata usaha pada rumah­
rumah sakit dan laboratorium-laboratorium. 

Pasal3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Berdasarkan pasal 322 KUHP, maka pembocoran rahasia jabatan dalam ha! 
ini rahasia kedokteran, adalah suatu tindak pidana yang dituntut atas pengaduan 
(klachdelict). apabila kejahatan itu ditujukan kepada seseorang tertentu. Demi 
kepentingan umum Menteri Kesehatan dapat bertindak terhadap pembocoran 
rahasia kedokteran, meskipun tidak ada sualL: pengaduan. 

Sebagai contoh : 

Seorang pejabat kedokteran berulangkali mengobrolkan di depan orang 
~ banyak tentang keadaan dan tingkah-laku pasien yang diobatinya . Dengan demikian 

ia merendahkan martabat jabatan kedokteran dan mengurangi kepercayaan orang 
kepada pejabat-pejabat kedokteran. 
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Pasal 5 

Berdasarkan pasal inl Menteri Kesehatan dapat mem int a kepada Inst ans I 
yang berwenang (um pa ma untuk mahasiswa kepada Departemen P .T .l.P. dan 
sebagainya) agar mengambil tindakan administratif yang wajar bila mana dilanggar 
wajib simpan rahasia kedok1eran ini. 

Pasal6 

Menteri Kesehatan membentuk Dewan Pelindung Susila Kedokteran justru 
untuk mendapat nasihat dalam soal-soal susila kedokteran. 

Pasal 7 dan 8 

Cukup jelas. 

Mengetahui : 
Sekretarls Negara, 

MOHD. ICHSAN 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2803 . 
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LAMPIRAN IV I NS'l ' i\LASI 1< . J / K EDOJ\'PEHl\N K EI!A KI MAN 
1rn . 1m . PinrH.:.l\ lH /F'K . lJ SU MEDA N 

No. 
Lamp. 

H a 1 

: 35'6/ XII/IEK/VER/ Me dan, 08 Desember 1998 

: Hasil perneriksaan meyat 
en. Tumpal Napitupulu.-

PRO JUSTITIA =VISUM ET REPERTUM~ 
Pemeriksa Permintean 

Tanggal 
No.Pol 
Perihsl 

Penyidik 
Pangkat 
N r p 
Instansi 

Penjelasan 

K o r b a n 
N a m a 
Jenis kela­
min 
U m u r 
Warga nega­
ra 
Agama 
~ekerjaan 
Ala mat 

08 Deeember 1998 
VER/231/XII/1998 
Permintssn Visum 
et Repertum ma­
yst 
Ander Eioaksana.S 
Let tu 
?0020134 
Ka.Polsekts Medan 
Lsbuhan 
Mayst ditemukan 
di Komp.Gsbion 
Sei Mati tanggal 
8 Deeember 1998 , 
jam 10.00 WIB den 
meninggal di Kel. 
Sei Meti tanggel 
8 Desember 1998 
jam 10.00 WIB. 

Tumpal Napitupulu 

Laki-laki 
32 Tahun 

Indonesia 
Kristen 

: -

N a m a 
N i p 
Instanei 

Tanggal 
J a m 
Mayattdian­
t ar 
Pemeriksaan 

Dr.H.N.Syarif ,DSF 
130 51? 450 
Kedokteran Kehakiman 
RS.Dr.Pirngedi/Fk.USU 
Medan 

l 08 Deaember 1998 
11.30 WIB 

i Palisi 
Luer den dalam 

Komplek Gabion Kel.Sei Meti Kee. Medan Labuhen 
Hasil Pemeriksaan i 

I. Pemeriksaan luar 
Label ma yat 
Penutup mayst 

Tidak ads 
Mayst ditutup dengan kain kuning corak bungs 
panjang 170 cm lebar 120 cm. 

Pembungkus mayst 

Pekaian meyat 

Mayst dibungkus dengan kain den ads 
keringo 

darah 

Mayst memskai koos oblong warna kuning pan­
j ang 70 cm, leber 94 cm, dijumpai bercak da­
rah kering den pasir dan mempunyai 4 buah 
kantong pada kaos. 

- Cel ena panjang warns biru garis-garis putih 
penjehit RIA Tailor Jl. Medan-Belawan Sim­
pang Kantong, panjang celana 92 cm lingkaran 
pinggang 90 cm. 

- Di~umpai tali pinggang warna coklat. 
Isi kantong sapu tangan warna biru garis pu­
tib den ada bercak darah. 

- Memakai celana dalam warna putih Hings No.40 
ada bercak darah dibagian bawah dan belakang. 
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- 2 -
Perlii nsan lliAy a t : 'l 'idak ada dijumpai 

'l'anda disamping mayot: '11idak dijumpai 

'! 'anda-tanda k ematian: Lebam rnayat dijumpai pada tengkuk dan pung­
gung tidak hilang pada penekanen. 

Identifikasi Umum 

Identifikasi Khusus 

I\ e p a 1 a 

W a j a h 

M a t a 

H i d u n g 

M u 1 u t 

T e 1 i n g a 

- Kaku moyet dijumpai pade seluruh tubuh den 
enggota gerek den agak sukar dilawan. 

- Tande pembusukan tidak dijumpai. 

Dijumpai sesoaok meyat dikenal, jenis kela­
min laki-laki, perawakan sedang, warna ku­
lit sawo mateng, rambut hitam ikal, panjang 
baden 162 cm. 

Dijumpai jaringan perut peda lengan kiri 
panjang 1 cm, leber 1 cm, jarak dari pang -
kal bahu 8 cm, jarak dari ketiak 7 cm. 

I3entuk lonjong. 
- Rambut hitarn, ikal, tidak mudah dicabut,pan 

jeng rambut depan 9 cm, samping 3 cm, bela­
kang 3 cm. 

- Dijumpai tanda-tanda pateh tulang bag ian 
belakeng. 

- Dijumpai luka pada kepala bagian belakang -
sebelah kanan panjang 5 cm, lebar 2 cm, da­
lam 1 cm, pinggir luka rate. 

Bentuk lonjong, simetris. 
- Dijumpai luka dengan pinggir rate dikening 

kana n panjang 2 cm, lebar 0,5 cm,jarak da­
ri garis tengah tubuh 6 cm, jarak dari alis 
2 cm. 

- Dijumpai luka dengan pinggir rate pada sa~ 
ping kening kanan panjang 1 cm lebar 0,5 cm 
dalam 0,5 cm jerak dari garis tengah tubuh 
0,5 cm, dari alis 0,5 om, arah luka miring 
kekiri. 

- Dijumpai luka dengen pinggir rata dipipi 
kanan panjang 4 cm, lebar 0,5 cm dalam 0,5 
cm, jarak dari garis tengah tubuh 6 cm 1 ja­
rak dari telinga 10 cm, arah luka miring 
kekanan. 

- Dijumpai luka dengan pinggir reta didagu 
panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, jerak deri ga­
ris tengeh tumuh 1 cm, arah luka miring ke 
kiri. 

Kedua kelopak mata tertutup 
- Se laput bening mate kan an den kiri tampak -

keruh. 
- Selaput putih , mata kanan ~dan ~iri- tampak p~­

cat. 
- Tidak d ijumpai pendarahan pada selaput k e lo­

pak meta. 

Bentuk .hidung biasa, simetris. 
- Tidak dijurupai tenda-tanda patah tulang dan 

luka-luka. 
- Tidak dijumpai dareh atau cairan keluar dari 

lubang hidung. · 

Mulut tertutup 
- Gerebam I kanan baweh tidak ada 
- Gigi geligi tidak lengkap 
- Bibir berwarna pucat kebiruan 

Kedua telinga bentuk biasa,simetris kiri ka­
nan 

- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan lu­
ltn-luka. 

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area 

Document Accepted 2/10/25 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)2/10/25 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Syafril Nasution - Suatu Tinjauan terhadap peranan Visum Et Revertum sebagai...



D a g u 

L e h e r 

D a d a 

P e r u t 

Alat kelamin 

D u b u r 
Punggung 

Pinggang 

Anggota gerak 
at as 

- 3 -

- l 'ocla keduo liang teli n g a tidak d ijump a i darah 
ntnu cnlron. 

Be nl;uk simet;ris 
Di jurupai bercak darah y ang s udah mengering. 

- Dijumpai luka memor pada dagu kiri panjang 5 
cm, lebar 1 cm, jarak dari garis tengan tubuh 
1 cm. 

Bentuk simetria 
Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang dan lu 
ka-luka. 

Bentuk simetris 
- Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang 

Dijumpai bercak darah yang mengering dan pasir 
diseluruh permukaan dada. 

- Dijumpai luka memar pada daerah dada sebelah -
kiri panjang 10 om, lebar 1 cm, jarak dari te­
ngah tubuh 10 cm, jarak dari puting susu 1 cm. 

Bentuk simetris 
- Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang dan 

luka-luka. 

Laki-laki, tidak dikhitan 
- Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan dan luka­

luka. 

Ketat,tidak dijumpai tanda-tanda kekere san. 

Tidak dijumpei kelainan bentuk 
- Tidak dijumpai tanda patah tulang dan luka-luka 

Bentuk simetris 
- Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang dan lu­

ka-luka. 

Pada lengan kiri atas dijumpoi luka gores pan­
jang 7 cm, lebar 0,5 cm,jarak dari siku 9 cm. 
Dijumpai lukq dengan pinggir rate pada lengan 
ates kir.i panjang 9 cm, lebar 4 cm, dalam 1 cm, 
jarak d~ri siku 5 cm, arah miring kekiri, dise­
kitar luko terdapat pasir, serbuk kayu den da­
rah yan~ sudah mengering. 

- Dijumpai luka dengan pinggir r ata pada lengan -
bawah kiri panjang 8 cm, lebar 6 cm, dalam 2 cm 
jarak dari siku 11 cm, arah luka miring kekiri, 
dan sekitar luka terdapnt pasir dan darah yang 
sudah me n gering. 

- Dijumpai ujung jari ke V (keling king) tangan 
kiri putua, sisa jari kelingking tangan kiri 
tingga l 2 cm, diameter 1,5 cm. 

- Pada len g,13 n kanan at as dijumpai luka dengan 
pinggir rata panjang 3 cm, lebar 1 cm, dalam 
0,5 cm, jarak dari siku 7 cm, disekitar luka 
terdapat pasir dan darah yang sudah men gering -
arah luka miring kekanan. 

- Dijumpai luka dengan pinggir rata panjang 6 cm, 
lebar 2 cm, dalam 1 cm, jarak dari siku 5 cm , 
dari pangkal babu 25 cm, disekitar luka terda -
pat pa s ir dan darah yang sudah mengering. 
Dijumpai luka dengan pinggir rate panjang 9 cm, 
lebar 1 cm, dalam 0,5 cm jarak dari siku 6 cm, 
den dari pangkal bahu 9 cm, disekitar luka ter­
dapat pasir dan darah yang sudah mengering. 

- Dijumpai luka dengan pinggir rata pada lengan -
bawab kanan panjang 16,5 cm lebar 6 cm, dalam 3 
cm, dijump a i tanda-tanda patah tulang, jarak da 
ri siku 9 cm. ----------------------------------------------------- 
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Dijun~ai luka d e ngan p in ggir rat a diperge l angan tang­
an bawah pnnjang 11 cm, l ebar 5 cm, dalam 2 cm, dijum 
pai t anda-tanda p atah tulang pada dasar luka dijum -
pai pasir. 

Anggota ge-: Dijumpai luka dengan pinggir rata pada lutut kanan 
rak bawah panjang 5,5 cm, lebar 2,5 cm, dalam 4 cm, jarak dari 

lutut 1 cm. 
- Dijumpai luka dengan pinggir rate panjang 11 cm,lebar 

5 cm, dalam 3 cm d ijumpai tanda-tanda patah tulang, 
jarak dari lutut 5 cm dengan arah miring kekanan. 

- Dijumpai luka dengan pinggir rats panjang 3 cm, lebar 
0 15 cm, dalam 6,5 cm jarak d 8 ri lutut 1 15 cm. 

- Dijumpai luka dengan pinggir rata disekitar mata kaki 
kanan panjang 10 cm lebar 4 cm, dalam 4 cm, arab luka 
miring kekanan. 

- Di jumpai luka dengan pinggir rota pada ibu jari kaki 
kiri panjang 5 cm, lebar 4 cm, dalam 4 cm, dijumpai -
p atah tulang jsri-jari kaki. 
Dijumpai jari tengab kaki kiri P'Ut-µs_ si1:1a· panja{!gnya , 
2 cm, · dia~e~e~ . 2,~ cm. 

II. Pe meriksaan dalam 

K e p a 1 a: ftrla pembukaan kulit kepala dijumpoi resapan darah pan 
jang 2,5 cm, lebar 0,5 cm. 
Dijumpai retak tulang tengkorak yang tidak beraturan 
pada kepala sebelah kanan mulai dari puncak kepala 
kearah bawah panjang 9 cm, arah kekiri dan samping 
bawah 0 5 cm. 
Dijumpal pendaraban yang luas diseluruh permukaan ja­
ringan otak besar dan otak kecil, pada pemotongan di­
jumpai perdarahan pada otak besar dan otak kecil. 

Dada Pembukaan dada tebal dada o, 1 cm 
- Tidak dijumpai p atah tulang iga dan tulang dada 
- Tidak dijumpai darah dalam rongga dada 

Paru-paru Warna merah k ehitaman, konsistensi kenyal pade pemo­
tongan tidak ada kelainan. 

Jentung Pada pembukaan jantung dijumpai cairan jernih berwar-
ne kuning sebanyak 20 cc. . 

- Ke liling katup kelopak tiga 11,5 cm 
- Ke liling katup kelopek dua 10 cm 
- Kel iling katup nadi paru 6,2 cm 
- Ke liling ketup pembuluh nadi besar 6 cm. 

P e r u t Pada pembukean perut tidak dijumpai perdarahan. 

H a t i 

L i mp a 

Ginja l 

Dij umpai dilambung c a iran warno 
tidak berbau merAngsang. 

\i/a rna coklat pucat, konsistensi 
an tidak ada kelainan. 

kuning berbau as am 

padet, p ada pemotong-

Warne abu-abu kehitaman, konsist ensi padat kenyal 
pada pemotongan tidak ada kelainan. 

Kanan dan kiri kapsul mudeh dilepas , warna merah pu­
cat, konsistensi padat pada pemotongan tidak ada ke­
l a inen. 

III. Ringkasan pemeriksaan luar 

- Dijumpai lebam mayat pada tengkuk den punggung, tida k hi­
lang pada penekanan. 

- Dijumpai kaku mayat pedA seluruh tubuh dan ane;gota ge r ak 
ates dan agak sukar dilawan. 

- Dijumpai luka pada kepala belakang sebelah kanan panjeng 5 
cm, lebar 2 cm, dalam 1 cm. ----------------------------------------------------- 
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- 5 -

- Dijunvoi luko dongan pinggir rate samping kening kanan panjang 
1 cm, lobar 0,5 cm, dala m 0,5 cm. 
Dijumpoi luke dengan pinggir rot o pado pipi ponj ang L~ cm, l e bar 
015 cm, dalam 0,5 cm. 

- D1jumpai luka dengan pinggir rata didagu panjang 2 cm, lebar 
0 15 cm. 

- Dijumpei luka dengan pinggir rota dilengan etas kiri panjang 9 
cm, lobar 4 cm, delem 1 cm. 

- Dijumpei luka dengan pinggir reta dilengen bawab kiri panjang 
8 cm, leber 6 cm, dalam 1 cm. 

- Dijumpai ujung jeri ke V (kelingking) tangen kiri putus. 
- Dijumpai luke dengen pinggir rato dilengan kenan etas panjang 

3 cm, leber 1 cm, delam 0,5 cm. 
- Dijumpai luka dengen pinggir rata ponjang 6 cm, lebar 2 am,da­

lam 1 cm, jarak deri aiku 5 cm~ 
- Dijumpai luka dengen pinggir rate pada lengan baweh kanan pan­

j ang 16,5 cm, lebar 6 cm? dalam 3 cm, dijumpai tonda-tanda pa­
tah tulang, jarak dari siku 9 cm. 

- Dijumpai luka dengan pinggir rota pads pergelangan tangen pan­
jang 11 cm, lebar 5 cm, dalam 3 cm, dijumpai tonda patah tu­
leng. 

- Dijumpai luke dengan pinggir rato pods lutut kanan panjeng 5,5 
cm, le bar 2, 5 cm, do lam l~ cm, j arok deri lutut 1 cm. 

- Dijumpei luke dengen pinggir rate ponjang 3 cm, lebar 0,5 cm, 
jarek dori lutut 1,5 cm. 
Dijumpai luka dengan pinggir rate disakitar mote keki kanen 
penjang 10 cm, lebar 4 cm, dalem 4 cm. 

- Dijumpei luka dengen pinggir rote pads ibu j ari kaki kiri pan-· 
jang 5 cm, lebar 4 cm, dalam 4 cm, dijumpai petah tulang jari­
jari kaki. 

- Dijumpai jeri tengah kaki kiri putus siaa penjang 2 cm, diame­
ter 2,5 cm. 

IV.Rin9kaaan pemeriksaan· dalem 
- D1jumpai resapen derah dengan panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm. 
- llijumpai retak tulang tengkorak yong tidek beraturen pada kepa 

la sebelap kenan mulai dari puncek kepola kearah bawah panjang 
9 cm, arah kekiri den samping bewoh 0,5 cm. 

- Dijumpei perdarahan yang luas diseluruh permukean jaringan 
otak besar dan otak kecil pada pemotongan dijumpai perdarahan 
pads otak besar den otak kecil. 

v. K e s i m p u 1 a n 

Telah diperiksa sesosok moyat dikenel, bongsa Indonesia jenia 
kelemin laki-loki, umur 32 tahun, perawakon sedang, warna kulit aa­
wo motan~i rambut hitem, ikal. 
Dari has1 pemeriksaan luar dan dolam diambil kesimpulan bahwa pe­
nyebab kematien korban edalah karena perdnrohon yang hebat den per­
derohon otok disebabkan tulang kepale belokang pecah berkeping di­
sert ai luka-luko den potah tulanB eng('!;o·to gerek ates don bowah aki­
bet rudo paksa tajam poda kepelo dan enggobo gerak etas den bowah. 

Demikian v_isum et Hepertum ini dibuat dengan sejujur-jujurnya 
berdasarkan Sumpah Jabotan seauai dengan Lembaran Negara tahun 1937 
/No. 350 yang dapat clipergunakan bilamane perlu. 
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PENGADILAN NEGERI MEDAN 
JI. P c ngadilan No. 8 

Tel. (061; 4515957 - 4515739 ~ 4515847 
MEDAN - 20112 

Nomor · 

Lampi ran 

Medan. 1 4 JUN 2001 

!i URA W-Xlil 'l'liJij.A. No.A.! 

:No:W-2~~:04;;10- 3 o/ /2001~ 

Yang buta.nda ta.nae.n dibawa.h in1 Pa.nitara/s•eta.ria Pe.ngadilan 

Negui Medan dengan ini menerM8kan aehubungan dengan aurat Pembantu -

Rakto~ I trn1wraita• Medan U• nomor 1669/A.;i;2:'b/2001 Ut.ng&l 31 X~i • 

2001 ba.hwa ' 

ll a a a 

J'o~ StambUk 

t SD.JBIL BA.SU'l'IOB 

• 91 840 0053 

1 Ilmu Hlt:l.un 

be~ tel.ah da'tarls ka Penge.41 lan lf•S-1 Medan· aerigadalnm. ~enaaa\dJ.An Data 

7&rl8 d.ilala1lfan"1& daJ.Nl me.tv"•l•eaikan kar,ya Ilmiah/SJaipai ~gan Jl.liul 1 

nsUA.'l'O' 'l'INJ.1t»Jf m.BA.Dl.P PSBA.NU PI8tJl ~ SEBACJlI SlL\R &\'l'U Al.AT 

AN• KE'l'6A.:--l';ENOA.DI 

' ', ". . l_ : ! ~p~ ~~lm~ 
1, '. \ \ 

\ '· ~ ·, . 

SH. 
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